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PUTUSAN
Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi,

telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : MELIA BOENTARAN;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/tanggal Lahir  : 62 tahun / 26 Juli 1960;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dharmahusada Permai Blok DR-107, RT
004/RW 010, Kelurahan Mulyorejo,
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Direktur PT. Arta Niaga Nusantara;

IIl. Nama : HANDOKO SETIONO;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/tanggal Lahir  : 63 tahun / 16 Oktober 1959;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dharmahusada Permai Blok DR-107, RT
004/RW 010, Kelurahan Mulyorejo,
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Pensiunan Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan sekarang;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut:

Primair  : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal
18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN dan Terdakwa II.
HANDOKO SETIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum bersalah “Melakukan tindak pidana Korupsi secara
bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan
Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa | dan Terdakwa Il, masing-
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masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana
denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa | dan Terdakwa I, masing-masing dengan pidana
tambahan berupa membayar Uang Pengganti kepada negara secara
tanggung-renteng sebesar Rp110.551.000.181,00 (seratus sepuluh
miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu rupiah),
dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan para Terdakwa tidak
membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mempunyai harta
benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing
selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para
Terdakwa masing-masing, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa:

1. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi jumlah paket tahun 2015;

2. 1 (satu) bundel print out warna expose kegiatan Multi Years
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, tanggal 01 Maret
2016;

3. 1 (satu) map berwarna kuning, yang bertuliskan DINAS PU, yang

di dalamnya berisikan dokumen tentang Pansus DPRD berkaitan

dengan pekerjaan Multi Years:

a. 1 (satu) bundel draft lembar disposisi dari Bupati Bengkalis
Nomor: 170/DPPD/11/2016, tanggal 29 Februari 2016, hal:
Undangan Rapat Kerja;

b. 2 (dua) lembar kertas ukuran F4 yang di dalamnya terdapat
tulisan dengan tinta warna biru, yang salah satu tulisannya
berisi “Rapat Pansus My, 07/03-16";
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c. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab. Bengkalis Nomor:
170/DPRD/II/2016/27, tanggal 24 Februari 2016, perihal
Undangan Rapat Kerja;

d. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab. Bengkalis Nomor:
170/DPRD/III/2016/28, tanggal 07 Maret 2016, perihal
Undangan Rapat Kerja;

e. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Kab. Bengkalis Nomor:
170/DPRD/III/2016/27, tanggal 04 Maret 2016, perihal
Undangan Rapat Kerja;

4. 1 (satu) map berwarna merah, yang bertuliskan Laporan Bulanan
My, yang didalamnya berisikan dokumen tentang Laporan
Pekerjaan Multi Years:

a. 1 (satu) bundel print out Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD Kab. Bengkalis
tahun anggaran 2015, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Kondisi s/d tanggal 29 Desember 2015;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Opname / Data Hasil
Perhitungan di lapangan;

c. 1 (satu) bundel print out Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan
Batu Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years);

d. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Kegiatan Belanja Langsung APBD Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2015, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis kondisi s/d tanggal 29 Desember 2015,
beserta kertas dengan tulisan tangan tinta warna biru;

e. 1 (satu) bundel print out Data Kegiatan Multy Years Dinas
Pekerjaan Umum;

f. 1 (satu) lembar print out Rekap Monitoring Progres Kegiatan
Multi Years Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis Kondisi s/d tanggal 31 Desember 2015;

g. 1 (satu) lembar print out Rekap Monitoring Progres Kegiatan
Multi Years unit kerja: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
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Bengkalis Kondisi s/d tanggal 29 Desember 2015;

h. 1 (satu) bundel laporan evaluasi kegiatan proyek Multi Years
pembangunan jalur lingkar barat duri;

i. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Batu
Panjang - Pangkalan Nyirih (Multi Years);

j- 1 (satu) bundel laporan kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar
Pulau Bengkalis Multi Years (MY) bulan Mei 2014 (Kondisi
s/d 02 Juni 2014);

5. 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan bahan-bahan My, yang

didalamnya berisi:

a. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan dan
Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis dengan Sistem Tahun Jamak (Multi Years);

b. 1 (satu) bundel Laporan Paket Pekerjaan Pembangunan
Jalan Duri - Sei Pakning;

c. 3 (tiga) lembar Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar
Pulau Bengkalis Multi Years (MY) bulan April 2014 (Kondisi
s/d 06 Mei 2014);

d. 3 (tiga) lembar print out Matriks Kronologi Permasalahan
Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei Pakning
dengan pemenang atas nama PT. Citra Gading Asritama;

e. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan
tinta warna biru dengan salah satunya bertuliskan
“Perencanaan DED 2011”;

6. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Dinas PU yang

didalamnya terdapat:

a. Surat dari Dinas PU Kab. Bengkalis Nomor:
790/PU/2016/440, tanggal 06 November 2016, perihal:
Tindak lanjut hasil Audit tujuan tertentu BPKP Perwakilan
Provinsi Riau;

b. Surat dari Dinas PU Kab. Bengkalis Nomor:
790/PU/2016/441, tanggal 06 November 2016, perihal:
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Tindak lanjut hasil Audit tujuan tertentu BPKP Perwakilan

Provinsi Riau;

7. 1 (satu) bundel laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan

kegiatan Multi Years;

8. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan Dokumen

Pembayaran 2012 yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) lembar surat Nomor: 005/Bappeda/215/2014, tanggal
14 April 2014, hal: Undangan;

b. 1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Dokumen Pembayaran
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2013 kepada tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan
Provinsi Riau;

c. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Peningkatan dan
Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis dengan sistem tahun Jamak (Multi Years);

d. 1 (satu) bundel kertas HVS ukuran A4 yang didalamnya
terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru yang salah
satu tulisannya berisi Tanggapan Paling Lambat tanggal

20/05-14;

9. 1 (satu) bundel print out daftar nama perusahaan pemenang
(Multi Years);

10. 1 (satu) lembar print out warna Rekap Monitoring Progres

Kegiatan Multi Years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis yang didalamya terdapat tulisan tinta warna biru;

11. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Nomor: 1 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015,
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

12. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan:
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan
Siak Kecil, Tahun Anggaran 2011, Konsultan Perencana: PT.
Anugerah Kridapradana Consulting ENGINEERS;
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13. 1 (satu) bundel dokumen Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;

14. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 600/PU-SET/X/2013/510.A
tanggal 09 Oktober 2013, Perihal Permohonan Penerbitan |zin

Lingkungan yang ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen

pendukung lainnya;

15. 1 (satu) lembar fofocopy dokumen Rekap Progres Kegiatan Multi
Years Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis;

16. 1 (satu) bundel asli Surat Undangan Nomor: 640/PROG/
137/2013 tanggal 02 Oktober 2013, Acara: Rapat Evaluasi
Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung APBD

Tahun Anggaran 2103 Periode Bulan September 2013 yang
ditandatangani oleh H. BURHANUDDIN selaku Sekretaris Daerah

Bupati Bengkalis dan dokumen terkait lainnya;

17. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) Multi Years, Kabupaten Bengkalsi T.A 2015,
Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil
(Multi  Years), Surat Perjanjian Nomor: 600/PU-BM/Sp-
MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013, Penyedia: PT. Arta
Niaga Nusantara, Konsultan Pengawas: PT. Wesitan Konsultasi

Pembangunan;

18. 1 (satu) buah map berwarna orange dengan Judul Bidang Jalan
yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel Ekspose Rencana
Program dan Kegiatan Tahun Jamak 2012 - 2015 oleh
MUHAMAD AMIN (Kepala Dinas) tanggal 27 Juli 2011 dan

dokumen terkait lainnya;

19. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul MY. Bukit Batu
Siak Kecil yang didalamya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy
dokumen Penyelidikan Tanah Pada Lokasi: Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Riau 2014 dan dokumen lainnya;

20. 1 (satu) buah ordner warna hitam dengan Judul Surat Masuk
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Khusus “MY” yang didalamnya terdapat Lembar Disposisi No.
Surat: 192/WSC-JLBD/XI1/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan

dokumen lainnya;

21. 1 (satu) bundel Buku Penyusunan Standarisasi Harga Barang
dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2013;

22. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Pemerintah
Kabupaten Bengkalis 2015;

23. 1 (satu) bundel dokumen Lampiran Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2014;

24, 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2014, Pemeritah Kabupaten Bengkalis 2014;

25. 1 (satu) bundel Surat No. 001/FHW/XI/2015 tanggal 05
November 2015, Hal: Pengunduran Diri dari PPHP Multi Years
yang ditandatangani oleh FAJAR HIMAWAN WIJANARKO,
beserta lembar disposisinya;

26. 1 (satu) bundel Surat No. 001/RZ/X1/2015 tanggal 05 November
2015, Hal: Pengunduran Diri dari PPHP Multi Years yang
ditandatangani oleh RAHMAD ZULFAN, beserta lembar
disposisinya;

27. 1 (satu) bundel Surat No. 001/AH/XI/2015 tanggal 05 November
2015, Hal: Pengunduran Diri dari PPHP Multi Years yang
ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT, beserta Iembar
disposisinya;

28. 1 (satu) bundel Surat No. 001/RM/X1/2015 tanggal 05 November
2015, Hal: Pengunduran Diri dari PPHP Multi Years yang
ditandatangani oleh RANDY MAJESTICA, beserta lembar

disposisinya;
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29. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran
2013, Belanja Langsung, No. DPA SKPD: 1.03 1.03.01 15 024 5
2, Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pekerjaan Umum,
Organisasi: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan: Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Lokasi Kegiatan:
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis, Jumlah
Anggaran: Rp121.658.333.500,00 (seratus dua puluh satu miliar
enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu

lima ratus rupiah);

30. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran
2013, Belanja Langsung, No. DPA SKPD: 1.03 1.03.01 15 024 5
2, Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pekerjaan Umum,
Organisasi: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan: Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Lokasi Kegiatan:
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis, Jumlah Anggara:
Rp143.126.773.600,00 (seratus empat puluh tiga miliar seratus
dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus
rupiah);

Koreksi: 2014;

31. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Program: Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Peningkatan Jalan
pros Kecamatan Bengkalis A, Dana Yang Tersedia
Rp227.355.322.600,00;

32. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 dan Perkiraan Rencana Tahun
2016;
33. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 dan Perkiraan Rencana Tahun
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2015;
34. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Program dan Kegiatan SKPD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dan Perkiraan Rencana Tahun
2014;

35. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/BM.P/X1/2012/722 tanggal 23
November 2012, Hal: Perubahan Nama Paket Konsultan MY
dalam DPA-SKPD T.A 2012 yang ditandatangani oleh ENDANG
MULYADI selaku Kasubbag Umum, beserta lampirannya;

36. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Bengkalis No: 660/BLH-PPDL/879/2012 tanggal 26
Desember 2012, Perihal: Kelengkapan Administrasi Dokumen
KA-ANDAL yang ditandatangani oleh HUZAINI selaku Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis beserta Lembar

Disposisinya;

37. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Kabupaten Bengkalis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis tentang Penganggaran Kegiatan Tahun
Jamak Tahun Anggaran 2012-2015 Nomor: 09/MoU-HK/X/2012,
Nomor: 06/DPRD/PB/2012 vyang ditandatangani oleh H.
HERLIYAN SALEH selaku Pihak Pertama, JAMAL ABDILLAH
dan HIDAYAT TAGOR NASUTION selaku pihak kedua;

38. 1 (satu) bundel fofocopy Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/
2015/237 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan Kontruksi (PPHP) Kegiatan Multi Years
Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang
ditandatangani oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis;
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39. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2013/119
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

b. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2013/120
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2013/178
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2013/179
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2013/181
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

40. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2014/03
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

b. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2014/04
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
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Kabupaten Bengkalis;

c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2014/05
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2014/06
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2014/07
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

f. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2014/08
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

41. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/01
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

b. 1 (satu) bundel fofocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/02
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

c. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/03
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
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Kabupaten Bengkalis;

d. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/04
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

e. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/05
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

f. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/06
tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani
oleh M. NASIR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

42, 1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pengawasan Pembangunan Jalan Tahun Jamak (MY), Dinas
Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
Koreksi: Core Teamn Pengawasan, Penanganan;
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43. 1 (satu) bundel asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Harga
Perkiraan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE), Program:
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan: Pengawasan
Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten Bengkalis, Paket:
Core Team Konsultan Pengawasan Penanganan Jalan Tahun
Jamak (MY), Tahun Anggaran 2013-2015;

44, 1 (satu) bundel draft dokumen Rekapitulasi Penawaran Biaya,

Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan:
Pengawasan Penanganan Jalan Tahun Jamak di Kabupaten
Bengkalis, Paket: Core Team Konsultan Pengawasan
Penanganan Jalan Tahun Jamak (MY), Tahun Anggaran 2013-
2015;

45. 1 (satu) buah buku berwarna hitam Executive Business Portfolio
2013, Bangun Cipta Kontraktor;

46. 1 (satu) bundel Kronologis Proses Pelelangan Paket Multi Years
Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, 2013, 2014, 2015;

47. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
360/KPTS/I1X/2012 tentang Penunjukan Anggota Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2012;

48. 1 (satu) bundel Summary Report, Kode Lelang: 64161, Nama

Lelang: Peningkatan Jalan Batu Panjang — Pangkalan Nyirih
(Multi Years);
49, 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log LPSE Kabupaten

Bengkalis Peserta Lelang Periode Bulan Desember 2012 s/d
Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani oleh Kasie
LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI PERMANA,;

50. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log User LPSE

Kabupaten Bengkalis Panitia Lelang Fisik (MY) Periode Bulan
Juni 2013 s/d Desember 2013 yang di paraf dan ditandatangani
oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA DWI
PERMANA;
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51. 1 (satu) bundel print out dokumen Access Log User LPSE
Kabupaten Bengkalis Panitia Lelang Konsultan (MY) Periode
Bulan Juni 2013 s/d Desember 2013 yang di paraf dan
ditandatangani oleh Kasie LPSE Kabupaten Bengkalis HENDRA
DWI PERMANA,;

52. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Bengkalis Nomor: 05/ KPTS/BM-
P/APBD/2013 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan

Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten

Bengkalis tanggal 9 Januari 2013 beserta lampirannya;

53. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Nomor: 17/ KPTS/PU/APBD/2013 tentang
Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal

18 Maret 2013 beserta lampirannya;

54. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Nomor: 800/KPTS/PU/APBD/2013/283
tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal

28 Agustus 2013 beserta lampirannya;

55. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Nomor: 01.a./KPTS/PU/APBD/2014 tentang
Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Januari 2014 beserta

lampirannya;

56. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/APBD/
2014/138.a tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya;

57. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Nomor: 02./KPTS/PU/APBD/2015 tentang
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Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Januari 2015 beserta

lampirannya;

58. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Nomor: 03./KPTS/PU/APBD/2015 tentang
Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 6 Oktober 2015 (perubahan
pertama) beserta lampirannya;

59. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/
I1X/2013/02 tanggal 17 September 2013;

60. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/
VII1/2014/01 tanggal 25 Agustus 2014;

61. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah tugas Nomor 094/SPT/PU/
VIII/2015/03 tanggal 10 Agustus 2015;

62. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal
14/08/2017ke Rekening Penampungan KPK Nomor Rek: 0378
01000168 30 6 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta
rupiah) atas nama penyetor H. MALIKI;

63. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Bengkalis Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten
Bengkalis 2013;

64. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis

Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2015;

65. 1 (satu) bundel Daftar Tanda Terima Undangan Nomor:
170/DPRD/1/2015/13, Hari/tanggal: Senin, 19 Januari 2015,
Acara: Rapat Kerja Pansus Pembahasan Ranperda Penetapan
Desa dan Desa Adat dalam Kabupaten Bengkalis;

66. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Petugas DPRD Kabupaten
Bengkalis, Hari: Selasa, tanggal: 20 Januari 2015, Acara: Rapat

Pansus Perubahan Raperda tentang Perubahan Atas Perda
Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJMD
Kabupaten Bengkalis 2010-2015;
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67. 1 (satu) bundel Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan
Provinsi Riau Nomor: 12.A/S-HP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29
Mei 2015, Perihal: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 dan
2013 yang ditandatangani oleh Drs. WIDIYATMANTORO selaku
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau;

68. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan | tahun 2011;

69. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I, || Tahun 2011;

70. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan Ill Tahun 2011;

71. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan |l Tahun 2012;

72. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan Il Tahun 2012. (Daftar
Isi; Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-3, Rapat
Paripurna Ke-4);

73. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan Il tahun 2012. (Daftar
Isi; Rapat Paripurna Ke-6, Rapat Paripurna Ke-7, Rapat
Paripurna Ke-8, Rapat Paripurna Ke-9, Rapat Paripurna Ke-10,

dan Rapat Paripurna Istimewa);

74. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan | Tahun 2013;

75. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan | Tahun 2014. (Daftar
Isi; Rapat Paripurna Ke-1, Rapat Paripurna Ke-2, Rapat
Paripurna Ke-3, Rapat Paripurna Ke-4, Rapat Paripurna

Istimewa);

76. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan | Tahun 2014. (Daftar
Isi; Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Ke-1, Rapat
Paripurna Ke-2, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Ke-

3, Rapat Paripurna Ke-4, dst....);

77. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan Il / Ill Tahun Sidang
2014;

78. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan |l Tahun Sidang 2017;

79. 1 (satu) buku Risalah - Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan Ill Tahun Sidang 2017;

80. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Bengkalis Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten
Bengkalis;

81. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11
Tahun 2016 tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2016-2021;

82. 1 (satu) buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Bengkalis Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten
Bengkalis 2016;

83. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;

84. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa
jabatan 2014-2019;

85. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kode Etik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa

Halaman 20 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan 2014-2019;

86. 1 (satu) buah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis masa
jabatan 2014-2019;

87. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 1 DPRD

Kabupaten Bengkalis tanggal 18 September 2017;

88. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 2 DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Oktober 2017;

89. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 4 DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Oktober 2017 tentang Acara
Rapat Paripurna Jawaban/Penjelasan Bupati Bengkalis terhadap
Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis
terhadap penyampaian nota keuangan perubahan APBD
Kabupaten Bengkalis T.A. 2017;

90. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 5 DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 24 Oktober 2017 tentang Acara

Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Bengkalis terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017, sekaligus pengambilan keputusan;

91. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 6 DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017 tentang Acara
Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Keuangan RAPBD
Kabupaten Bengkalis TA 2018 oleh Bupati Bengkalis;

92. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 7 DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017 berikut
lampirannya;

93. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 8 DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 13 November 2017;

94, 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna 9 DPRD

Kabupaten Bengkalis tanggal 29 November 2017;
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95. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna Istimewa
DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 18 September 2017 tentang
Acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis
dalam rangka pengucapan sumpah/janji sebagai Ketua DPRD

Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2014-2019;

96. 1 (satu) bundel fotocopy laporan tentang hasil reses anggota
DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2017;
97. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna Istimewa

DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 12 September 2017;

98. 1 (satu) bundel fotocopy pandangan umum fraksi gabungan
negeri junjungan DPRD Bengkalis tentang Penyampaian Nota
Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018;

99. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan
KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 Komisi || DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 11 Oktober 2017 yang
ditandatangani oleh SYAHRIAL selaku Pimpinan Sidang;

100. |1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2017 Komisi || DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23
Oktober 2017;

101. | 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan
KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi 1| DPRD Kabupaten
Bengkalis 07 November 2017 beserta dokumen pendukungnya;
102. | 1 (satu) lembar Nota Dinas Untuk: Pimpinan DPRD Kabupaten
Bengkalis, Dari, Komisi || DPRD Kabupaten Bengkalis, tanggal 10
Oktober 2017, Perihal: Pembahasan KUPA - PPAS Tahun
Anggaran 2017;

103. |1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi 1| DPRD Kabupaten
Bengkalis, tanggal: 11 Oktober 2017, Acara: Rapat Kerja Komisi
I DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Pembahasan KUPA -
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PPAS Tahun Anggaran 2017 dengan Bagian Barang dan Jasa
Setda Kabupaten Bengkalis;

104. | 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir tanggal: 3 Maret 2017;
105. |2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama SKPD Kabupaten
Bengkalis dan Nota Dinas dari: Komisi [ DPRD Kabupaten

Bengkalis, untuk: Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Perilhal:
Permohonan Hearing, tanggal: 29 Maret 2017, Nomor:
170/KOM.11-DPRD/111/2017/08;

106. | 1 (satu) lembar Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dibelakangnya terdapat
tulisan tangan PT. Sinar Mas;

107. | 1 (satu) spring file warna kuning merek Red Leaf dengan tulisan
Abasen yang didalamnya terdapat Surat Nomor: 170/DPRD/IX/
2017/126 tanggal 22 September 2017, Perihal Undangan Rapat
Kerja dengan Komisi || DPRD Kabupaten Bengkalis beserta

dokumen pendukungnya;

108. | 1 (satu) map plastik warna merah merek Red Leaf dengan tulisan
BA yang didalamnya terdapat Berita Acara Rapat Pembahasan
Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 Komisi || DPRD
Kabupaten Bengkalis dan dokumen pendukung lainnya;

109. |1 (satu) map warna kuning dengan tulisan SITI AMINAH, BA
APBD-P 2017 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel
dokumen Perubahan RAPBD Th. 2017, Komisi Il;

110. |1 (satu) map warna krem dengan tulisan DPRD Kabupaten

“

Bengkalis Komisi “I” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel
Nota Dinas, Untuk: Pimpinan DPD Kabupaten Bengkalis, dari:
Komisi Il DPRD Kabupaten Bengkalis, tanggal: 17 Oktober 2017,
Perihal: Pembahasan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2017;

111. | 1 (satu) map warna biru dengan tulisan Pemerintah Kabupaten

Benkalis Sekretariat Daerah yang didalamnya terdapat 1 (satu)
bundel daftar hadir Rapat Komisi || DPRD Kabupaten Bengkalis
Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 beserta
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dokumen pendukung lainnya;

112. | 1 (satu) map berwarna kuning Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR yang
didalamnya terdapat 1 (satu) bundel daftar hadir Rapat
Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2018
Komisi 1l DPRD Kabupaten Bengkalis beserta dokumen

pendukung lainnya;

113. |1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis bertuliskan “SPJ
Siti” yang didalamnya diantaranya berisikan 1 (satu) bundel
perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis bulan
Nopember 2017 untuk tanggal 7 Nopember s.d. 4 Desember
2017 beserta dokumen pendukung lainnya;

114. |1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan “ABSEN SKPD”

yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel Rincian Plafon

Anggaran SKPD per program dan kegiatan tahun Anggaran 2018
Kabupaten Bengkalis;

115. | 1 (satu) map berwarna krem yang bertuliskan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah “KOMISI 1I” yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen
bertuliskan “KUA-PPAS 2017 KOMI II”, “BA APBD-P 2017 KOM
II”, dan daftar hadir Komisi || DPRD kabupaten Bengkalis;

116. |1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta
berwarna merah yang bertuliskan "selesai reses";

117. |1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Absen KUPA-PPAS TA
2017 ctt: 2 Absen Dewan Kurang;

118. | 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas untuk Pimpinan DPRD
Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Oktober 2017;

119. | 1 (satu) bundel dokumen daftar hadir Komisi Il DPRD Kabupaten
Bengkalis tanggan 23 November 2017;

120. |1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan "KUA-PPAS 2017
KOM 1I";
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121. | 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas

Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Tahun Anggaran 2017;

122. | 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal
5/6/2017, nama Syahrial, nomor rekening 108 0004588944
senilai Rp40.000.000,00;

123. |1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan “BA” yang

berisikan 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 16 Desember 2016
perihal pembahasan rancangan APBD Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2017;

124. | 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan “DINAS PU DAN TR”
yang berisikan diantaranya 1 (satu) bundel Expose Kronologis

Permasalahan Paket Pembangunan jalan Duri - Sei Pekning
tahun 2016;

125. | 1 (satu) map plastik berwarna orange yang berisikan 1 (satu)

bundel Berita Acara Rapat Komisi Il DPRD Kabupaten Bengkalis
Pembahasan KUA PPAS Perubahan SKPD tahun 2016
Kabupaten Bengkalis;

126. | 1 (satu) map berwarna biru muda yang berisikan diantaranya 1
(satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi II DPRD Kabupaten
Bengkalis Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018;

127. | 1 (satu) bundel Undangan FGD Proyeksi Pendapatan Daerah
tahun 2018 Nomor 050/BAPPEDA/108/2017, tanggal 1 Februari
2017;

128. | 1 (satu) bundel Nota Dinas tanggal 6 Desember 2016 perihal
Pembahasan Rancangan KUA-RPPAS APBD Kabupaten
Bengkalis TA 2017;

129. | 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Komisi Il DPRD Kabupaten
Bengkalis tanggal 16 Januari 2017;

130. | 1 (satu) lembar Surat Nomor: 170/DPRD/V1/2017/59 tanggal 12
Juni 2017 perihal: Undangan Rapat Kerja;

131. | 1 (satu) ordner berwarna kuning yang berisikan Print out Notulen
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Pembahasan KUA APBD-2018;
132. |1 (satu) bundel Surat Nomor: 43/INT-DPRD/KOM I1I/111/2012
tanggal 20 Maret 2012, perihal: Pelelangan Proyek tahun 2012

beserta dokumen pendukung lainnya;

133. | 1 (satu) map warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu)
bundel Notulen Hearing Komisi || DPRD Kabupaten Bengkalis
bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta
dokumen pendukung lainnya;

134. |1 (satu) Surat Nomor: 170/SET.DPRD/XII/2015/158 tanggal 30
November 2015, Hal: Perubahan Kelima Acara Rapat DPRD
Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan | Tahun Sidang 2015-

2016 beserta dokumen lainnya di dalam map warna oranye
dengan tulisan tangan Kecamatan Rupat "NUR HASMI HASYIM";

135. |1 (satu) odner berwarna kuning merek Combo bertuliskan

dokumen penawaran peningkatan Jalan Lingkat Bukit Batu - Siak
Kecil "PT. Arta Niaga Nusantara" yang didalamnya terdapat

dokumen pendukung lainnya;

136. | 1 (satu) odner berwarna pink merek Combo bertuliskan "Absen,
BA, Notulen" yang didalamnya terdapat Nota Dinas perihal
permohonan hearing tanggal 14 September 2015 beserta

dokumen pendukung lainnya;

137. | 1 (satu) odner berwarna hitam merek Bindex yang didalamnya
terdapat dokumen Notulen Rapat Hearing Komisi || DPRD
Kabupaten Bengkalis tentang Persoalan Pembangunan
Infrastruktur pada tanggal 27 Januari 2015 beserta dokumen

pendukung lainnya;

138. | 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan PIP Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT;

139. |4 (empat) lembar fotocopy Daftar: Usulan Kegiatan Tahun

Anggaran 2012 Tambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
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yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B. MT.;

140. | 1 (satu) lembar fotocopy kolom terdiri dari No. Program/Kegiatan/

Uraian  Kegiatan, Anggaran dan Keterangan jumlah
Rp9.985.500.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Ir. SAFRIL B.
MT tanggal 11 Januari 2011;

141. |1 (satu) lembar Daftar Hadir Komisi 1l DPRD Kabupaten
Bengkalis hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 pukul 14.00 s/d

selesai acara: Rapat Kerja Komisi Il DPRD Kabupaten Bengkalis

dengan: Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan Rekanannya (PPTK,
Kontraktor, Konsultan) MY. Beserta 3 (tiga) lembar Daftar Hadir
Instansi Dinas Pemerintah Kabupaten Bengkalis hari Kamis
tanggal 29 Oktober 2015 pukul 14.00 s/d selesai acara: Rapat
Kerja Komisi || DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Dinas PU
Kabupaten Bengkalis dan Rekanannya: 1. PPTK, 2. Kontraktor,
3. Konsultan tentang Finalisasi Kegiatan Multi Years sesuai
dengan kontrak induk;

142. | 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Komisi Il DPRD Kabupaten
Bengkalis Hari Senin tanggal 22 Juni 2015 pukul 14.00 s/d

selesai acara: Pemindahan Tiang Listrik Proyek MY pada Jalan

Lingkar Bengkalis. Beserta 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir
dinas/instansi hari Senin tanggal 22 Juni 2015 pukul 14.00 s/d
selesai Acara: Pemindahan Tiang Listrik Proyek MY pada Jalan
Lingkar Bengkalis dan 2 (dua) lembar fotocopy catatan tulisan
tangan dengan tinta hitam diantaranya tertulis senin 22 Juni
2015;

143. | 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pimpinan Komisi Il kepada

Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Desember
2014 perihal Pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

144. |1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Kabupaten Bengkalis
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kepada Bupati Bengkalis Nomor: 170/DPRD/VII/2015/104 tanggal
09 Juli 2015 perihal Undangan Rapat Kerja yang ditandatangani
Ketua DPRD H. HERU WAHYUDI SH.;

145. | 1 (satu) lembar fofocopy Disposisi Surat DPRD Kabupaten
Bengkalis No. Agenda 392 tanggal 31-08-2015 beserta 2 (dua)
lembar fotocopy surat nomor 286/SS-A/PPTT/R/VI/2015 tanggal
4 Juni 2015 hal Permintaan Pembayaran Tagihan Termin 30%
atas SPP Nomor: 43/PPP/G.6/APBD/BM.P/V/2009 untuk diajukan
pada APBD-P tahun 2015 yang ditandatangani oleh SAUT
SIHALOHO;

146. | 1 (satu) lembar draft Surat DPRD Kabupaten Bengkalis kepada
Bupati Bengkalis Nomor: 170/DPRD/VI/2015/95 tanggal 26 Juni
2015 perihal Undangan Rapat Kerja yang ditandatangani Ketua
DPRD H. HERU WAHYUDI SH dengan coretan dan tulisan

tangan warna biru;

147. | 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pimpinan Komisi Il kepada
Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 September
2015 perihal Permohonan Hearing yang ditandatangani oleh
SYAHRIAL ST;

148. | 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Rancangan KUA-PPAS
Kab BKS tahun 2015 tanggal 2 Desember 2014, 10 Desember
2014, 25 November 2014, 26 November 2014, Komisi A dan
Mitra Kerja di dalam map plastik warna biru;

149. | 1 (satu) bundel dokumen pembahasan KUA PPAS perubahan
2013 di dalam map plastik warna biru;

150. | 1 (satu) buku Risalah Resmi DPRD Kabupaten Bengkalis masa
persidangan lll tahun sidang 2011, tanggal 21 Oktober 2011;

151. | 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lampiran Hasil Rasionalisasi
dan Justifikasi Rencana Usulan PPAS Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis TA 2016 pada pembahasan bersama
Komisi ll;

152. | 1 (satu) map berwarna biru jadwal pembahasan rancangan KUA-
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PPAS APBD Kabupaten Bengkalis TA 2014 komisi || DPRD
Kabupaten Bengkalis dengan SKPD Mitra Kerja dari Pemda
Kabupaten Bengkalis;

153. | 1 (satu) map berwarna kuning berisi 1 (satu) lembar Surat
Undangan Nomor 170/DPRD/XI1/2014/115 tanggal 19 Desember
2014, Perihal Rapat Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis
beserta 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bamus DPRD Nomor
14 Tahun 2014 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD
tanggal 23 Desember s/d 5 Januari 2015;

154. | 1 (satu) lembar Nota Dinas Pimpinan Komisi || Kepada Pimpinan
DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Desember 2014 perihal
Pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2015;

155. | 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan “ABSEN LAMA”
berisi diantaranya 1 (satu) bundel dokumen pembahasan PPAS,

Perubahan SKPD, per program dan kegiatan TA 2012;

156. | 1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan “ABSENSI KUA
PPAS 2013” yang diantaranya berisi 1 (satu) bundel dokumen
rekapitulasi Pra RKA RAPBD Sekretariat daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

157. |1 (satu) map berwarna hijau yang bertuliskan “SPPD YANTI”

yang diantaranya berisi 1 (satu) lembar dokumen berisi tulisan

tangan catatan proyek yang ditandatangani oleh Abdul Kadir
tanggal 13 Nopember 2012;

158. | 1 (satu) bundel fotocopy lampiran Surat Bupati Bengkalis Nomor:
050/BAPPEDA-SET/408/2011 tanggal 12 September 2011
tentang pembahasan Rancangan KUA-P dan PPAS-P tahun
2011;

159. | 1 (satu) bundel buku | Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis

tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kabupaten Bengkalis TA 2011;

160. | 1 (satu) bundel buku Il Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis TA 2011;

161. | 1 (satu) bundel buku Il Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis TA 2011;

162. | 1 (satu) bundel dokumen Surat Nomor: 170/DPRD/XI/2011/133
tanggal 14 Nopember 2011 beserta lampirannya;

163. | 1 (satu) buku berwarna pink dengan tulisan RKA SKPD tahun

anggaran 2010, Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan;
164. | 1 (satu) buku Risalah Resmi DPRD Kabupaten Bengkalis masa
persidangan Il tahun sidang 2011, tanggal 13 Desember 2011;

165. |1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Ruang dan
Permukiman TA 2013;

166. |1 (satu) buku Laporan Kegiatan dan hasil karya DPRD
Kabupaten Bengkalis tahun sidang 2011;

167. | 1 (satu) buku Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 14
Maret 2011 tentang APBD Kabupaten Bengkalis TA 2011;

168. | 1 (satu) ordner berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu)
bundel dokumen pembahasan APBDP TA 2016;

169. | 1 (satu) bundel fotocopy dokumen rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran
2012 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat tulisan tangan
Misliadi Rupat;

170. |1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Usulan Kegiatan Tahun

Anggaran 2012 tambahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
terdapat tulisan tangan Misliadi Rupat;

171. | 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis TA 2017;

172. |1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Komisi 1| DPRD
Kabupaten Bengkalis Pembahasan RKA SKPD RAPBD tahun
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2016 Kabupaten Bengkalis;

173. | 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah TA 2018 Dinas pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang;

174. | 1 (satu) map berwarna orange yang bertuliskan “SYAHRIAL, ST
KOMISI 1II” yang diantaranya berisi 1 (satu) bundel dokumen
usulan Komisi Il DPRD Kabupaten Bengkalis;

175. | 1 (satu) bundel Dokumen Nota Keuangan tentang Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis TA 2011;

176. |1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan “SURAT TURUN
DARI KETUA TGL. 27/08/15 UNTUK KOMISI 1I” yang
diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah
Tugas Nomor: 231/SPT/Um/2015 tanggal 1 September 2015;

177. | 1 (satu) map berwarna hijau yang diantaranya berisikan 1 (satu)
bundel Nota Dinas tanggal 24 Nopember 2014 tentang
Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten
Bengkalis tahun 2015 dan jadwal Bamus 2014;

178. | 1 (satu) map berwarna biru yang diantaranya berisikan fotocopy

tulisan tangan notulensi Dinas Bina Marga (PU) dan pengairan;

179. |1 (satu) map berwarna hijau muda yang diantaranya berisikan
Dokumen Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Bengkalis Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penetapan Jadwal
Kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 21 Juli 2014 s.d.
15 September 2014, dan Nomor 11 Tahun 2014 (jadwal kegiatan
DPRD tanggal 18 November — 31 Desember 2014) beserta daftar
hadir dan berita acara;

180. |1 (satu) map berwarna biru yang bertuliskan “SPJ Hasan”
diantaranya berisikan 1 (satu) bundel dokumen surat nomor
170/DPRD/IX/2015/138 tanggal 17 September 2015 beserta

dokumen pendukung lainnya;

181. | 1 (satu) map berwarna kuning bertuliskan BAPPEDA Pemerintah

Halaman 31 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis yang diantaranya berisikan fotocopy Nota
Dinas tanggal 6 Oktober 2015 perihal Pembahasan Rancangan
KUA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA 2015 dan

dokumen pendukung lainnya;

182. | 1 (satu) map berwarna kuning yang diantaranya berisikan 1 (satu)
bundel dokumen Daftar Hadir Pimpinan DPRD Kabupaten
Bengkalis tanggal 9 Februari 2015 tentang rapat kerja dengan
Komisi [I DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Persoalan

Pembangunan Infrastruktur dan dokumen pendukung lainnya;

183. |1 (satu) bundel dokumen Gambar Rencana, Rencana

Peningkatan Jalan Lingkar Desa — Desa Kecamatan Siak Kecil;

184. |1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan:
Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil
(MY) Sumber Dana APBD TA 2013-2015;

185. |1 (satu) bundel Dokumen Cek list Kelengkapan Data dan

Dokumen Teknis Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jas SKPD
Yang Akan Dilakukan Proses Pelelangan Penyediaan Barang/
Jasa Oleh ULP TA 2012;

186. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor:
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013
Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi

Years) 1 unit, Dinas PU Kabupaten Bengkalis beserta:

a. Dokumen Adendum Kontrak | beserta lampirannnya;

b. Dokumen Adendum Kontrak Il beserta lampirannnya;

c. Dokumen Adendum Kontrak Ill beserta lampirannnya;

d. Dokumen Adendum Kontrak IV beserta lampirannnya;

e. Dokumen Adendum Kontrak V beserta lampirannnya;

187. | 1 (satu) bundel dokumen Back Up Quantity Mutual Check (MC) O,
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years);
188. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: SP2D-BJ/2013/1.03.01/791, untuk pembayaran uang

muka kerja atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu
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— Siak Kecil (MY) (1), tanggal 27 Desember 2013;

189. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/279, untuk pembayaran MC 01
s/d MC 12 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —
Siak Kecil (MY) (1), tanggal 24 Desember 2014, beserta
lampirannya;

190. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: SP2D-BJ/2014/1.03.01/392, untuk pembayaran MC 13
s/d MC 14 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —
Siak Kecil (MY) (1 unit), tanggal 29 Desember 2014, beserta
lampirannya;

191. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 01633/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 15
s/d MC 16 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —
Siak Kecil (MY) (1 unit), tanggal 25 Juni 2015, beserta
lampirannya;

192. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 02128/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 17
s/d MC 18 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —

Siak Kecil (MY) (1 unit), tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya;
193. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 06779/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC
19, 20 dan MC 21 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit
Batu — Siak Kecil (MY) (1 unit), tanggal 28 Desember 2015,
beserta lampirannya;

194. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 08230/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC
22, 23 dan MC 24 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit
Batu — Siak Kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015,
beserta lampirannya;

195. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 08614/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 25
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dan MC 26 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —

Siak Kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta

lampirannya;

196. | 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: 08613/SP2D-LS/2015/1.03.01, untuk Pembayaran

Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak

Kecil (MY) (1 unit), tanggal 31 Desember 2015, beserta:

a. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Audit Teknis Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Tim Audit Teknis
Universitas Islam Riau (UIR);

b. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Quantity Audit Teknis
Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil,
Auditor LAPI FT UIR;

197. | 1 (satu) ordner warna hitam yang bertuliskan MY 2013/ 2015;

198. | 1 (satu) bundel Engineer Estimate (EE) dengan nama pekerjaan:
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan
Siak Kecil;

199. | 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015;

200. |1 (bundel) print out kronologis kegiatan tahun jamak peningkatan

jalan Kabupaten Bengkalis;

201. | 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2012 di Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Bengkalis;

202. | 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2013 di Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Bengkalis;

203. | 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten
Bengkalis Tahun 2014 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis;

204. | 1 (satu) bundel fotocopy Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten
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Bengkalis Tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis;

205. |1 (satu) buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri KCP Pekanbaru T.
Tambusai 10816 an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 108-00-
1135079-1;

206. |1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah KCP Pekanbaru
Nangka an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 7084606175;

207. |1 (satu) buku Tabungan Bank QNB Pekanbaru-Sudirman an.
RIBUT SUSANTO, No. Rekening 2130-169578-051;

208. |1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis Kanca
Pekanbaru Sudirman 0170 an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening
0170-01-001029-56-5;

209. | 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis KCP Panam
an. RIBUT SUSANTO, No. Rekening 2087-01-000245-56-3;

210. | 1 (satu) buku Tabungan Bank Panin KCP Sudirman an. RIBUT
SUSANTO, No. Rekening 5322811878;

211. | 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI Ke
Nomor Rekening: 351 884 830, Nama Pemilik: CV RIAU KREASI
DAN KOMUNIKASI, Nama Penyetor: RIBUT SUSANTO, Alamat
Penyetor: Graha Cempaka Mas, Telp. 082111223301;

212. |1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk KCP  Panam  Pekanbaru Rek No.
208701000167309, Serial No. GFR 942451 s/d GFR 942475

213. | 1 (satu) bundel Cek / Cheque Bank PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk KCP  Panam  Pekanbaru Rek No.
208701000167309, Serial No. CFN 177301 s/d CEN 177325;
214. | 1 (satu) bundel Cek Panin Bank KCU Pekanbaru No. A-315451
s/d No. A- 315475;

215. | 2 (dua) lembar print out rekening koran an. RIBUT SUSANTO No.
Rekening 5322811878, periode 1.09.15 s/d 11.02.16;

216. |4 (empat) lembar print out rekening koran an. YUSRIZAL
ANDAYANI PT. PIR (GD. SURYA DUMAI LT.IV) No. Rekening
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6810358422;

217. |1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pembayaran Bantuan Honor:
Oktober s/d Nopember 2015, SDN 006 Pekaitan, Kecamatan
Pekaitan;

218. | 4 (empat) lembar fofocopy Skema Alur Dana Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. BLI Bengkalis
Tahun 2012, dirangkum sesuai putusan No. 31/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Pbr;

219. |1 (satu) bundel fofocopy buku tabungan Bank Panin Pekanbaru
No. Rekening: 56322811878 atas nama RIBUT SUSANTO;

220. |1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Dr.IrH. SUGENG
WIYONO, MMT;

221. | 3 (tiga) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no.
rekening: 1080013176319, atas nama MORAL MEDIA PRIMA
periode 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;

222. | 2 (dua) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no.
rekening: 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA
periode 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014;

223. | 2 (dua) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no.
rekening: 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA
periode 01 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015;

224. | 1 (satu) lebar print out rekening koran Bank Mandiri dengan no.
rekening: 1080013169710, atas nama MORAL MEDIA PRIMA
periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015;

225. | 1 (satu) bundel print out diantaranya SOPD: Dinas Penididikan,

Kegiatan: Pengadaan Peningkatan Pengetahuan Ekstrakurikuler
wajib pramuka melalui alat kelengkapan dan baha bacaan untuk
SD Kec. Rupat, Estimate Biaya Rp200.000.000,00;

226. |1 (satu) lembar print out warna surat dari Kepala Unit Layanan

Pengadaan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten  Bengkalis Nomor  308/ULP/X1/2012  perihal
Pengembalian Berkas Kelengkapan Persyaratan Lelang;
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227. | 1 (satu) lembar print out warna surat dari Kepala Unit Layanan
Pengadaan kepada Kepala Dinas Bina marga dan Pengairan
Kabupaten Bengkalis Nomor 306/ULP/X1/2012 perihal pekerjaan
jasa konstruksi dan jasa konsultansi tahun jamak;

228. |1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Dinas Bina marga dan
Pengairan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan
Pengadaan Nomor 600/BM.P/XI1/2012/717 perihal kelengkapan

persyaratan lelang;

229. | 1 (satu) lembar copy surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Bengkalis Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan
Nomor 600/BM.P/X1/2012/717 perihal kelengkapan persyaratan
lelang;

230. |1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
337/KPTS/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2013;

231. |1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2014;

232. |1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
320/KPTS/1X/2014, tanggal 19 September 2014, tentang
Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

233. |1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentang
Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

234. | 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
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Keuangan Daerah;

235. | 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angaran 2012;

236. | 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 600/BM.P/VI11/2011/837,
tanggal 18 Juli 2011, tentang Penyampaian RKPD 2012 Dinas

Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, beserta

lampirannya;

237. |1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38
Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;

238. |1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Anggaran 2012;

239. | 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Anggaran 2012;

240. |1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

241. |1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

242. |1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2012, tanggal 8 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
243. |1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

244, |1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

245. | 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
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2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Angaran 2013;

246. |1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

247. |1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24
Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

248. |1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Anggaran 2013;

249. |1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Anggaran 2013;

250. |1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

251. |1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

252. |1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2013, tanggal 11 Maret 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
253. | 1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

254. |1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2013;

255. | 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Angaran 2014;

256. | 1 (satu) bundel dokumen Program dan Kegiatan SKPD Dinas
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Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014
dan Perkiraan Rencana Tahun 2015;

257. | 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34
Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014;

258. | 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49

Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014;
259. |1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Anggaran 2014;

260. |1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014;

261. | 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28
Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2014;

262. |1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014;

263. | 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Angaran 2015;

264. |1 (satu) bundel dokumen Program dan Kegiatan SKPD Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015

dan Perkiraan Rencana Tahun 2016;

265. | 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;

266. | 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 29

Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
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267. |1 (satu) bundel dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Anggaran 2015;

268. | 1 (satu) bundel dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Anggaran 2015;

269. |1 (satu) bundel dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

270. |1 (satu) bundel dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

271. |1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
272. |1 (satu) bundel dokumen DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

273. |1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015;

274. |1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
97/KPTS/11/2013, tanggal 28 Februari 2013 tentang Penunjukan
Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2013;

275. |1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
606/KPTS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang

Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan

Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

Tahun Anggaran 2014;

276. |1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
229/KPTS/VI1/2013, tanggal 6 Juni 2014 tentang Penunjukan
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Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2014;

277. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
502/KPTS/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan
Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis

Tahun Anggaran 2015;

278. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:
158/KPTS/111/2015, tanggal 9 Maret 2015 tentang Penunjukan
Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2015;

279. |1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/237,
tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (PPHP) Kegiatan
Multi Years Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

280. |1 (satu) buah buku Agenda berwarna hitam yang bertuliskan
“Bank Jatim” yang berisi diantaranya Printout “Buku Besar-Rinci
PT. Arta Niaga Nusantara dari 1 Januari 2016 ke 19 Mei 2016,

catatan tulisan tangan “Ajunsam Batu”;

281. | 1 (satu) buah map berwarna merah yang bertuliskan “PANIN HR
MUHAMMAD Handoko Setiono 447.500.1899” yang berisikan 1
(satu) bundel asli rekening Koran Panin Bank dengan nomor
rekening 4475001899 atas nama HANDOKO SETIONO;

282. |1 (satu) buah map berwarna merah yang bertuliskan “Rekening
Koran BCA 5200300060 Klampis Melia Boentaran 2016-2017"
yang berisikan 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor
Rekening 5200300060 atas nama MELIA BOENTARAN;

283. | 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepannya bertuliskan
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“BCA MELIA 5200300060 OKT-20177;

284. |1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepannya bertuliskan
“BCA MELIA 5200201568 periode Mei 2016-Juni 20177;

285. | 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepannya bertuliskan
“BCA MELIA 5200300060 1/11 2016 — Sep 20177;

286. | 1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepannya bertuliskan
“BCA Melia 5200300060 per 30-11-2015 s/d 30-10-20167;

287. |1 (satu) buah buku berwarna biru yang didepannya bertuliskan
“BANK MANDIRI PT. Arta Niaga Nusantara 142 001 147 8640
periode 31 Maret 2016”;

288. | 1 (satu) buah buku berwarna merah yang didepannya bertuliskan
“Bank Panin 4475001899 Handoko Setiono HR. Muhammad
September 2016”;

289. |1 (satu) buah buku berwarna merah yang didepannya bertuliskan
“BCA DARMO 088.458.0168 HK-MERAH Periode April 2013-Mei
20157

290. | 1 (satu) buah buku berwarna merah yang didepannya bertuliskan
“PT. Handaya Citra Niaga BCA KLAMPIS 520.087.1288
PERIODE 23 AGUSTUS 2016-AGUSTUS 20177;

291. |1 (satu) buah buku berwarna merah muda yang didepannya
bertuliskan “BANK BCA CAB. KLAMPIS BOEN MONIKA
BOENTARAN 520-026-0823 Proyek Bengkulu PERIODE
SEPTEMBER 20127;

292. | 1 (satu) buah buku bercorak batik yang didepannya bertuliskan
“PANIN HR MUHAMMAD Handoko Setiono 447.500.1899 SePT.
2011-Agustus 2016”;

293. |1 (satu) buah buku berwarna merah maroon yang didepannya
bertuliskan “BCA ANN; BUKU BANK”;

294. |1 (satu) buah Buku berwarna merah maroon yang didepannya
bertuliskan “PT. Arta Niaga Nusantara BANK BCA 5200201568”;
295. |1 (satu) buah buku berwarna biru donker yang didepannya
bertuliskan “BCA Melia”;
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296. | 1 (satu) buah buku berwarna kuning yang didepannya bertuliskan
“BANK MANDIRI PT. Handaya Citraniaga 140-006-888-0088 per
maret 2016;

297. | 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar
Bukit Batu-Siak Kecil PT. Arta Niaga Nusantara General
Contractor, Supplier & Trading Co;

298. |1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisikan 1 (satu)
lembar Surat Nomor: 11/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 09
Oktober 2014 dari PPTK Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis
kepada Site Manager (PLT GS) PT. Arta Niaga Nusantara dan 1
(satu) lembar surat Nomor: 10/PPTK-BM/006/PU/2014 tanggal 8
Oktober 2014 dari PPTK Dinas PU Kabupaten Bengkalis kepada
Site Manager (PLT GS) PT. Arta Niaga Nusantara;

299. |1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan “Lampiran 2

Dokumen Prakualifikasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-
Siak Kecil (Multi Years) PT. Arta Niaga Nusantara General
Contractor, Supplier & Trading Co”;

300. |1 (satu) ordner berwarna kuning yang bertuliskan “Lampiran 3
Dokumen Penawaran Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak
Kecil (Multi Years) PT. Arta Niaga Nusantara General Contractor,

Supplier & Trading Co”;

301. | 1 (satu) bundel Buku 1 Gambar Perencanaan Peningkatan Jalan

Bukit Baru-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;

302. |1 (satu) bundel Buku 2 Gambar Rencana Pekerjaan
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan
Siak Kecil Ruas I. Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas Il. Sta. 0+000 s/d
0+771 PT. Anugerah Kridapradana Consulting Engineers;

303. |1 (satu) bundel Buku 3 Gambar Rencana Pekerjaan
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan
Siak Kecil Ruas I. Sta. 0+000 s/d 39+400; Ruas II. Sta. 0+000 s/d
0+771 PT. Anugerah Kridapradana Consulting Engineers;

304. |1 (satu) bundel business file berwarna Biru-Bening yang
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bertuliskan “LAPORAN PAK RISNO/BENGKALIS-SIAK KECIL
(MY);

305. |1 (satu) lembar Surat PIt. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis Nomor 600/PU/1X/2016/333 tanggal 2 September 2016
Kepada PT. Arta Niaga Nusantara;

306. |1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Sendiri
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis;

307. |1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Addendum-l Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) 1 unit Nomor
kontrak: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006;

308. |2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub
Kontraktor Nomor 021/SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015
Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten

Bengkalis (Multi Years) antara Melia Boentaran (Pihak 1) dan
Amirhan Harahap (Pihak Il);

309. |2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub
Kontraktor Nomor 022/SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015
Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten

Bengkalis (Multi Years) antara Melia Boentaran (Pihak |) dan
Suparlan (Pihak Il);

310. |2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub
Kontraktor No. /SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015
Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten

Bengkalis (Multi Years) antara Melia Boentaran (Pihak 1) dan M
Suryadi (Pihak Il);

311. |2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub
Kontraktor No. /SPKK/ANN/2015 tanggal 10 Februari 2015
Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten

Bengkalis (Multi Years) antara Melia Boentaran (Pihak |) dan

Raja Auzar (ujang) (Pihak I1);

312. |2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub
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Kontraktor No. /SPKK/ANN/2014 tanggal 16 Januari 2015
Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten
Bengkalis (Multi Years) antara Melia Boentaran (Pihak 1) dan M.
Rajab (Pihak II);

313. |2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub
Kontraktor No. /SPKK/ANN/2014 tanggal 1 Desember 2014
Peningkatan Ruas Jalan Bukit Batu-Siak Kecil Kabupaten

Bengkalis (Multi Years) antara Melia Boentaran (Pihak 1) dan Rio
Marlen Tambunan (Pihak Il);

314. |1 (satu) lembar print out Daftar Kuantitas dan Harga Contract

Change Order-1 Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil
(Multy Years) Nomor kontrak 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006;
315. | 1 (satu) Map berwarna biru yang bertuliskan “BPKP Bengkalis”

yang diantaranya berisi fotocopy Laporan hasil Audit Tertentu
atas Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil tahun 2013-
2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:
LATT-461/PW04/3/2016 tanggal 30 November 2016, tanggapan
manajemen atas konsep temuan pemeriksaan BPKP Perwakilan
Propinsi Riau pada pekerjaan peningkatan jalan Lingkar Bukit
Batu-Siak Kecil TA 2013 s.d. 2015;

316. |1 (satu) map berwarna merah yang bertuliskan “SURAT
MASUK/KELUAR PU BENGKALIS 2014-2015” yang diantaranya

“Surat Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis kepada
Pimpinan PT. Arta Niaga Nusantara dengan Nomor 600/MY-
006/PPK/1/2015/01 tanggal 13 Januari 2015;

317. | 1 (satu) ordner berwarna hitam dengan tulisan “SK 001 s/d SK
327 OP Siak Kecil Bengkalis PT. ANN ‘13’ yang diantaranya
berisi tindasan Order Pembelian tanggal PO 24 Juli 2014 No. PO
SK 327;

318. | 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan “329-710 OP Siak

Kecil 02” yang diantaranya berisi tindasan Order Pembelian tgl

Halaman 46 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO 22 Januari 2015 No PO SK 710;

319. | 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan “OP Siak-04 SK
1081 s/d 1445 Bengkalis” yang diantaranya berisi tindasan Order
Pembelian tgl PO 28 September 2015 No PO SK 1445;

320. | 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan “OP Siak-05 SK
1446 s/d 1750 Bengkalis” yang diantaranya berisi tindasan Order
Pembelian tgl PO 3 Desember 2015 No PO SK 1750;

321. | 1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan “OP Siak-06 SK

1751 s/d .... Bengkalis” yang diantaranya berisi tindasan Order
Pembelian tgl PO 28 April 2016 No PO SK 1866;
322. | 1 (satu) ordner berwarna biru dengan tulisan “OP Siak 4 HCN”

yang diantaranya berisi tindasan Order Pembelian tgl PO 4
Januari 2016 No OP JS 031
323. |1 (satu) ordner berwarna Hitam dengan tulisan “U.M/P.K Siak-

kecil Bengkalis” yang diantaranya berisi asli Permintan Kirim

tanggal terima 3 November 2015 Nomor PK 004;

324. |1 (satu) bundel business file berwarna Hijau-Bening yang
bertuliskan “OPERATOR IWAN ALAT BERAT DOSER TANJUNG
DAMAI” yang berisikan diantaranya Fotocopy Rekap Kerja
Operator dan uang makan periode 25 s.d. 31 Oktober 2015,

Nama operator lwan, nama alat berat Doser;

325. |1 (satu) bundel business file berwarna Hijau-Bening yang
bertuliskan “OPERATOR ISMAIL ALAT BERAT VIBRO SAKAI
SV 512 D SIAK 4” yang berisikan diantaranya fotocopy Rekap
Kerja Operator dan uang makan periode 25 s.d. 31 Mei 2015,
Nama operator Ismail, nama alat berat Vibro Sakai SV 512;

326. |1 (satu) bundel business file berwarna Hijau-Bening yang
bertuliskan “OPERATOR TOMO ALAT BERAT VIBRO BURUK
BAKUL” yang berisikan diantaranya fotocopy Rekap Kerja

Operator, Nama operator Tomo, nama alat berat Vibro Sakai;

327. |1 (satu) bundel business file berwarna Merah-Bening yang
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bertuliskan “OPERATOR MULYADI ALAT BERAT DOZER PC
200-7 D 31 P TANJUNG DAMAI” yang berisikan diantaranya
fotocopy Rekap Kerja Operator dan Uang Makan periode 27 Juli
s/d 1 Agustus 2015, Nama operator Mulyadi, nama alat berat
Dozer D31P;

328. |1 (satu) bundel business file berwarna Merah-Bening yang
bertuliskan “ABSENSI HARIAN ALAT BERAT & TIME SHEET
OPERATOR” yang berisikan diantaranya print out Peningkatan

Jalan Lingkar Batu-Siak Kecil Bengkalis periode 1 Maret s/d/ 30
Maret 2014, Jenis alat berat Excavator Nama Operator Bambang
S;

329. |2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan yang berjudul
“Kronologis PPTK Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil”;

330. |1 (satu) ordner berwarna biru yang bertuliskan “Siak-Kecil

Bengkalis 2013” yang diantaranya berisi tindasan Surat PT.
Asuransi Kredit Indonesia kantor cabang Surabaya kepada Bank
Jatim Cabang Utama dengan Nomor Surat: 07507.57.03/
PP/ASK-JATIM/XII/2015.01 tanggal 31 Desember 2015, print out
Surat Penawaran Harga Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years);

331. | 1 (satu) bundel map berwarna biru dengan tulisan “DOKUMEN

HARI RAYA” yang diantaranya berisi print out Surat Site Manajer
PT. Arta Niaga Nusantara kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis Selaku Pengguna Anggaran Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) dengan Nomor:
028/PT.ANN-MY/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 perihal Libur Hari
Raya Idul Fitri 1436 H”;

332. | 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Bukti: MK2693 tanggal
10 Mei 2017 dengan nilai Rp200.625.000,00 beserta
lampirannya;

333. | 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor Bukti: MK2707 tanggal
17 Mei 2017 dengan nilai Rp478.250.000,00 beserta
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lampirannya;

334. |1 (satu) map berwarna kuning dengan tulisan “PERNYATAAN
SUPPLIER” yang diantaranya berisi print out Surat Pernyataan
atas nama P HARAHAP;

335. |1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Badan Pembinaan

Konstruksi kepada Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis dengan Nomor Surat: 1K.0204-KK/765 tanggal 23
Oktober 2013 perihal “Pendapat hukum tentang konsep kontrak
paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukti Batu-Siak Kecil,
Sumber Dana APBD TA 2013-2015;

336. | 1 (satu) lembar asli Surat Pengguna Anggaran selaku Pejabat

Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkalis kepada Direktur Utama PT. Arta Niaga Nusantara
dengan Nomor Surat 600/PU/X/2013/516 tanggal 7 Oktober
2013;

337. | 1 (satu) bundel asli “PHO” Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Nomor: 03.A/MY-BKS/BA-PPHP/XI1/2015 tanggal 21 Desember
2015 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil;
338. | 1 (satu) bundel asli “FHO” Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Nomor: 003.B/MY-BKS/BA-PPHP/XII/2015 tanggal 28 Desember
2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil;
339. | 1 (satu) bundel asli addendum Kontrak | Nomor: 600/PU-BM/SP-
MY/V/2014/006-ADD.001 tanggal 12 Mei 2014;

340. | 1 (satu) bundel asli addendum Kontrak Il Nomor: 600/PU-BM/SP-
MY/V/2015/006-ADD.002 tanggal 20 Mei 2015;

341. |1 (satu) bundel asli addendum Kontrak Ill Nomor: 600/PU-
BM/SP-MY/X/2015/006-ADD.003 tanggal 29 Oktober 2015;

342. |1 (satu) bundel asli addendum Kontrak IV Nomor: 600/PU-
BM/SP-MY/XI1/2015/006-ADD.004 tanggal 20 November 2015;
343. | 1 (satu) bundel asli addendum Kontrak V Nomor: 600/PU-BM/SP-
MY/XI11/2015/006-ADD.005 tanggal 28 Desember 2015;

344. |1 (satu) bundel print out tiket perjalanan atas nama Melia
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Boentaran dan Handoko Setiono;

345. |1 (satu) bundel business file berwarna Hijau-Bening tentang
Rencana Kerja dan Realisasi Peningkatan Jalan Lingkar Bukit
Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis bulan April dan Mei 2015
beserta lampirannya;

346. | 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi pembayaran gaji karyawan

PT. Artaniaga Nusantara;

347. |1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan DUMAI
2012 yang didalamnya diantaranya terdapat Dumai - JO
Pembagian Keuntungan, 01 Mei 2013, sisa keuntungan yg belum
dibagikan Rp564.391.083,60 dan dokumen pendukung lainnya;
348. |1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan
<DUMAI> LAPORAN 08/03/2013 yang didalamnya diantaranya
terdapat print out dokumen DUMAI — JO Laba/Rugi (Standar) dari
01 Mai 12 ke 02 Mar 13 dan dokumen pendukung lainnya;

349. | 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan TANAH
KEC. BUKIT BATEU KAB. BENGKALIS, 19/6'14 yang
didalamnya diantaranya terdapat 1 (satu) satu bundel Surat
Pernyataan Nama: VANIA SETIONO, Alamat: Jalan Lintas
Pakning-Dumai RT/RW.02/01 Desa Buruk Bakul, Kec. Bukit Batu,
Kab. Bengkalis, yang ditandatangani oleh VANIA SETIONO, dan
SAFRUDIN selaku Kepala Desa Buruk Bakul dan dokumen

pendukung lainnya;

350. | 1 (satu) buah map berwarna biru terdapat tulisan tangan TANAH
PAKNING WIBIKSANA, KWITANSI + PERINCIAN yang
didalamnya diantaranya terdapat 1 (satu) lembar kertas dengan
tulisan tangan tinta berwarna hitam (Harga Seluruhnya), Tanah
Bengkalis, 111.968 (m2) x Rp17.500,00 = Rp1.959.440.000,00

dan dokumen pendukung lainnya;

351. |1 (satu) buah map berwarna oranye terdapat tulisan tangan
TANAH / LAHAN BENGKALIS, SERTIFIKAT DLL. 2016, 1) SHM
No.13, 2) SHM No. 14, yang didalamnya terdapat:
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a. 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
antara WIBIKSANA selaku Pihak Pertama/Penjual dengan
HANDOKO SETIONO qq PT. Arta Sentosa Propertindo
Surabaya tanggal 05 Juni 2014;

b. 1 (satu) bundel fotocopy SALINAN / GROSSEE PERTAMA
Akta: Pernyataan, Nomor: 11, tanggal 19 Agustus 2014;

352. | 1 (satu) bundel print out BUKU BESAR — RINCI PT. Arta Niaga

Nusantara dari 01 Jan 12 ke 02 Dec 13;

353. | 1 (satu) buah map berwarna merah muda terdapat tulisan tangan
LAPORAN BENGKALIS yang didalamnya terdapat 1 (satu)
bundel print out LABA/RUGI (Standar) PT. Arta Niaga Nusantara
dari 01 Jan 09 ke 04 Jan 16;

354. |1 (satu) bundel print out LAPORAN KEUANGAN Per: 30
September 2015, KWARTAL (lIl);

355. | 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. HANDAYA — DSM - BIP, JO,
tanggal 10 April 2013, Perihal: Konfirmasi tidak ada penutupan

rekening, beserta dokumen pendukung lainnya;

356. | 1 (satu) bundel dokumen terdapat catatan tulisan tangan di atas
kertas berwarna kuning dengan tulisan Surat-Surat Pengajuan Ke
Bank Riau yang terdiri dari:

a. 2 (dua) lembar asli PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
antara WIBIKSANA selaku Pihak Pertama/Penjual dengan
HANDOKO SETIONO qq PT. Arta Sentosa Propertindo
Surabaya tanggal 05 Juni 2014;

b. 2 (dua) lembar print out dokumen DUMAI-JO, Laba/Rugi
(Standar) dari 01 Jan 12 ke 16 Mar 13;

c. 1 (satu) bundel print out dokumen DUMAI-JO, Buku Besar —
Rinci dari 01 Jan 12 ke 16 Mar 13;

d. 1 (satu) bundel print out dokumen DUMAI-JO, Buku Besar —
Rinci dari 01 Jan 12 ke 08 Mar 13;

357. |2 (dua) lembar print out draft Surat Persetujuan No.

001/SP/PT.HANDAYA-DSM-BIP.JO/VIII/2012 tanggal 25 Juli
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2012, terkait Kerjasama JO (Joint Operation) atas Pekerjaan

Peingkatan Struktur Jalan Dumai Pelintung Seksi I;

358. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Sementara
Nomor: PL.02.07/PJN WIL I/PPK2-SP.BDD/141 tanggal 10 Juli
2012 yang ditandatangani oleh DARMAWI selaku PPK2 (SP.
BATANG — DUMAI — DURI) dan HANDOKO SETIONO selaku
Kuasa JO PT. Handaya Citra Niaga, PT. Dumai Sakti Mandiri,
PT. Beton Indah Perkasa (JO);

359. | 3 (tiga) lembar print out dokumen DUMAI-JO, Neraca (Standar),
Per Tgl. 16 Mar 13, Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
1.822.375.367,16;

360. | 1 (satu) lembar print out dokumen GL PT. Arta Niaga Nusantara,
DAFTAR HISTORI dari 21 Sep 99 ke 30 Jun 17;

361. |1 (satu) lembar print out Tahap Lelang Saat Ini dari

http://Ipse.bengkaliskab.go.id/eproc/lelang/tahap/64161 terdapat
tulisan tangan 19 Juli 2013;

362. | 1 (satu) buah Buku Bank berwarna kuning dengan tulisan BANK
BCA CAB. KLAMPIS, BOEN MONIKA BOENTARAN, 520-026-
0858, Periode September 2012;

363. | 1 (satu) buah Buku Bank berwarna merah dengan tulisan PT.
HANDAYA — DSM - BIP.JO, BANK RIAU KEPRI CAB. DUMAI,
104.08.00749, Periode Mei 2012;

364. | 1 (satu) buah buku Agenda 2015 CommonwealthBank dengan
tulisan tangan MELIA 2015, 2016, 2017;

365. | 1 (satu) lembar print out Data Perusahaan, Struktur Organisasi,
MELIA BOENTARAN (Direktur), dst.....;

366. | 1 (satu) lembar print out Data Personalia Perusahaan 1. Direktur

Utama, Melia Boentaran, dst....;

367. |1 (satu) buah amplop No:001/DPW/LGMI/III/2016 yang
didalamnya terdapat fotocopy Surat Nomor: 001/DPW/LGMI/I/
11112016 tanggal 1 Maret 2016, Hal: Project tidak selesai tetapi
pembayaran dilakukan yang ditandatangani oleh Drs. PUNCAK
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selaku Ketua DPW TK | Riau Lembaga Garuda Muda Indonesia,

beserta dokumen pendukung lainnya;

368. | 1 (satu) buah map berwarna merah muda terdapat tulisan tangan

LAPORAN KEUANGAN SIAK KECIL BENGKALIS PER 11 JUNI

2014, yang didalamnya terdapat:

a. 2 (dua) lembar print out dokumen PT. Arta Niaga Nusantara,
LABA/RUGI (STANDAR), dari 01 Jan 09 ke 11 Jun 14;

b. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. Arta Niaga Nusantara,
Pembelian Per. Barang — Siak Kecil Bengkalis, dari 01 Jan
09 ke 11 Jun 14;

369. | 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per: 31 Maret
2014;

b. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per: 30 Juni
2014 KWARTAL (ll);

c. 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Per: 30
September 2014 KWARTAL (lll);

370. | 1 (satu) Business File berwarna hijau didalamnya terdapat Key

Plan Jalan Lintas Bandar Sungai — Buruk Bakul Ruas | Sta.
0+000 s/d 39+400, Ruas Il Sta.0+000 s/d 0+771, Pekerjaan:
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years),
Lokasi: Kecamatan Bukit Batu & Siak Kecil, Judul gambar: Key
Plan;

371. | 1 (satu) bundel print out Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan
Evaluasi Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Pekerjaan:
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multy Years),
Kode Paket: 05/PEM/NK-MY/POKJA-1/BMP-BKS/2012, Bidang/
Sub Bidang: SIPIL (22001)  GREED 7, HPS:
Rp378.431.090.000,00, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 (Tahun Jamak);

372. |1 (satu) bundel print out Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan Kabupaten Bengkalis, Paket Pembangunan Jalan
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Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multy Years), Perhitungan
Eskalasi (Penyesuaian Harga), Program: Pembangunan Jalan
dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kegiatan: Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (MYC), No. Kontrak:
600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 tanggal 28 Oktober 2013, No.
Add. Kontrak 01: 600/PU-BM/SP-MY/V/2014/006-ADD.001
tanggal 12 Mei 2014, Nilai Kontrak: Rp317.288.016.000,00, Nilai
Add. Kontrak 01: Rp317.288.016.000,00, Sumber Dana: APBD
Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran: 2013-2015, Kontraktor
Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Kontraktor Pengawas: PT.

Wesitan Konsultasi Pembangunan;

373. |1 (satu) business file berwarna hijau terdapat tulisan tangan
Laporan Pak TRIHARJO / Bengkalis — Siak Kecil (MY) yang berisi
diantaranya Draft Surat Nomor: 006/PT.ANN-MY/1/2014, Perihal:
Pemohonan Dokumen Kontrak beserta dokumen pendukung

lainnya;

374. | 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Arta Niaga Nusantara,
Buku Besar Biaya — Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12 Jan 15, terdapat
tulisan tangan ENT Bengkalis;

375. |1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Arta Niaga Nusantara,
Buku Besar Biaya — Rinci, dari 01 Jan 09 ke 02 Dec 15;

376. | 1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017
diantaranya Neraca Per: 27 Desember 2017;

377. |1 (satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per: 01 Januari s/d 30
Desember 2015;

378. |1 (satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan
32.322.263.893,06, Januari’'17 OMZET 8.060.299.833,73;

379. | 1 (satu) buah map berwarna oranye yang didalamnya terdapat 1

(satu) lembar Daftar Kuantitas Harga, Proyek/Bagpro:
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, Nama

Paket: Lanjutan Pembangunan Jembatan Siak IV, Prov / Kab:

Riau / Bengkalis dan dokumen pendukung lainnya;
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380. |1 (satu) buah map berwarna krem dengan tulisan tangan
EVALUASI TD yang didalamnya terdapat dokumen Timbunan
Biasa, STA +900 — 28+950, dst.....;

381. | 1 (satu) buah buku berwarna biru tua bertuliskan SINARLINE;
382. |1 (satu) buah map THE PREMIERE BY GRAND ZURI HOTELS

yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar print out Data Opname

yang dibutuhkan untuk MC (Geotek, Timbunan Biasa, Geogrid,
Timbunan Pilihan dan Base B), beserta dokumen pendukung

lainnya;

383. |1 (satu) map berwarna hijau muda dengan tulisan tangan P.
ASMAWI vyang didalamnya diantaranya terdapat dokumen
DAFTAR KUANTITAS PERHITUNGAN VOLUME MC 15 beserta

dokumen pendukung lainnya;

384. | 1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan tangan CEK BANK

RIAU KEPRI - DUMAI — yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan Rincian Cek
Bank Riau Kepri yang masih dimanfaatkan;

b. 1 (satu) buku cek Bank Riau Kepri Cabang Dumai Seri No.
ER 596051 s.d Seri No. 596075;

c. 1 (satu) buku cek Bank Riau Kepri Cabang Dumai Seri No.
BRK 051931 s.d Seri No BRK 051940;

385. | 1 (satu) bundel Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi

Sistem Gugur, Kontrak Harga Satuan, Dokumen Pemilihan

Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur (Multi Years);

386. | 1 (satu) lembar print out yang terdapat catatan tangan dengan
tulisan ASRENA TRI WAHYUDI;

387. | 1 (satu) lembar print out yang terdapat catatan tangan dengan

Senmu = Senjata & Amunisi;

388. | 1 (satu) bundel Company profile PT. Hadem Utama;

389. |1 (satu) bundel copy Spesifikasi Teknis Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil PT. Arta Niaga Nusantara;

390. |1 (satu) bundel copy legalisir Surat Perjanjian Harga satuan
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Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/006 Pekerjaan Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) 1 unit;

391. | 5 (lima) lembar print out Harga Penawaran Peserta Dengan Kode
Lelang: 62161, Nama Paket: Peningkatan Jalan Lingkar Bukit
Batu — Siak Kecil (Multi Years) (lelang ulang), ID peserta:
3671161;

392. |1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4229/LKPP/D-IV. 1.
1/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Hal Konsultasi tentang
Dokumen Pemilihan Paket Multi Years;

393. |1 (satu) lembar copy Surat LKPP nomor: B-4215/LKPP/D-
IV.1.1/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Hal Koordinasi dan
Konsultasi Paket Multiyears Kabupaten Bengkalis Metode

Prakualifikasi;

394. | 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan
Bangunan No. 002/DPS/I11/2014 tanggal 19 Maret 2014 antara
pihak I. FITRI HARIANI dan pihak Il. SYARIFUDIN;

395. | 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan
Bangunan No. 003/DPS/111/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara
pihak I. FITRI HARIANI dan pihak Il. FARDILASARI,

396. | 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan
Bangunan No. 004/DPS/I11/2014 tanggal 20 Maret 2014 antara
pihak I. FITRI HARIANI dan pihak Il. ROZALI,

397. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar dokumen Rekap Pembayaran DP Rumah
Pembelian Rumah Blok C No. 05, F No. 05, | No. 10 Perum
Abinaya Residence;

b. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya
Residence Blok C No. 5 atas Nama VENTI AFRISYAWANTI
tanggal 20 Oktober 2013;

c. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya
Residence Blok | No. 10 atas Nama ROZALI tanggal 20
Oktober 2013;
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d. 1 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Rumah Abinaya
Residence Blok F No. 5 atas Nama ADI ZULHAMI tanggal 20
Oktober 2013;

398. | 1 (satu) lembar dokumen Rekap Harga Jual Blok C No. 05, F No.

05, I No. 10;

399. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 3 (tiga) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01413 tanggal 18/6/2014 dari Bpk
SYARIFUDIN;

b. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 00301 tanggal 9 Januari 2016 dari
Bpk SYARIFUDIN;

c. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01954 tanggal 31/10/ 2015 dari Bpk
SYARIFUDIN;

d. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01655 tanggal 11/7/ 2015 dari Bpk
SYARIFUDIN;

e. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01294 tanggal 12 April 2015 dari Bpk
SYARIFUDIN;

f. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01164 tanggal 24 Februari 2015 dari
Bpk SYARIFUDIN;

g. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01003 tanggal 17/1/2015 dari Bpk
ADI & ROZALI;

h. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01002 tanggal 17 Januari 2015 dari
Bpk SYARIFUDIN;

i. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01299 tanggal 29/11/2014 dari Bpk

Halaman 57 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN;

j- 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01434 tanggal 21 September 2014
dari Bpk SYARIFUDIN;

k. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 00625 tanggal 6 April 2014 dari Bpk
SYARIFUDIN;

I. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 00508 tanggal 1 Maret 2014 dari Bpk
SYARIFUDIN;

m. 1 (satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri Sriwijaya Perum
Abinaya Residence No. 01412 tanggal 13/01/ 2014 dari Bpk
SYARIFUDIN;(satu) lembar asli kuitansi PT. Dua Putri
Sriwijaya Perum Abinaya Residence No. 00096 tanggal 1
Desember 2013 dari Bpk SYARIFUDIN;

n. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya
Residence No. 0029 atas nama VENTI AFRISYAWANT];

0. 1 (satu) lembar asli Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya
Residence No. 0032 atas nama SYARIFUDIN;

p. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya
Residence No. 0027 atas nama ADI ZUL tanggal 20 Oktober
2013;

g. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemesanan Perumahan Abinaya
Residence No. 0028 atas nama ROZALI tanggal 20 Oktober
2013;

r. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain
’Rp304.045.000,00 dan seterusnya’;

400. |1 (satu) lembar asli Sertifikat AHLI PENGADAAN NASIONAL

atas nama SYARIFUDDIN, AMd 195810081985031007, Jakarta

01 Januari 2011,

401. | 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas satuan

rumah susun Nomor: 2133/XVI/B, Keluarahan Grogol Utara, Kec.
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Kebayoran Lama, Nama Pemilik: Nyonya BRIZA MEILANI
BUZAAR;
402. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas

nama Muhammad Rosyidi, ST;

403. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas
nama Marissa Ayu Eka Putri, ST;

404. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas
nama Raffiqg Suhanda, ST;

405. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas

nama Yuniadi;

406. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas

nama Adizulhamni, ST;

407. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas
nama Rozali S, ST;

408. |1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Unit Layanan Pengadaaan Nomor: 375/ULP/BKS/
XIl/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditujukan kepada
Ketua Kelompok Kerja (POKJA 1) Unit Layanan Pengadaan Kab.
Bengkalis Perihal: Proses Pelelangan Jasa Konstruksi dan Jasa

Konsultasi Tahun Jamak;

409. | 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor:
900/KEU/896 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

410. |1 (satu) bundel fotocopy Buku Rencana Strategis Dinas Bina
Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis 2010-2015;

411. |1 (satu) bundel fofocopy Buku | Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
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412. |1 (satu) bundel fofocopy Buku | Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

413. |1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2012;

414. |1 (satu) bundel fofocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2013;

415. |1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Bengkalis Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015;

416. | 3 (tiga) lembar print out foto Dokumen Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku PPK Kegiatan
Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor:
600/KPTS/PU/2014/152 tentang Penunjukan/ Pengangkatan
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak
(Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis
TA 2014;

417. | 3 (tiga) lembar print out foto Dokumen Keputusan Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku PPK Kegiatan
Tahun Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor:
600/KPTS/PU/2015/208 tentang Penunjukan/ Pengangkatan
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak
(Multi Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis
TA 2015
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418. | 1 (satu) bundel dokumen berupa:

a. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.041 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Bengkalis A, nilai alokasi anggaran
Rp50.871.442.735,00 tanpa tanda tangan;

b. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.052 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Bukit Batu, nilai alokasi anggaran
Rp53.387.949.734,00 tanpa tanda tangan;

C. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.055 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Rupat A, nilai alokasi anggaran
Rp50.401.999.554,00 tanpa tanda tangan;

d. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.087 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Pinggir, nilai alokasi anggaran
Rp25.393.579.554,00 tanpa tanda tangan;

e. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.088 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Mandau A, nilai alokasi anggaran
Rp26.195.879.554,00 , tanpa tanda tangan;

f. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2012, nama kegiatan 1.03.01.15.089 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Mandau B, nilai alokasi anggaran
Rp50.403.679.554,00 ,tanpa tanda tangan;
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419. | 1 (satu) bundel dokumen berupa:

a. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.024 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Bengkalis A, nilai alokasi anggaran
Rp102.388.563.500,00;

b. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.034 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Bukit Batu, nilai alokasi anggaran
Rp122.305.363.500,00;

c. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.040 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Rupat A, nilai alokasi anggaran
Rp102.420.763.500,00;

d. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.039 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Pinggir, nilai alokasi anggaran
Rp102.433.123.500,00;

e. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.037 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Mandau A, nilai alokasi anggaran
Rp102.443.713.500,00;

f. 2 (dua) lembar copy rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
anggaran 2013, nama kegiatan 1.03.01.15.038 Peningkatan
jalan poros Kecamatan Mandau B, nilai alokasi anggaran
Rp102.434.873.500,00;

(satu) bundel fofocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis

420.

—
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Nomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentang
Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

421. | 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor: 404/KTPS/XI1/2011 tanggal 12 Desember 2012, tentang
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Anggaran 2012;

422. | 1 (satu) Odner warna kuning yang di dalamnya terdapat dokumen
pembayaran kepada UIR terkait audit kegiatan Multi Years TA.
2013-2015;

423. | 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Bengkalis nomor
231/KPTS/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Bina Marga dan

Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal
26 April 2012;
424. |1 (satu) bundel fofocopy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80

tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas

pada Sekretariat Daerah kabupaten Bengkalis;

425. |1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD Kabupaten Bengkalis Nomor: 427/KPTS/X/2012
tentang Pembentukan Tim kelompok kerja, standar operasional
prosedur serta secretariat kelompok kerja verifikasi terhadap
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
(RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

426. |1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor: 900/KEU/896
tanggal 20 Desember 2012 tentang Pedoman penyusunan

rencana kerja dan anggaran satuan Kkerja perangkat daerah
(RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2013;

427. | 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor
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rekening 1020005249138, atas nama SUNARTO
HADIPRAYOTNO, periode 1-Jan-2011 s/d 31-Ags-2014;

428. | 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah

Kabupaten Bengkalis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Bengkalis tentang Penganggaran Kegiatan
Tahun Jamak Tahun Anggaran 2018-2021 nomor: 12/MOU/ADM-
KSD/2017, Nomor: 170/DPRD MOU/X1/2017/07;

429. |1 (satu) lembar kertas fotocopy “Pemerintah Kabupaten

Bengkalis Surat Perintah Membayar 2016” dengan tulisan tangan

tinta biru;

430. | 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tinta berwarna biru yang
diantaranya bertuliskan “2016 1/ LEMARI TV: 25.000.000...7;

431. |1 (satu) lembar Bon/Kontan No: 7752 tanggal 17 Des 2016
PLAZA MEBEL Furniture Center a.n. Bu Dewi;

432. | 1 (satu) lembar Nota a.n. Kak Dewi Bengkalis P. Baru 05/01/17
yang berisi nama barang diantaranya MUSOLLA/MONACO;

433. |1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berwarna Pink
diantaranya bertuliskan “Sisa: 34.600.000...;

434. | 1 (satu) lembar kuitansi berwarna kuning tanggal 5 Januari 2017
“Telah terima dari KAK DEWI Rp10.000.000...” yang
ditandatangani oleh NANANG;

435. | 1 (satu) lembar Rekapitulasi Usulan RKPD Anggota Dewan 2020;
436. | 1 (satu) lembar tindasan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri
Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah tanggal 02-04-2019,
Penyetor ABDUL RAHMAN ATAN, Penerima Rekening KPK
Perkara Bengkalis, Nomor Rekening 8881 2018 0902 0013,
sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

437. |1 (satu) lembar tindasan Formulir Multi Pembayaran Bank
Mandiri, tanggal 12 September 2019, Penyetor ABDUL RAHMAN
ATAN, Penerima Rekening KPK Perkara Bengkalis, Nomor
Rekening 8881 2018 0902 0013, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah);
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438. | 1 (satu) ordner yang berisi:
a. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Multi Structure (fotokopi);

=

1 (satu) bundel Akta Perubahan Pengurus dan Akta

Pemegang Saham Terakhir PT. Multi Structure (fotokopi);

c. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Multi Structure
Proyek Peningkatan Jalan Bukit Batu Siak Kecil (print warna);

d. 1 (satu) bundel Daftar Kuantitas dan Harga PT. Multi
Structure Proyek Peningkatan Jalan Bukit Batu Siak Kecil
(print warna);

e. 1 (satu) bundel Formulir Pra RK3K (Pra Rencana
Keselamatan dan Kesehatan Kontrak Kerja) PT. Multi
Structure (print warna);

f. 1 (satu) bundel Dokumen Analisa Teknis Satuan Pekerjaan
PT. Multi Structure (print warna);

g. 1 (satu) bundel Dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan
PT. Multi Structure (print warna);

h. 1 (satu) bundel Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan
PT. Multi Structure (print warna);

i. 1 (satu) bundel Dokumen Network Planning (NWP) PT. Multi
Structure (print warna);

j- 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Personel Inti dan Struktur
Organisasi Lapangan PT. Multi Structure (print warna);

k. 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi PT. Multi Structure
(print warna);

. 1 (satu) bundel Dokumen terkait evaluasi dokumen
Kualifikasi dan Pembuktian (print warna);

439. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta PT. Sentra Multi

Serasindo, Nomor 11, Notaris DRADJAT DARMADJI, S.H,

tanggal 1 Juli 2010;

440. |1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor: AHU-35723.AH.01.01. Tahun 2010 tentang Pengesahan

Badan Hukum Perseroan tanggal 16 Juli 2015;
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441. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sentra Multi Serasindo,
Nomor 651, Notaris EDY SUPARYONO, tanggal 7 Oktober 2015;

442. | Surat Kemenkumham Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Sentra Multi Serasindo Nomor:
AHU-AH.01.03-0970171 tanggal 7 Oktober 2015;

443. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. Kirim ke:
“Proyek Bukit Batu Siak Kecil — Desa Buruk Bakul RT 2 RW 1
Dekat Kantor Desa Buruk Bakul arah ke Sei Pakning”.
tanggal PO 12 November 2013, No. PO: SK 016, Total
Pesan Rp112.200.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
100/X1/13, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (25
rol x 4m x 150m), No. PO SK 016, dengan total
Rp112.200.000, tanggal PO 12 November 2013, tanggal
Invoice 15 November 2013;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor:
SMs/dO-100/X1/13, pembelian Geotekstil Woven SW 200 (25
roll x 4m x 150m) No. DO SK 016, tanggal order 12
November 2013, tanggal shipping 13 November 2013;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-
13.98725537, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
15000m2 @Rp6800, dengan Harga Jual / Penggantian Uang
Muka/Termin: Rp102.000.000,00, tanggal 16 November
2013;

e. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Sentra Multi Serasindo,
KCP Taman Semanan Indah, No. Rekening 5490316886,
Periode 30 November 2013 s/d 31 Desember 2013;
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444, |1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Naga
Nusantara, Pemasok: Irawan Santoso. Kirim ke: “Proyek
Bukit Batu Siak Kecil — Desa Buruk Bakul RT 2 RW 1 Dekat
Kantor Desa Buruk Bakul arah ke Sei. Pakning”. tanggal PO
12 November 2013, No. PO: SK 017, Total Pesan
Rp136.000.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 131120/KWT/XI/IR,
Sudah Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 25 roll @ 800
m2/roll Geotextile Woven 200gr/m2, Rp136.000.000,00
tanggal 19 November 2013;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepada
PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian Geotekstil Woven SW
200 (25 roll x 4m x 200m) 20.000 m2 Order No. SK 017, Date
of order 12 November 2013, Shipping Date 13 November
2013;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Naga
Nusantara, Pemasok: Irawan Santoso. Kirim ke: “Proyek
Bukit Batu Siak Kecil — Desa Buruk Bakul RT 2 RW 1 Dekat
Kantor Desa Buruk Bakul arah ke Sei. Pakning”. tanggal PO
12 November 2013, No. PO: SK 019, Total Pesan
Rp335.750.000,00;

e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 131121/KWT/XV/IR,
Sudah Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 84 roll @ 197,5
m2/roll Geogrid GG3030, Rp282.030.000,00 tanggal 19
November 2013;

f. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepada
PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian Geogrid GG3030 84
roll Order No. SK 019, Date of order 12 November 2013,
Shipping Date 13 November 2013;

g. 1 (satu) lembar Rekening Koran IRAWAN SUSANTO, Kec.
Gambir Kel. Cideng, No. Rekening 0846100169, Periode 15
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Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;
445. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Naga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. Kirim ke:
“Desa Buruk Bakul Kec Bukit Batu Kab Bengkalis - Riau”.
tanggal PO 28 Februari 2014, No. PO: SK 087, Total Pesan
Rp112.200.000,00;

b. (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
020/11l/14, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (25
rol x 4m x 150m), No. PO SK 087, dengan total
Rp112.200.000,00, tanggal PO 28 Februari 2014, tanggal
Invoice 1 Maret 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
Geotekstil Woven SW 200 (25 roll x 4m x 150m) No. DO SK
087, tanggal order 28 Februari, tanggal shipping 1 Maret
2014;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-
14.63918813, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
15000m2 @Rp6800, dengan Harga Jual / Penggantian Uang
Muka / Termin: Rp102.000.000,00, tanggal 1 Maret 2014;

e. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Sentra Multi Serasindo,
KCP Taman Semanan Indah, No. Rekening 5490316886,
Periode 31 Maret 2014 s/d 30 April 2014;

446. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Naga
Nusantara, Pemasok: Irawan Santoso. Kirim ke: “Desa Buruk
Bakul Kec Bukit Batu Kab Bengkalis - Riau”. tanggal PO 28
Februari 2014, No. PO: SK 086, Total Pesan
Rp139.125.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 14001/KWT/III/IR,
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Sudah Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 25 roll @ 800
m2/roll  Geotextile Woven 200gr/m2, Rp139.125.000,00
tanggal 04 Maret 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepada
PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian Geotekstil Woven SW
200 (25 roll x 4m x 200m) Order No: SK 086 tanggal shipping
1 Maret 2014;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepada
PT. Arta Niaga Nusantara, DO Number: 140228/DO
Pembelian Benang Jahit tanggal shipping 28 Feb 2014;

e. 1 (satu) lembar Rekening Koran IRAWAN SUSANTO, Kec.
Gambir Kel. Cideng, No. Rekening 0846100169, Periode 15
Maret 2014 s/d 15 April 2014;

447. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Naga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 5 Maret 2014 2014, No. PO: SK 098, Total Pesan
Rp112.200.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
033/IV/14, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (25
rol x 4m x 150m), No. PO SK 098, dengan total
Rp112.200.000, tanggal PO 5 Maret 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor:
SMs/dO-030/1V/14, pembelian Geotekstil Woven SW 200 (25
roll x 4m x 150m) tanggal shipping 12 April 2014;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-
14.63918826, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
15000m2 @Rp6800, dengan Harga Jual / Penggantian Uang
Muka / Termin: Rp102.000.000,00, tanggal 11 April 2014;

e. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Sentra Multi Serasindo,
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KCP Taman Semanan Indah, No. Rekening 5490316886,
Periode 30 April 2014 s/d 31 Mei 2014;

448. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Naga
Nusantara, Pemasok: Irawan Santoso, Kirim ke: “Pelabuhan
Bojonegara Kampung Lumalang Serang-Banten”. tanggal PO
5 Maret 2014, No. PO: SK 097, Total Pesan
Rp148.500.000,00;

b. 1 (satu) fotokopi kuitansi nomor 14003/KWT/IV/IR, Sudah
Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 25 roll @ 800 m2/roll
Geotextile Woven 200 gr/m2, Rp148.500.000,00 tanggal 14
April 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepada
PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian Geotekstil Woven SW
200 (25 roll x 4m x 200m) No. DO SK 097, tanggal Order 5
Maret 2014, tanggal shipping 12 April 2014;

449, | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 16 Mei 2014, No. PO: SK 195, Total Pesan
Rp112.200.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
045/V/14, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (25 roll
X 4m x 150m), No. PO SK 195, dengan total
Rp112.200.000,00, tanggal PO 16 Mei 2014, tanggal Invoice
20 Mei 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor:
SMs/d0O-042/V/14, pembelian Geotekstil Woven SW 200 (25
roll x 4m x 150m) No. DO SK 195, tanggal Order 16 Mei
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2014, tanggal shipping 20 Mei 2014;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-
14.68818974, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
15000m2 @Rp6800, dengan Harga Jual / Penggantian Uang
Muka / Termin: Rp102.000.000,00, tanggal 20 Mei 2014;

e. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Sentra Multi Serasindo,
KCP Taman Semanan Indah, No. Rekening 5490316886,
Periode 30 Juni 2014 s/d 31 Juli 2014;

450. | 1 (satu) bundel fotokopi Invoice yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 28 Juni 2014, No. PO: SK 284, Total Pesan
Rp369.325.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
053/VIl/14, untuk pembelian Geogrid GG 3030 (101 roll x
3.95 m x 50m), No. PO SK 284, dengan total Rp373.018.250,
tanggal PO 28 Juni 2014, tanggal Invoice 1 Juli 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
BIAXIAL Geogrid GG 3030 tanggal order 28 Juni 2014,
tanggal shipping 28 Juni 2014;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-
14.666818988, Nama Barang: Geogrid 3030, tanggal 1 Juli
2014;

e. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Sentra Multi Serasindo,
No. Rekening 5490316886, Periode 31 Juli 2014 s/d 31
Agustus 2014;

451. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Naga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. Tgl PO 24
Juli 2014, No. PO: SK 327, Total Pesan Rp179.520.000,00;
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b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
065/VIIl/14, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (40
rol x 4m x 150m), No. PO SK 327, dengan total
Rp179.520.000, tanggal PO 24 Juli 2014, tanggal Invoice 5
Agustus 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
Geotekstil Woven SW 200 (40 roll x 4m x 150m) No. DO SK
327, tanggal PO 24 Juli 2014, tanggal shipping 5 Agustus
2014;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-
14.68818994, Nama Barang: Geotextile Woven 200 gr,
24000m2 @Rp6800, dengan Harga Jual / Penggantian Uang
Muka / Termin: Rp163.200.000,00, tanggal 5 Agustus 2014;

e. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Sentra Multi Serasindo,
KCP Taman Semanan Indah, No. Rekening 5490316886,
Periode 31 Agustus 2014 s/d 30 September 2014;

452. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 12 Maret 2015, No. PO: SK 871, Total Pesan
Rp179.520.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
029/111/15, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (40
rol x 4 m x 150 m) , No. PO SK 871, dengan total
Rp179.520.000,00, tanggal PO 12 Maret 2015, tanggal
Invoice 13 Maret 2015;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
Geotekstil Woven SW 200 No. DO SK 871, tanggal order 12

Halaman 72 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, tanggal shipping 14 Maret 2015;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.001-
15.54528893, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
24.000m2 @Rp6900, dengan Harga Jual / Penggantian
Uang Muka / Termin: Rp163.200.000,00, tanggal 13 Maret
2015;

e. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 19 Maret 2015, No. PO: SK 887, Total Pesan
Rp179.520.000,00;

f. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
030/11I/15, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (40
rol x 4 m x 150 m) , No. PO SK 887, dengan total
Rp179.520.000,00, tanggal PO 19 Maret 2015, tanggal
Invoice 19 Maret 2015;

g. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
Geotekstil Woven SW 200 No. DO SK 887, tanggal order 19
Maret 2015, tanggal shipping 19 Maret 2015;

h. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-
15.54528894, Nama Barang: Geotekstii Woven 200 gr,
24.000m2 @Rp6.800,00, dengan Harga Jual / Penggantian
Uang Muka / Termin: Rp163.200.000, tanggal 19 Maret 2015;

i. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran PT. Sentra Multi
Serasindo, No. Rekening 5490316886, Periode 31 Maret
2015 s/d 30 April 2015;

453. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 8 Aprii 2015, No. PO: SK 961, Total Pesan
Rp179.520.000,00;

Halaman 73 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
039/1V/15, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (40
rol x 4 m x 150 m) , No. PO SK 961, dengan total
Rp179.520.000,00, tanggal PO 6 April 2015, tanggal Invoice
6 April 2015;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
Geotekstil Woven SW 200 No. DO SK 961;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-
15.54528902, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
24.000m2 @Rp6800, dengan Harga Jual / Penggantian
Uang Muka / Termin: Rp163.200.000, 6 April 2015;

e. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 9 Aprii 2015, No. PO: SK 977, Total Pesan
Rp179.520.000;

f. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
041/IV/15, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (40
rol x 4 m x 150 m) , No. PO SK 977, dengan total
Rp179.520.000, tanggal PO 9 April 2015, tanggal Invoice 9
April 2015;

g. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
Geotekstil SW 200 No. DO SK 977, tanggal order 9 April
2015, tanggal shipping 9 April 2015;

h. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-
15.54528806, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
24.000m2 @Rp6900, dengan Harga Jual / Penggantian
Uang Muka / Termin: Rp163.200.000, tanggal 9 April 2015;

i. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
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Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 11 Mei 2015, No. PO: SK 1089, Total Pesan
Rp179.520.000;

j- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
060/V/15, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (40 roll
x 4 m x 150 m) , No. PO SK 1089, dengan total
Rp179.520.000, tanggal PO 12 Mei 2015, tanggal Invoice 12
Mei 2015;

k. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
Geotekstil Woven SW 200, tanggal order 12 Mei 2015,
tanggal shipping 12 Mei 2015;

. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-
16.95899108, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
24.000m2 @Rp6800, dengan Harga Jual / Penggantian
Uang Muka / Termin: Rp163.200.000, tanggal 12 Mei 2015;

m. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Sentra Multi Serasindo,
No. Rekening 5490316886, Periode 30 Juni 2015 s/d 31 Juli
2015;

454. |1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Irawan Santoso, PT. tanggal PO 11
Mei 2015, No. PO: SK 1092, Total Pesan Rp220.100.000,00;

b. 1 (satu) fotokopi kuitansi nomor 15011/KWT/V/IR, Sudah
Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 40 roll @ 800 m2/roll
Geotextile Woven 200 gr/m2, Rp220.100.000,00 tanggal 25
Mei 2015;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepada
PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian Geotekstil Woven SW
200 (40 roll x 4m x 200m) No. DO SK 1092, tanggal Order 25
Mei 2015, tanggal shipping 22 Mei 2015;
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455. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Sentra Multi Serasindo, PT. tanggal
PO 5 Agustus 2015, No. PO: SK 1233, Total Pesan
Rp224.400.000,00;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Sentra Multi Serasindo
kepada PT. Arta Niaga Nusantara, Nomor: SMS/Inv-
093/VII/15, untuk pembelian Geotekstil Woven SW 200 (50
rol x 4 m x 150 m) , No. PO SK 1233, dengan total
Rp224.400.000, tanggal PO 5 Agustus 2015, tanggal Invoice
5 Agustus 2015;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order PT. Sentra Multi
Serasindo kepada PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian
Geotekstil Woven SW 200, No DO SK 1233, tanggal order 5
Agustus 2015, tanggal shipping 4 Agustus 2015;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-
15.95899191, Nama Barang: Geotekstil Woven SW 200 gr,
dengan Harga Jual / Penggantian Uang Muka / Termin:
Rp204.000.000,00;

e. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Sentra Multi Serasindo,
No. Rekening 5490316886, Periode 31 Agustus 2015 s/d 30
September 2015;

456. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Irawan Santoso, PT. tanggal PO 28
Agustus 2015, No. PO: SK 1299, Total Pesan
Rp497.100.000,00;

b. 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nomor 15013/KWT/VIII/IR,
Sudah Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 40 roll @ 800
m2/roll Geotextile Woven 200 gr/m2, Rp225.100.000,00
tanggal 31 Agustus 2015;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order Irawan S kepada PT.
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Arta Niaga Nusantara, pembelian 40 roll Geotextile Woven
SW 200 (40 rollx4mx200m), No DO SK 1299, tanggal order
28 Agustus 2015, tanggal shipping 28 Agustus 2015;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order Irawan S kepada PT.
Arta Niaga Nusantara, pembelian 1 Coli Benang Jahit, No
DO SK 1299, tanggal order 28 Agustus 2015, tanggal
shipping 21 Mei 2015;

e. 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nomor 15014/KWT/VIII/IR,
Sudah Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 50 roll @ 800
m2/roll Geotextile Woven 200 gr /m2, Rp272.000.000,00
tanggal 31 Agustus 2015;

f. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order Irawan S kepada PT.
Arta Niaga Nusantara, pembelian 50 roll Geotextile Woven
SW 200 (50 rolix4mx200m), No DO SK 1299, tanggal order
28 Agustus 2015, tanggal shipping 29 Agustus 2015;

g. 1 (satu) lembar Rekening Koran IRAWAN SUSANTO, Kec.
Gambir Kel. Cideng, No. Rekening 0846100169, Periode 15
September 2015 s/d 15 Oktober 2015;

457. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Irawan Santoso, PT. tanggal PO 18
September 2015, No. PO: SK 1407, Total Pesan
Rp275.500.000,00;

b. 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nomor 15015/KWT/IX/IR,
Sudah Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 50 roll @ 800
m2/roll Geotextile Woven 200 gr/m2, Rp275.500.000,00
tanggal 19 September 2015;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepada
PT. Arta Niaga Nusantara, pembelian Geotextile Woven SW
200, DO Number 150916/DO Date 16 Sep 2015.

d. 1 (satu) lembar Rekening Koran IRAWAN SUSANTO, Kec.
Gambir Kel. Cideng, No. Rekening 0846100169, Periode 15
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Oktober 2015 s/d 15 November 2015;

458. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok: Irawan Santoso, PT. tanggal PO 16
Oktober 2015, No. PO: SK 1536, Total Pesan
Rp217.600.000,00;

b. 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nomor 15018/KWT/IX/IR,
Sudah Terima dari PT. Arta Niaga Nusantara, 40 roll @ 800
m2/roll Geotextile Woven 200 gr/m2, Rp221.350.000,00
tanggal 19 Oktober 2015;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepada
PT. Arta Niaga Nusantara DO Number: 151016/DO,
pembelian 40 roll Geotextile Woven SW 200 tanggal order 16
Oktober 2015, tanggal shipping 16 Oktober 2015;

d. 1 (satu) lembar Rekening Koran IRAWAN SUSANTO, Kec.
Gambir Kel. Cideng, No. Rekening 0846100169, Periode 15
Desember 2015 s/d 15 Januari 2016;

459. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akte PT. Tetrasa Geosinindo,

Nomor 46, tanggal 11 Mei 1992;

460. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara PT. Tetrasa

Geosinindo, Nomor 7, Notaris MARIA REGINA TJENDRA SALIM,

S.H, tanggal 11 Mei 2015;

461. |1 (satu) lembar print out warna Surat Perihal Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tetrasa
Geosinindo, Nomor AHU-AH.01.03-0936000 tanggal 29 Mei
2015;

462. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Tetrasa Geosinindo, Nomor 3, Notaris MARIA REGINA
TJENDRA SALIM, S.H, tanggal 3 Agustus 2017;

463. |1 (satu) lembar print out Surat Perihal Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tetrasa
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Geosinindo, Nomor AHU-AH.01.01-0158866 tanggal 3 Agustus
2017,

464. | 2 (dua) lembar print asli Rekening Koran Panin Bank, PT. Tetrasa
Geosinindo, nomor rekening 0526000883, bulan Oktober 2014;
465. | 2 (dua) lembar print asli Rekening Koran Panin Bank, PT. Tetrasa

Geosinindo, nomor rekening 0526000883, bulan September
2014;

466. | 2 (dua) lembar Laporan Rekening melalui Fax Bank BCA, PT.
Tetrasa Geosinindo, nomor rekening 270-338-092-1 tanggal 9
Oktober dan 25 September 2014;

467. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar karbon Kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo
nomor 14523/IX/LN/14.283 terima dari PT. Arta Niaga
Nusantara, untuk Pembayaran Road Bengkalis Riau, Down
Payment 20% sejumlah 11.119,68 USD, Nomor Reff.: SK
422, ditandatangani oleh LENAWATI, tanggal 15 September
2014;

b. 1 (satu) lembar karbon Faktur Pajak Nomor 010.002-
14.71497868, Down Payment 20%, tanggal 15 September
2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok Tetrasa Geosinindo, Geogrid 46.400
m3, jumlah 55.598. USD;

468. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar karbon Kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo
nomor 14524/1X/LN/14.283 terima dari PT. Arta Niaga
Nusantara, untuk Pembayaran Road Bengkalis Riau, Down
Payment Biaya Pengiriman 20%, Nomor Reff.: SK 421,
ditandatangani oleh LENAWATI, tanggal 15 September 2014;

b. 1 (satu) lembar karbon Faktur Pajak Nomor 010.002-
14.71497869, Down Payment Biaya Pengiriman 20%,
tanggal 15 September 2014;
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c. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok Tetrasa Geosinindo,Ongkos Kirim
Rp16.500.000,00 tanggal PO 12 September 2014;

469. | 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar karbon Kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo
nomor 14525/IX/LN/14.283 terima dari PT. Arta Niaga
Nusantara, untuk Pembayaran Road Bengkalis Riau,
Pelunasan Migragrid GX 40/40 sejumlah 44.478,72 USD,
Nomor Reff.. SK 422, ditandatangani oleh LENAWATI,
tanggal 15 September 2014;

b. 1 (satu) lembar karbon Faktur Pajak Nomor 010.002-
14.71497870, Pelunasan Migragrid GX 40/40, tanggal 15
September 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, Pemasok Tetrasa Geosinindo, Geogrid 46.400
m3, jumlah 55.598.4 USD;

d. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo,
Nomor: 14605/X/RR/JJ/14.283, Miragrid GX 40/40 sebanyak
23.400 m2, nomor mobil BK 8668 TB, tanggal 8 Oktober
2014 (tangal terima barang 17 Oktober 2014);

e. 1 (satu) lembar asli Laporan Penerimaan Barang PT. Arta
Niaga Nusantara, via BK 8668 TB, No. LPB: 168954, tanggal
17 Oktober 2014;

f. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo,
Nomor: 14606/X/RR/JJ/14.283, Miragrid GX 40/40 sebanyak
23.400 m2, BK 8219 RA, tanggal 8 Oktober 2014 (tangal
terima barang 17 Oktober 2014);

g. 1 (satu) lembar asli Laporan Penerimaan Barang PT. Arta
Niaga Nusantara, via BK 8219 RA, No. LPB: 168955, tanggal
17 Oktober 2014;

470. |1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar karbon Kuitansi PT. Tetrasa Geosinindo
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nomor 14526/IX/LN/14.283 terima dari PT. Arta Niaga
Nusantara, untuk Pembayaran Road Bengkalis Riau,
Pelunasan Migragrid GX 40/40 sejumlah Rp13.200.000,
Nomor Reff.. SK 422, ditandatangani oleh LENAWATI,
tanggal 15 September 2014;

b. 1 (satu) lembar karbon Faktur Pajak Nomor 010.002-
14.71497871, Pelunasan Biaya Pengiriman, tanggal 15
September 2014;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Arta Niaga
Nusantara, No. PO SK 421, Pemasok Tetrasa Geosinindo,
Ongkos Kirim, jumlah Rp16.500.000,00;

d. 1 (satu) lembar karbon Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo,
nomor mobil BK 8219 RA Miragrid GX 40/40 sebanyak
23.400 m2, tanggal 8 Oktober 2014 (tangal terima barang 17
Oktober 2014);

e. 1 (satu) lembar karbon Surat Jalan PT. Tetrasa Geosinindo,
nomor mobil BK 8668 TB, Miragrid GX 40/40 sebanyak
23.400 m2, tanggal 8 Oktober 2014 (tangal terima barang 17
Oktober 2014);

471. |1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Nindya Karya

(Persero) Nomor: 170/DIRUT/KPTS/GMSS/03/2013 tanggal 6

Maret 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-

pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi DI Lingkungan PT.
Nindya Karya (Persero);

472. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Divisi | tanggal 18 Agustus 2014
atas nama HERRY SUXMANTOJO dari Notaris & Pejabat
Pembuat Akta Tanah di Jakarta KHAIRINA, S.H.;

473. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 005/NKDIV-I/T.MAS/
01/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal ljin Joint Operation yang
ditanda tangani oleh Ir. DHARMA ARIFIADI selaku General
Manager Divisi [;

474. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 003/ TEKMAS/ 01/2013

Halaman 81 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2013 tentang ljin Joint Operation yag ditanda
tangani oleh Ir. HAEDAR A KARIM;

475. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 0017/DIRUT/SEKPER/
01/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Permohonan

Persetujuan Joint Operation yang ditanda tangani oleh | GUSTI
NGURAH PUTRA,;

476. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 4/Kom/01/2013 tanggal 10
Januari 2013 tentang Join Operation Pembangunan Jalan Lingkar
Bukit Batu Siak Kecil (Multi Years);

477. |1 (satu) lembar fotokopi Memo Dinas No: 130/NKDIV.I/T.MAS/
04/2013 dari General Manager tanggal 04 April 2013 perihal Tim
Tender yang ditandatangani oleh General Manager Divisi | Ir.
HERRY SUXMANTOJO;

478. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 07/NK-RIMBO/TEK/04/
2013 tanggal 06 Mei 2013 tentang Penawaran Harga Untuk

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil
(Multi Years);

479. |1 (satu) bundel fotokopi Daftar Rencana Anggaran Biaya
NINDYA-RIMBO JO Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit
Batu-Siak Kecil (Multi Years);

480. |1 (satu) bundel fotokopi Rincian Harga Penawaran (Daftar
Kuantitas dan Harga) NINDYA - RIMBO JO Kegiatan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years);

481. |1 (satu) bundel print out berwarna Formulir Isian Kualifikasi
Pembangunan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years)
Pokja 1 ULP Kabupaten bengkalis Tahun Anggaran 2013, 2014,
2015 (Tahun Jamak);

482. |1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakualiikasi Metode Satu

Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak
Harga Satuan. Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu -
Siak Kecil (Multi Years). Kode Paket 05/NK. MY/BMP/2012.
Bidang Sipil (22001,22205) Greed 7. HPS:
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Rp378.431.090.000,00;

483. | 1 (satu) bundel fotokopi buku kumpulan laporan Laboratorium

Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau yang terdiri

dari:

a. Laporan Pengujian Timbunan Pilihan (70% tanah + 15%
screening + 15% abu batu), Juli 2014 dibuat oleh
Laboratorium Mekanika Tanah Tekni Sipil, UIR;

b. Laporan Pengujian Timbunan Pilihan (70% tanah Pelintung +
30% (split Uk. 2-3 dan 3-5)), Juli 2014 dibuat oleh
Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil, UIR;

c. Laporan Pengujian Timbunan Pilihan (80% sirtu Bangkinang
+ 20% Dayun), Juli 2014 dibuat oleh Laboratorium Mekanika
Tanah Teknik Sipil, UIR;

d. Laporan Pengujian Timbunan Pilihan (80% tanah Pelintung +
20% Abu Batu), Juli 2014 dibuat oleh Laboratorium Mekanika
Tanah Teknik Sipil, UIR;

e. Laporan Pengujian Timbunan Pilihan (70% tanah Pelintung +
30% (Abu Batu + Screening), Juli 2014 dibuat oleh
Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil, UIR;

f. Laporan Pengujian Agregat Kelas B, Juli 2014 dibuat oleh
Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil, UIR;

484. | 1 (satu) bundel fotokopi buku kumpulan laporan Laboratorium

Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau yang terdiri

dari:

a. Laporan Pengujian Timbunan Bouksit Tanjung Balai
Karimun, Oktober 2014 dibuat oleh Laboratorium Mekanika
Tanah Teknik Sipil, UIR;

b. Laporan Pengujian Agregat Kelas B, Oktober 2014 dibuat
oleh Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil, UIR;

c. Laporan Pengujian Timbunan Pilihan (65% tanah Pelintung +
35% Base (Abu Batu + Screening), Oktober 2014 dibuat oleh
Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil, UIR;
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485. |1 (satu) bundel fotokopi buku kumpulan laporan Laboratorium

Mekanika Tanah Teknik Sipil Universitas Islam Riau yang terdiri

dari:

a. Laporan Pengujian Mix Design K-125, Juni 2015 dibuat oleh
Laboratorium Teknologi Bahan Beton Teknik Sipil, UIR;

b. Laporan Pengujian Mix Design K-300, Juni 2015 dibuat oleh
Laboratorium Teknologi Bahan Beton Teknik Sipil, UIR;

c. Laporan Pengujian Mix Design K-250, Juni 2015 dibuat oleh
Laboratorium Teknologi Bahan Beton Teknik Sipil, UIR;

d. Laporan Pengujian Mix Design K-175, Juni 2015 dibuat oleh
Laboratorium Teknologi Bahan Beton Teknik Sipil, UIR;

486. | 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Audit Teknis Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Tahun
Anggaran 2013 s/d 2015 oleh Tim Audit Teknis Universitas Islam

Riau;

487. |1 (satu) eksemplar fotokopi Back Up Quantity Audit Teknis
Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —Siak Kecil
Lokasi Bengkalis Tahun Anggaran 2014 oleh Auditor LAPI — FT
UIR;

488. |1 (satu) eksemplar fotokopi Back Up Quantity Audit Teknis
Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —Siak Kecil
Lokasi Bengkalis Tahun Anggaran 2015 oleh Auditor LAPI — FT
UIR;

489. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Perihal Penyampaian Laporan

Saran/Pendapat tentang Permohonan Addendum Kontrak | Surat
Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak
Kecil (Multi Years) kepada Pengguna Anggaran Selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Pekerjaan, Nomor: 600/MY-006/P3K/003
tanggal 5 Mei 2014;

490. |5 (lima) lembar fotokopi Laporan Saran/Pendapat tentang

Permohonan Addendum Kontrak | Surat Perjanjian Pekerjaan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil (Multi Years) 1
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Unit, tanggal 5 Mei 2014;

491. | 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat, membahas Adendum
Surat Perjanjian dalam Rangka Pekerjaan Tambah Kurang
terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak
Kecil (Multi Years), Nomor: 600/MY-006/P3K/002 tanggal 23 April
2014;

492. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Perihal Penyampaian Laporan
Saran / Pendapat tentang Permohonan Addendum Kontrak |l
Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-
Siak Kecil (Multi Years) kepada Pengguna Anggaran Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan, Nomor: 600/MY-
006/P3K/006 tanggal 4 Mei 2015;

493. |5 (lima) lembar fotokopi Laporan Saran/Pendapat tentang

Permohonan Addendum Kontrak Il Surat Perjanjian Pekerjaan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil (Multi Years) 1
Unit, tanggal 4 Mei 2015;

494, |2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Addendum Il Surat
Perjanjian dalam Rangka Pekerjaan Tambah Kurang terhadap

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil
(Multi Years), Nomor: 600/MY-006/P3K/004 tanggal 24 April
2015;

495. | 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Tahun
Jamak (Multi Years) Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/
PU/2014/152 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2014, ditandatangani pada tanggal 14 April 2014 oleh Ir. H. M.
NASIR, MP., MH., MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Bengkalis;
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496. |4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kabupaten
Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/208 tentang Penunjukan/
Pengangkatan Tim Peneliti Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi
Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015, ditandatangani pada tanggal 21 April 2015 oleh
Ir. H. M. NASIR, MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis;

497. | 3 (tiga) lembar fotokopi Kronologis Kegiatan Tahun Jamak

Peningkatan Jalan Kabupaten Bengkalis;

498. |1 (satu) bundel fotokopi dengan judul Enginer's Estimate (EE)
Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa

Kecamatan Siak Kecil Tahun Anggaran 2011;

499. |1 (satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan
Peningkatan Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil
Tahun Anggaran 2011;

500. |1 (satu) bundel GAMBAR RENCANA Perencanaan Peningkatan
Jalan Lingkar Desa-Desa Kecamatan Siak Kecil; Ruas I. Sta
0+000 s/d 39+400 dan Ruas Il. Sta 0+000 s/d 0+771;

501. | 1 (satu) lembar Surat B-4228/LKPP/D-IV.1.1/08/2013, tanggal 02
Agustus 2013 perihal Konsultasi Dokumen Pemilihan Paket Multi

Years Kabupaten Bengkalis;

502. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor
87/KPTS/I1/2013 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Bengkalis

tanggal 25 Februari 2013, beserta lampirannya;

503. | 4 (empat) lembar fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten Bengkalis tentang Penganggaran Kegiatan Tahun
Jamak Tahun Anggaran 2012-2015 Nomor: 09/MoU-HK/X/2012
dan Nomor: 06/DPRD/PD/2012 tanggal 18 Oktober 2012,
ditandatangi oleh H. HERLIAN SALEH selaku Pihak Pertama
serta JAMAL ABDILLAH dan HIDAYAT TAGOR NASUTION

selaku Pihak Kedua beserta lampirannya;
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504. |1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor: 468/KPTS/XI/2012 tentang Penunjukan Anggota Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2012, ditandatangani pada tanggal 22
November 2012 oleh H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati
Bengkalis beserta lampirannya;

505. |1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas kepada Ketua Kelompok
Kerja (POKJA 1) Unit Layanan Pengadaan Kapubaten Bengkalis,
dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis,
Nomor 325/ULP/BKS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012,
perihal Proses Pelelangan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi
Tahun Jamak, ditandatangani oleh AULIA Spi, MT selaku Kepala

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis;

506. |4 (empat) lembar fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor:
S.390/Menhut-VI11/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Persetujuan
prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan
seluas 676 ha a.n. Bupati Bengkalis di Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau, ditandatangani oleh ZULKIFLI HASAN, S. E., M.M.

selaku Menteri Kehutanan;

507. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bengkalis Nomor:
640/PROG/02/2012 tanggal 10 Januari 2012, perihal: Permintaan
Rekapitulasi Data Perusahaan yang dikenakan Sanksi Black List
Tahun 2011, ditandatangani oleh H. HERLIYAN SALEH selaku
Bupati Bengkalis;

508. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekap: Daftar Nama-Nama Perusahaan
Dikenakan Sanksi Black List Berdasarkan Laporan dari Saruan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun
2012, ditandatangani oleh Drs. H. ASMARAN HASAN selaku

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;

509. |1 (satu) bundel fotokopi Kronologis Proses Pelelangan Paket
Multi Years Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, 2013, 2014, 2015;
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510. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kab. Bengkalis No: 620/KPTS/PU/PA-MY/I/2014/14
tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pengawas Lapangan,
Pejabat Pelaksana Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)
PNS dan PPAKK Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Kegiatan
Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu di Linkungan
Dinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 02 Januari 2014;

511. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 620/KPTS/
PU/PA-MY/I/2015/Penunjukkan/Pengangkatan Pengawas
Lapangan, Pejabat Pelaksana Administrasi Keuangan Kegiatan
(PPAKK) PNS dan PPAKK Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada
Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu di
Linkungan Dinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 02 Januari
2015;

512. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Bengkalis Perihal: Tindak Lanjut Hasil Audit
Tujuan Tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau kepada Direktur
PT. Arta Niaga Nusantara (MELIA BOENTARAN) Nomor
790/PUTR/2017/89 tanggal 26 Januari 2017;

513. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Bengkalis Perihal: Tindak Lanjut Ke-2 Hasil
Audit Tujuan Tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor
790/PUTR/2017/138 tanggal 20 Februari 2017;

514. | 1 (satu) lembar fotokopi tanda bukti Surat Kilat Khusus dari Dinas
PU Kab. Bengkalis, kepada BPKP Perwakilan Prop Riau, tanggal
kirim 24 Februari 2017;

515. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Bengkalis Perihal: Tindak Lanjut Ke-3 Hasil
Audit Tujuan Tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor
790/PUTR/2017/500.4 tanggal 31 Juli 2017;
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516. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Bengkalis Perihal: Tindak Lanjut Ke-4 Hasil
Audit Tujuan Tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor
790/PUTR/2017/830 tanggal 27 Nopember 2017;

517. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Bengkalis Perihal: Tindak Lanjut Ke-5 Hasil
Audit Tujuan Tertentu BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor
790/PUTR/2018/86 tanggal 19 Februari 2018;

518. | 2 (dua) bundel fotokopi dokumen As Built Drawing Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Tahun
Anggaran 2013 — 2015, Plan and Long Section Ruas 1 dan Ruas

2, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis,
Konsultan Pengawas: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan dan

Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara;

519. | 2 (dua) bundel fotokopi dokumen As Built Drawing Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Tahun
Anggaran 2013 — 2015, Gorong — gorong Beton Bertulang dan
Box Culvert Beton, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah
Kabupaten Bengkalis, Konsultan Pengawas: PT. Wesitan
Konsultasi Pembangunan dan Kontraktor Pelaksana: PT. Arta

Niaga Nusantara;

520. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Gambar Rencana Pekerjaan
Perencanaan Peningkatan Jalan Desa-desa Kecamatan Siak
Kecil Ruas | Sta 0+000 s/d 39+400 dan Ruas Il Sta. 0+00 s/d
0+771 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak
Kecil (Multi Years);

521. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen As Built Drawing Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Tahun
Anggaran 2013 — 2015, Cross Section Ruas 1, Dinas Pekerjaan

Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Konsultan Pengawas:
PT. WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNA dan Kontraktor
Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara;
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522. | 1 (satu) bundel Dokumen Shop Drawing Pekerjaan Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multiyears) yang
ditandatangani oleh Konsultan Pengawas PT. Wesitan Konsultasi
Pembangunan Mujiman ST (Supervision Enginer); Kontraktor
Pelaksana PT. Arta Niaga Nusantarar Prihantono, ST (General
Superintendent); Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) IR. H.M. Nasir. MP., MH., MT; dan Pejabat
Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Islam Iskandar, SST;

523. | 1 (satu) bundel Dokumen Shop Drawing Box Culvert & Tembok

Penahan Tanah Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-

Siak Kecil (Multiyears) yang ditandatangani oleh Kontraktor
Pelaksana PT. Arta Niaga Nusantarar Huddin S. Siregar, Msc
(Site Manager); Konsultan Pengawas PT. Wesitan Konsultasi
Pembangunan Ir. Ridwan Chaniago (Supervision Enginer);
Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
IR. H.M. Nasir. MP., MH., MT; dan Pejabat Pelaksanaan Teknis
Kegiatan (PPTK) Islam Iskandar, SST;

524. | 1 (satu) bundel print out table dengan judul “Perubahan Kontrak,

Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil
(Multi Years), Pelaksana PT. Arta Niaga Nusantara;

525. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau tentang
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil a.n H. HERI INDRA PUTRA
SE. ME, dari Pegawai Pemerintah Provinsi Riau Menjadi Pegawai
Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor:
SK.824.4/1X/2012/356, tanggal 4 September 2012;

526. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkalis

tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kab Bengkalis Nomor: KPTS.824.4/BKD/2012/74,
memutuskan tempat tugas baru di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkalis, tanggal 2 Oktober 2012;

527. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Nomor: 823.4/ORG/2012/28,
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tanggal 16 Oktober 2012;

528. |3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Petikan Keputusan Bupati
Bengkalis Nomor Kpts.821.22/BKD/02/2013 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Eselon Il di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal
26 Februari 2013;

529. |4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Petikan Keputusan Bupati
Bengkalis Nomor Kpts.821.22/BKD/12/2014 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Eselon Il di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal
4 Agustus 2014;

530. |4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Petikan Keputusan Bupati
Bengkalis Nomor Kpts.821.22/BKD/01/2015 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

Eselon Il di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal
26 Januari 2015;

531. |1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Data Kegiatan Multi Years

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Nama
Kegiatan pada Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil
(MY) yang berisi Rekapitulasi Pembayaran Kontrak untuk
penyedia Jasa Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak
Kecil (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013
s.d. Tahun Anggaran 2015;

532. |2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Rekapitulasi Pembayaran
Kontrak untuk PT. Arta Niaga Nusantara dan PT. Wesitan
Konsultasi Pembangunan Pada Proyek Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) di Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2013 s.d. Tahun Anggaran 2015;

533. | 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPA-SKPD 1.03
1.03.01 15 074 5 2 Tahun Anggaran 2013;

534. | 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
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Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPA-SKPD 1.03
1.03.01 15 034 5 2 Tahun Anggaran 2014;

535. |4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA-SKPD
1.03 1.03.01 15 034 5 2 Tahun Anggaran 2015;

536. | 1 (satu) buah Map berwarna hijau muda dengan tulisan tangan

“Pengawasan JI. Lingkar Bukit Batu Siak Kecil, Invoice 01 s/d 08”

berisi:

a. 10 (sepuluh) lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima
Laporan bulan ke-1 s/d bulan ke-7 beserta lampirannya;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Wesitan Konsultasi
Pembangunan, nomor 14.43/WKP/SRT-PPI/VII/2014,
Perihal: Permohonan Pembayaran Invoice 1 s/d Invoice 8,
Atas Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar
Bukit Batu — Siak Kecil, Juli 2014;

c. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Pekerjaan
Invoice 1 s/d 8 (Pertama) Pekerjaan Pengawasan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (MY)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Nomor
600/PA/DPU/VI1I/2014/18, tanggal 21 Juli tahun 2014;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan
Penelitian Pekerjaan Invoice 1 s/d 8 Pekerjaan Pengawasan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (MY)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Nomor
600/PA/DPU/VII/2014/19, tanggal 17 Juli 2014;

e. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Laporan /
Dokumen Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar
Bukit Batu — Siak Kecil (MY) Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis, Nomor 600/PA/DPU/VII/2014/20,
tanggal 18 Juli 2014;

f. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan

Pembayaran Pekerjaan Invoice 1 s/d 8 (Pertama) Pekerjaan
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Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak
Kecil (MY) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis,
Nomor 600/PA/DPU/VII/2014/21 , tanggal 21 Juli 2014;

g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Nomor: /PPTK/DPU/
APBD/2014, perihal: Permohonan Pembayaran Invoice 1 dan
8 (Pertama), tanggal 17 Juli 2014;

h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah  Kabupaten Bengkalis, Nomor: 600/PA/D
PU/APBD/2014/17, perihal:  Persetujuan  Pembayaran
Pekerjaan Invoice 1 s/d 8 (Pertama), tanggal 21 Juli 2014;

i. 11 (sebelas) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) No: SP2D-BJ/2014/1.03.01/28 tanggal 24 Juli 2014
Kepada PT. Wesitan Kolsultasi Pembangunan (MUHAMMAD
ALI, ST) untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan Untuk Pembayaran Invoice 1 s/d Invoice 8,
Atas Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar
Bukit Batu — Siak Kecil beserta lampirannya;

j- 3 (tiga) lembar fotokopi Faktur pajak atas nama PT. Wesitan
Kolsultasi Pembangunan bulan Juli 2014;

k. 8 (delapan) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2014 No: 1.03-1.03.01-15-034-5-2
tertanggal 3 April 2014 beserta lampirannya;

537. | 1 (satu) buah map berwarna hijau muda dengan tulisan tangan
“Pengawasan JI. Lingkar Bukit Batu Siak Kecil, Invoice 09 s/d 14
tahun 2014” yang berisi: 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) No: SP2D-BJ/2014/1.03.01/468 tanggal
31 Desember 2014 Kepada PT. Wesitan Kolsultasi
Pembangunan (MUHAMMAD ALI, ST) untuk Keperluan Belanja
Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Untuk Pembayaran Invoice
09 s/d Invoice 14, Atas Pekerjaan Pengawasan Peningkatan
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Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil;

538. | 1 (satu) buah map berwarna hijau muda dengan tulisan tangan
“Pengawasan JI. Lingkar Bukit Batu Siak Kecil, Invoice 15 s/d 20”
yang berisi: 1 (satu) bundel otokopi Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) No: 05497/SP2D-LS/2015/1.03.01 tanggal 15
Desember 2015 Kepada PT. Wesitan Kolsultasi Pembangunan
(MUHAMMAD ALI, ST) untuk Keperluan Belanja Modal
Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Untuk Pembayaran Invoice
15,16,17,18, 19, dan 20, Atas Pekerjaan Pengawasan

Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil,

539. |1 (satu) buah map berwarna hijau muda dengan tulisan tangan
“Pengawasan JI. Lingkar Bukit Batu Siak Kecil, Invoice 21 s/d 26”
yang berisi: 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) No: 08473/SP2D-LS/2015/1.03.01 tanggal 31
Desember 2015 Kepada PT. Wesitan Kolsultasi Pembangunan
(MUHAMMAD ALI, ST) untuk Keperluan Belanja Modal
Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota Untuk Pembayaran Invoice 21,
22, 23, 24, 25 dan 26 (Terakhir), Atas Pekerjaan Pengawasan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil;

540. |3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kab. Bengkalis No. 600/KPTS/PU/2014/52
tanggal 14 April 2014 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi

Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkalis TA 2014;

541. |1 (satu) bundel fofocopy Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kab. Bengkalis No. 600/KPTS/PU/2015/208
tanggal 21 April 2015 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multi
Years) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkalis TA 2015;

542. | 2 (dua) lembar fotocopi Petikan Keputusan Bupati Bengkalis No.
Kpts.821.2/BKD/07/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang

Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
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Eselon lll dan IV di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Bengkalis atas nama TARMIZ| sebagai Sekretaris Dinas PU Kab.
Bengkalis;

543. |2 (dua) lembar fotocopi Surat pernyataan Pelantikan No.
800.01/SPP-PU/I1/241/2013 tanggal 11 Maret 2013 atas nama
TARMIZI sebagai Sekretaris Dinas PU Kab. Bengkalis;

544, | 3 (tiga) lembar foto copi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
No. 800.01/SPMT-PU/111/241/2013 tanggal 13 Maret 2013 atas
nama TARMIZI sebagai Sekretaris Dinas PU Kab. Bengkalis;

545. | 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/KPTS/PU/2015/237
tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Konstruksi (PPHP) Kegiatan Multi Years Di
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015 tanggal 26 Oktober 2015;

546. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen tagihan dengan fotokopi

kuitansi sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang
sejumlah Rp89.932.770, Nomor 001 untuk Pembayaran Tagihan
Pengiriman Tanah Timbun OP SK-1156 sebanyak 1033,71 m3 ,
tanggal 6 Agustus 2015;

547. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen tagihan dengan fotokopi
kuitansi sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang
sejumlah Rp179.417.490,00, Nomor 002, untuk Pembayaran
Tagihan Pengiriman Tanah Timbun OP SK-1225 sebanyak
2062,27 m3 , tanggal 10 Agustus 2015;

548. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli

sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp189.732.210,00, Nomor 003, untuk Pembayaran Tagihan
Pengiriman Tanah Timbun OP SK-1242 sebanyak 2180,83 m3 di
lokasi siak 4 (empat), tanggal 20 Agustus 2015;

549. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen tagihan dengan fotokopi

kuitansi dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
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Rp174.732.540,00, Nomor 004, untuk Pembayaran Tagihan
Pengiriman Tanah Timbun OP SK-1262 sebanyak 2008,42 m3 di
lokasi siak 4 (empat), tanggal 27 Agustus 2015;

550. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen tagihan yang terdiri dari
kuitansi asli sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang
sejumlah Rp169.372.470,00, Nomor 005, untuk Pembayaran
Tagihan Pengiriman Tanah Timbun OP SK-1254 sebanyak
1946,81 m3 di lokasi siak 4 (empat), tanggal 27 Agustus 2015;

551. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen tagihan dengan fotokopi

kuitansi sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang
sejumlah Rp259.473.500,00, Nomor 006, untuk Pembayaran
Tagihan Pengiriman Tanah Timbun OP SK-1284 sebanyak
1995,95 m3 di lokasi siak 4 (empat), tanggal 3 September 2015;

552. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen tagihan dengan fotokopi

kuitansi sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang
sejumlah Rp25.216.950,00, Nomor 007, untuk Pembayaran
Tagihan Pengiriman Tanah Timbun OP SK-1217 sebanyak
296.67 m3 di lokasi Buruk Bakul, tanggal 3 September 2015;

553. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli

sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp82.035.800,00, Nomor 008, untuk Tagihan Pengiriman Urukan
Pilihan OP SK-1308 sebanyak 1015.66 m3 di lokasi Tanjung
Damai, tanggal 10 September 2015;

554. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp84.284.800,00, Nomor 009, untuk Tagihan Pengiriman Urukan
Pilihan OP SK-1335 sebanyak 1032.96 m3 di lokasi Tanjung
Damai, tanggal 10 September 2015;

555. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp393.377.400,00, Nomor 010, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1353 sebanyak 3025.98 m3 di lokasi

Halaman 96 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Damai, tanggal 17 September 2015;

556. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp271.128.600,00, Nomor 011, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1375 sebanyak 3012.54 m3 di lokasi
Tanjung Damai, tanggal 17 September 2015;

557. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp115.362.000,00, Nomor 012, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1295 sebanyak 1326.89 m3 di lokasi Siak
4 (empat), tanggal 5 Oktober 2015;

558. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli

sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp139.279.400,00, Nomor 013, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1391 sebanyak 1071.38 m3 di lokasi Siak
4 (empat), tanggal 5 Oktober 2015;

559. |1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli

sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp272.746.800,00, Nomor 014, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1400 sebanyak 3030.52 m3 di lokasi Siak
4 (empat), tanggal 5 Oktober 2015;

560. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli

sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp26.795.980,00; Nomor 015, untuk Tagihan Pengiriman Urukan
Pilihan OP SK-1433 sebanyak 399.94 m3 di lokasi Buruk Bakul,
tanggal 6 Oktober 2015;

561. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli

sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp67.230.900,00; Nomor 016, untuk Tagihan Pengiriman Urukan
Pilihan OP SK-1437 sebanyak 747.01 m3 di lokasi Buruk Bakul,
tanggal 19 Oktober 2015;

562. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
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sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp3.580.480,00; Nomor 017, untuk Tagihan Pengiriman Urukan
Pilihan OP SK-1433 sebanyak 53.44 m3 di lokasi Buruk Bakul,
tanggal 19 Oktober 2015;

563. |1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli

sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp324.522.900,00, Nomor 018, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1588 sebanyak 2496.33 m3 di lokasi Siak
4 (empat), tanggal 9 November 2015;

564. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp33.471.000,00, Nomor 019, untuk Tagihan Pengiriman Urukan
Pilihan OP SK-1592 sebanyak 371.9 m3 di lokasi siak 4 (empat),
tanggal 9 November 2015;

565. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp324.506.000,00, Nomor 020, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1631 sebanyak 2496.2 m3 di lokasi siak 4
(empat), tanggal 12 November 2015;

566. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp263.692.000,00, Nomor 021, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1641 sebanyak 2028.4 m3 di lokasi siak 4
(empat), tanggal 16 November 2015;

567. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp320.690.500,00, Nomor 022, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1648 sebanyak 2466.85 m3 di lokasi siak
4 (empat), tanggal 30 November 2015;

568. | 1 (satu) bundel print out dokumen tagihan dengan kuitansi asli
sudah terimadari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp422.703.000,00, Nomor 023, untuk Tagihan Pengiriman
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Urukan Pilihan OP SK-1623 sebanyak 2818.02 m3 di lokasi siak
4 (empat), tanggal 26 November 2015;

569. |1 (satu) lembar kuitansi asli sudah terima dari PT. Arta Niaga
Nusantara uang sejumlah Rp11.500.000,00, Nomor 024, untuk
Biaya sandar Ponton angkutan Boksit tanggal 17 November 2015
di lokasi Jetty Sungai Bayam, tanggal 26 November 2015;

570. |1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan kuitansi asli sudah
terima dari PT. Arta Niaga Nusantara uang sejumlah
Rp138.186.100,00, Nomor 025, untuk Tagihan Pengiriman
Urukan Pilihan OP SK-1687 sebanyak 1062.97 m3 di lokasi siak
4 (empat), tanggal 7 November 2015;

koreksi: 7 Desember 2015;

571. | 1 (satu) lembar Rekapitulasi Angkutan Tanah dan Urugan Pilihan

(Urpil) Pek. Pembangunan Jalan Multiyears Bukit Batu menuju
Siak Kecil 2013, tanggal 18 Desember 2018;

572. | 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan
nomor rekening 108000765 , atas nama SYAMSURIJAL Periode
1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2016;

573. |1 (satu) bundel fotocopy buku catatan anggaran dengan
keterangan pada sampul depan bertuliskan “CATATAN TANAH?;
574. |1 (satu) print out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor
Rekening 1080010478841 atas nama ZAINI periode 1 Januari
2015 hingga 31 Desember 2015;

575. | 1 (satu) bundel print out asli Rekening Koran Bank BCA Nomor
Rekening 8135007079 atas nama ADI MUSLIM periode 24 Maret
2015 s.d 29 Mei 2015;

576. | 1 (satu) bundel fotokopi print out dokumen Rekening Koran Bank
BCA Nomor Rekening 8135007079 atas nama ADI MUSLIM
periode 2 Januari 2015 s.d 31 Juli 2015;

577. |1 (satu) bundel print out asli Rekening Bank BCA Nomor
Rekening 08085047848 atas nama RIA SURYANI periode 1
September 2015 s.d 31 Desember 2015;
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578. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN M15, Nomor Nota OP 668, nilai Rp199.313.840,00, tanggal
2 Februari 2015;

579. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005030, Nomor Nota CO/ANN/CV/2015, nilai
Rp163.654.480,00, tanggal 16 Februari 2015;

580. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005050, nilai Rp179.279.760, tanggal 23 Februari 2015;

581. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005068, nilai Rp271.384.780,00, tanggal 2 Maret 2015;

582. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005085, nilai Rp319.592.440,00, tanggal 9 Maret 2015;

583. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005094, nilai Rp179.943.145,00, tanggal 12 Maret 2015;
584. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005105, nilai Rp220.619.520,00, tanggal 19 Maret 2015;
585. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005110, nilai Rp221.056.000,00, tanggal 23 Maret 2015;
586. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005132, nilai Rp349.570.040,00, tanggal 30 Maret 2015;
587. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005149, nilai Rp204.892.580,00, tanggal 9 April 2015;

588. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005157, nilai Rp305.315.520,00, tanggal 13 April 2015;

589. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005163, nilai Rp261.754.500,00, tanggal 16 April 2015;

590. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005178, nilai Rp253.006.520,00, tanggal 23 April 2015;

591. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005196, nilai Rp406.014.380,00, tanggal 30 April 2015;

592. | 1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005255, nilai Rp342.121.140,00, tanggal 11 Mei 2015;
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593.

1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005269, nilai Rp218.496.080,00, tanggal 18 Mei 2015;

594.

1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005281, nilai Rp428.009.270,00, tanggal 28 Mei 2015;

595.

1 (satu) bundel dokumen tagihan dengan Tanda Terima Nota No.
TTN 005302, nilai Rp413.925.920,00, tanggal 11 Juni 2015;

596.

1 (satu) lembar fotocopy Dokumen SURAT KUASA atas nama
AGUS AMIR dan SALEH PARULIAN tertulis (tulisan tangan)
tanggal 6-02-2015, Perihal Surat Kuasa Pengurusan
Rekomendasi Pemakaian Jeti Teluk Air, ditandatangani oleh
AGUS AMIR dan SALEH PARULIAN;

597.

3 (tiga) lem,bar fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemakaian
Tanah dengan Pihak Pertama AGUS AMIR alias AHIE dan Pihak
kedua PT. Arta Niaga Nusantara (MELIA BOENTARAN,
Direktur), tertanggal 2 Maret 2014, ditandatangani oleh AGUS
AMIR alias AHIE bermaterai 6000;

598.

1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Nomor 021/ANN-
STS/1/2014, tertanggal 20 Maret 2014 perihal Revisi Surat
Perjanjian Pemakaian Tanah, ditandatangani oleh Direktur Utama
PT. Arta Niaga Nusantara, MELIA BOENTARAN;

599.

1 (satu) lembar fotocopy Dokumen kuitansi Tagihan tertanggal 14
November 2014, terkait pemberitahuan tagihan sebesar
Rp40.761.400,00 kepada PT. Arta Niaga Nusantara,
ditandatangani oleh AGUS AMIR alias AHIE;

600.

1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Nomor: 025/ANN-
SJ/XI1/2014, tertanggal 24 November 2014 perihal Jawaban Surat
kuitansi Tagihan tanggal 14 November 2014;

601.

1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Rincian Selisih Tagihan
Tongkang PT. Arta Niaga Nusantara tanpa tanggal dengan uraian
Tongkang 1-Tongkang 8 dan total senilai Rp114.026.400,00;

602.

1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Rincian Selisih Tagihan

Tongkang PT. Arta Niaga Nusantara tanpa tanggal dengan uraian
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Tongkang 1-Tongkang 8 dan total senilai Rp112.572.000,00;

603. |3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kontrak
Rumah dengan Pihak Penyewa PT. Arta Niaga Nusantara
(MELIA  BOENTARAN, Direktur), dan CV BINA USAHA
(HENDRI) sebgai Pemilik rumah, tertanggal surat 1 Maret 2014,
ditandatangani oleh CV BINA USAHA (HENDRI, Pengurus);

604. | 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang berisi Tulisan tangan

terkait Rekapitulasi Uang Masuk dari PT. Arta Niaga Nusantara
kepada AGUS AMIR alias AHIE berdasarkan Buku Tabungan
Bank BCA Cabang Pekanbaru atas nama dirinya sendiri AGUS
AMIR dengan nomor rekening 034-1315386;

605. |1 (satu) bundel fofocopy Dokumen Buku Tabungan AGUS AMIR
dengan nomor rekening 034-1315386 Bank BCA Cabang
Pekanbaru;

606. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kab. Bengkalis No: 600/KPTS/PU/2013/304 tentang
Penunjukkan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) (Perubahan Pertama) Kegiatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis di Lingkungan
Dinas PU Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 tanggal 09
September 2013;

607. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kab. Bengkalis No: 600/KPTS/PU/2014/08 tentang

Penunjukkan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bengkalis di Lingkungan Dinas PU
Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014;

608. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kab. Bengkalis No: 600/KPTS/PU/2015/01 tentang
Penunjukkan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bengkalis di Lingkungan Dinas PU
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Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 tanggal Maret 2015;

609. | Surat Perintah Melaksanakan Tugas No. 600/BM.P/2010/396
tanggal 01 Mei 2010 atas nama SITI MARSEH untuk Membantu
Seksi Bidang Peningkatan Jalan dan Mencabut SK terdahulu
No0.600/BM/2010/92 di Bidang Peningkatan Jembatan Dinas Bina
Marga dan Pengairan Kab. Bengkalis;

610. | Surat Perintah Melaksanakan Tugas No. 821/SPMT/BM.P/
2011/59 tanggal 19 April 2011 atas nama SITI MARSEH untuk
Membantu Seksi Bidang Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga

dan Pengairan Kab. Bengkalis;
611. | Surat Perjanjian Kerja No. 814/BM.P/SPK/2011/ tanggal 18 April
2011 atas nama SITI MARSEH;
612. | Surat Perintah Melaksanakan Tugas No. 821/SPMT/BM.P/
2012/47 tanggal 04 Januari 2012 atas nama SITI MARSEH untuk
Membantu Seksi Bidang Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga

dan Pengairan Kab. Bengkalis;

613. | Surat Perjanjian Kerja No. 814/BM.P/SPK/2012/47 tanggal 2
Januari 2012 atas nama SITI MARSEH,;

614. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas No. 821/SPMT/PU-
SET/2013/85 tanggal 28 Februari 2013 atas nama SITI MARSEH
untuk Membantu Pengadministrasian Umum Seksi Jalan Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Bengkalis;
615. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas No. 821/SPMT/PU-
SET/2014/ tanggal 6 Januari 2014 atas nama SITI MARSEH

untuk Membantu Pengadministrasian Umum Seksi Jalan Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Bengkalis;
616. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas No. 821/SPMT/PU-
SET/2015/14 tanggal 5 Januari 2015 atas nama SITI MARSEH

untuk Membantu Pengadministrasian Umum Seksi Jalan Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Bengkalis;
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617. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas No. 821/SPMT/PU-
SET/2016/62 tanggal 4 Januari 2016 atas nama SITI MARSEH
untuk Membantu Pengadministrasian Umum Seksi Jalan Dinas
Pekerjaan Umum Kab. Bengkalis;

618. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas No. 821/SPMT/PUPR-
SET/2018/140 tanggal 4 Januari 2018 atas nama SITI MARSEH

untuk Membantu Pengadministrasian Umum Seksi Perencanaan

Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Bidang
Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab. Bengkalis;

619. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 821/SPMT/
PUPR-SET/2018/159 Untuk melaksanakan tugas Membantu
Pengadministrasian Umum Seksi Perencanaan Teknis Sumber
Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tanggal 4 Januari
2018;

620. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 821/SPMT/
PUPR-SET/2017/88 Untuk melaksanakan tugas Membantu

Pengadministrasian Umum Seksi Perencanaan Teknis Sumber

Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Januari
2017;

621. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 821/SPMT/PU-
SET/2016/67  Untuk  melaksanakan tugas  Membantu

Pengadministrasian Umum Seksi Perencanaan Teknis Sumber

Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tanggal 4 Januari
2016;

622. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 821/SPMT/PU-
SET/2015/11 Untuk melaksanakan tugas Membantu
Pengadministrasian Umum Seksi Perencanaan Teknis Sumber

Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
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dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tanggal 5 Januari
2015;

623. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 821/SPMT/PU-
SET/2014/.. Untuk melaksanakan tugas Membantu
Pengadministrasian Umum Seksi Perencanaan Teknis Sumber
Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tanggal 6 Januari
2014;

624. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 821/SPMT/PU-
SET/2013/76  Untuk  melaksanakan tugas  Membantu

Pengadministrasian Umum Seksi Jasa Konstruksi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
tanggal 28 Februari 2013;

625. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 821/SPMT/
BM.P/2012/46 ~ Untuk  melaksanakan tugas Membantu

Pengadministrasian  Umum  Seksi Bidang Pemeliharaan

Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis
tanggal 4 Januari 2012;

626. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 821/SPMT/
BM.P/2011/60  Untuk  melaksanakan tugas Membantu
Pengadministrasian Umum  Seksi Bidang Pemeliharaan
Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis
tanggal 19 April 2011;

627. | Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: 600/BM/2010/91
Untuk melaksanakan tugas Membantu Pengadministrasian

Umum Seksi Bidang Pemeliharaan Jembatan Dinas Bina Marga
dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tanggal 1 Maret 2010;
628. | Nota Dinas Nomor 600/BM.P/VII/2012/ tanggal 24 Mei 2012

periha; Nama-nama Tenaga Staf Administrasi Proyek yang

Dibutuhkan di Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis;
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629. | Keputusan Kepala Bina Marga dan Pengairan Kab. Bengkalis
Nomor: 600/KPTS/BM.P/211/835, tentang Penunjukan/
Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Perubahan Kedua Kegiatan Anggaran dan Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkalis di lingkungan Dinas Bina
Marga dan Perairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011,
yang merupakan dokumen pengangkatan PPTK tahun 2011;

630. | 1 (satu) bundel print out Dokumen PT. PP (Persero) Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) yang berisi
Struktur Organisasi PT. PP (Persero) Divisi Operasi | tahun 2012,

Dokumen Prakualifikasi, dan Dokumen Penawaran;

631. |1 (satu) lembar fotokopi Jawaban Sanggahan ULP Nomor
035/SGH/POKJA.1-MY/IX/2013 kepada Direktur PT. PP
(Persero) Tbk Cabang IX tanggal 21 September 2013;

632. | 1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi PT. PP (Persero) Tbk
Unit Kantor Cabang IX tertanggal 15 Mei 2013;

633. | 1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi PT. PP (Persero) Tbk
Divisi Operasi — | per September 2012;

634. | 2 (dua) lembar fotokopi berwarna Kronologis Tahap Lelang Paket
Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (Multi Years);

635. |7 (tujuh) lembar fotokopi berwarna Informasi Lelang & Status
Penawaran Paket Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis
(Multi Years) dari website LPSE.

636. | 3 (tiga) lembar fotokopi surat dari PT. PP (Persero) Tbk Cabang
IX dengan nomor 178/EXT/CAB.IX/IX/2013 tertanggal 16
September 2013 perihal Proses Pengadaan Paket Multi Years

Kabupaten Bengkalis;

637. | 1 (satu) lembar fotokopi berwarna surat dari ULP Kabupaten
Bengkalis dengan nomor 035/SGH/POKJA.1-MY/IX/2013
tertanggal 21 September 2013 perihal Jawaban Sanggahan;

638. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penawaran PT. PP (Persero)
Tbk untuk Paket Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis
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(Multi Years);
639. |1 (satu) odner dengan judul Daftar Tender yang Diikuti

Kabupaten Bengkalis yang berisi:

a. 1 (satu) bundel fotokopi Company Profile PT. PP (Persero)
Tbk;

b. 2 (dua) lembar fotokopi lzin Usaha Jasa Konstruksi
Nasional Nomor 2986/C.31/31.75/-1.785.56/2018 atas
nama Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT.
tanggal 31 Mei 2018;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar Nomor: 3010/AC.1/1/31.75/-1.824.27/2018
atas nama PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
tanggal 31 Mei 2018;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi Nomor 0627274 tangal 8 Juni 2018.

e. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Tempat Usaha Berdasarkan
Undang-Undang  Gangguan Nomor: 15503/26.1.0/
31.75.00.000/-1.751.21/2016 tanggal 21 Juni 2016;

f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor:
040/27.1.2/31.75.05.1001/071.562/2018 tentang
Keterangan Domisili Badan Usaha a.n. PT. Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk. tanggal 3 Mei 2018;

g. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 267/24.3PT.1/31/75/-
1.824.27/e/2017, Nomor TDP 09.04.1.46.05647 tanggal 10
Juli 2017;

h. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Penerimaan
Permohonan Nomor //BPTSP/16 tanggal 3 Juli 2018;

i. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas tanggal
15 Maret 1973 No. 78, Notaris KARTINI MULJADI S. H.;

j- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan
Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan
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Perumahan Tbk Disingkat PT. PP (Persero) Tbk tanggal 29
Maret 2017 Nomor 51, Notaris Ir. NANETTE CAHYANIE
HANDARI ADI WARSITO, SH.;

k. 1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Pembangunan Perumahan Tbk disingkat PT.
PP (Persero) Tbk Nomor 103 tanggal 27 April 2018, Notaris
FATHIAH HELMI, SH.;

l. 1 (satu) bundel fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Pembangunan Perumahan Tbk disingkat PT.
PP (Persero) Tbk Nomor 38 tanggal 31 Juli 2018, Notaris
FATHIAH HELMI, SH.;

m. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk Nomor 01.001.613.7-093.000;

n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak Nomor: S-34PKP/WPJ.19/KP.0403/2016
tanggal 28 Juli 2016;

0. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor:
S-124KT/WPJ.19/KP.0403/2016 tanggal 28 Juli 2016;

p. 1 (satu) bundel fotokopi Turunan/Salinan/Grosse Akta
Pencabutan dan Pemberian Kuasa Cabang IX tanggal 17
Januari 2012 No. 06, Notaris WIWIEK WIDHI ASTUTI, SH.;

g. 2 (dua) lembar fotokopi Kronologis Tahap Lelang
Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) TA
2012 - 2015 APBD;

r.. 3 (tiga) lembar fotokopi Hasil Evaluasi Lelang
Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years)
(Lelang Ulang);

s. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), Kode
Paket: 04/NK-MY/POKJA-1/BMP-BKS/2012, Bidang/ Sub
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Bidang: Sipil (22001,22301) Greed 7, HPS:
369.840.443.000,00, Prakualifikasi Metode Satu Sampul
dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga
Satuan, APBD TA 2013, 2014, 2015 (Tahun Jamak);

t. 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Lelang;

u. 1 (satu) bundel fotokopi Isian Kualifikasi di LPSE & Data
Kualifikasi;

v. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat ULP Pemkab Bengkalis
Nomor: 04/PEMB/ULP/PJ.1/1/2013 tanggal 25 Januari 2013
yang ditujukan kepada PT. (Lampiran 1) perihal Undangan
Pembuktian Kualifikasi, ditandatangani oleh H.
SYARIFUDDIN, A.md selaku Pokja 1 ULP Kab. Bengkalis;

w. 4 (empat) lembar fotokopi Peserta Lelang;

X. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Evaluasi
Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor: 04/BA-
PK/ULP-MY/PJ.1/111/2013 untuk paket Pembangunan Jalan
Lingkar Barat Duri (Multi Years) tanggal 26 Maret 2013,
ditandatangani oleh H. SYARIFUDDIN, A.md selaku Pokja 1
ULP Kab. Bengkalis;

y. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemilihan Pekerjaan
Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), Kode
Paket: 04/PEM/NK-MY/POKJA-1/BMP-BKS/2012, Bidang/
Sub  Bidang:  Sipil (22001) Greed 7, HPS:
369.840.443.000,00, Prakualifikasi Metode Satu Sampul
dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan;

z. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Aanwijzing Pokja 1 Multi
Years (Risalah Rapat Penjelasan) Nomor: 04/R-BAPP/PJ.1
MY/ULP/BKS/V/2013 Dokumen Risalah Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan (BAPP), Pekerjaan Pembangunan
Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years), Kode Paket:
04/PEM/NK-MY/POKJA-1/BMP-BKS/2012, Bidang/Sub
Bidang: Sipil (22001) Greed 7, HPS: 369.840.443.000,00;
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aa. 2 (dua) lembar fotokopi Surat ULP Kab. Bengkalis Nomor:
003/PL/POKJA.1-MY/IV/2013 tanggal 22 Aprii 2013
ditujukan kepada Peserta Pelelangan Paket Multi Years
Kab. Bengkalis, ditandatangani oleh SYARIFUDDIN selaku
Ketua Pokja 1 ULP Kab. Bengkalis;

bb. 5 (lima) lembar fotokoi Daftar Koefisien Komponen
Pekerjaan Bidang Bina Marga;

cc. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Il Dokumen Pemilihan
Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi
Years), Kode Paket: 04/PEM/NK-MY/POKJA-1/BMP-
BKS/2012, Bidang/ Sub Bidang: Sipil (22001) Greed 7,
HPS: 369.840.443.000,00, Prakualifikasi Metode Satu
Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan,
APBD TA 2013, 2014, 2015 (Tahun Jamak);

dd. 1 (satu) bundel fotokopi Data Personil;

ee. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. PP (Persero) Tbk Cabang
IX Nomor: 177/EXT/CAB.IX/IX/20113 tanggal 16 September
2013 ditujukan kepada POKJA1 Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Bengkalis, Hal: Surat Sanggahan Pengumuman
Pemenang Paket Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri
(Multi Years), ditandatangani oleh Ir. Nugroho Agung
Sanyoto selaku Kepala Cabang IX PT. PP (Persero) Tbk,
beserta lampirannya;

ff. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Permen PU No. 07 Tahun
2011 BUKU 04 A Hal: 40 — 50;

gg. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ULP Kab. Bengkalis Nomor:
033/SGH/POKJA.1-MY/IX/2013 tangga; 21 September 2013
ditujukan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Cabang IX,
perihal Jawaban Sanggahan, ditandatangani oleh
SYARIFUDDIN selaku Ketua Pokja 1 ULP Kab. Bengkalis;

640. | 1 (satu) odner Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar

Barat Duri (Multi Years);
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641. | 1 (satu) bundel print out asli Rekening Koran BANK MANDIRI
dengan nomor rekening 1080006482617 atas nama AHMAD
HARAPAN TAMBAK di Bank Mandiri Cabang Sei Pakning
tanggal 29 April 2014 sampai 21 Desember 2014;

642. | 1 (satu) bundel print out Rekening Bank Mandiri dengan Nomor
Rekening 1080009851917 atas nama ARAFAT JIBRAIL periode
1 Mei 2015 s.d 1 Maret 2016;

643. | 1 (satu) bundel print out Rekening BCA KCP Bengkalis nomor
08325038752 periode Juni 2015 s/d Desember 2015 a.n.
RAMADHAN;

644. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 28
November 2013 s/d 25 Desember 2013, Kegiatan Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,
Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Konsultan

Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

645. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25
Desember 2013 s/d 25 Januari 2014, Kegiatan Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil (Multi Years) Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,
Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Konsultan

Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

646. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25
Januari 2014 s/d 25 Februari 2014, Kegiatan Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,
Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Konsultan

Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

647. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25
Februari 2014 s/d 25 Maret 2014, Kegiatan Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu - Siak Kecil (Multi Years) Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,
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Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Konsultan

Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

648. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25 Maret
2014 s/d 25 April 2014, Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit
Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta
Niaga Nusantara, Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi

Pembangunan;

649. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25 April
2014 s/d 25 Mei 2014, Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit
Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta
Niaga Nusantara, Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi
Pembangunan;

650. | 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Periode 25 Mei 2014
s/d 25 Juni 2014, Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu

— Siak Kecil (Multi Years) Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta
Niaga Nusantara, Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi
Pembangunan;

651. |1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Periode 25 Juni 2014
s/d 25 Juli 2014, Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu

— Siak Kecil (Multi Years) Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta
Niaga Nusantara, Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi
Pembangunan;

652. |1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan Periode 25 Juli 2014
s/d 25 Agustus 2014, Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit

Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kabupaten Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta
Niaga Nusantara, Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi

Pembangunan;
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653. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25
Agustus 2014 s/d 25 September 2014, Kegiatan Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,
Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Konsultan

Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

654. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25
September 2014 s/d 25 Oktober 2014, Kegiatan Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,
Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Konsultan

Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

655. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25
Oktober 2014 s/d 25 November 2014, Kegiatan Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,
Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Konsultan

Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

656. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulanan Periode 25
November 2014 s/d 25 Desember 2014, Kegiatan Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years) Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis,
Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara, Konsultan

Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan.

657. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XV Januari,
Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi
Years) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,

Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

658. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XVI Februari ,
Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi

Years) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
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Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,

Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

659. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XVII Maret, Kegiatan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,

Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

660. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XVIII April , Kegiatan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,

Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

661. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XIX Mei, Kegiatan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,

Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

662. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XX Juni, Kegiatan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,
Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

663. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XXI Juli, Kegiatan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi Years)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,

Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

664. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XXII Agustus,
Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi
Years) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,

Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;
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665. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XXIII September,
Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi
Years) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,
Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

666. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XXIV Oktober,
Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi

Years) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,
Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

667. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XXV November,

Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi
Years) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,
Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

668. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Bulan XXVI Desember,
Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multi

Years) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Kontraktor Pelaksana: PT. Arta Niaga Nusantara,

Konsultan Supervisi: PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

669. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Triwulan ke — 1 Periode
Desember 2013 — Februari 2014 Pengawasan Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multiyears) Tahun Anggaran
2013 — 2015 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

670. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Triwulan ke — 2 Periode

Maret 2014 — Mei 2014 Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar
Bukit Batu — Siak Kecil (Multiyears) Tahun Anggaran 2013 — 2015

PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

671. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Triwulan ke — 3 Periode
Juni 2014 — Agustus 2014 Pengawasan Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multiyears) Tahun Anggaran
2013 — 2015 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;
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672. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Triwulan ke — 4 Periode
September 2014 — November 2014 Pengawasan Peningkatan
Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multiyears) Tahun
Anggaran 2013 — 2015 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

673. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Triwulan VI Pengawasan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multiyears)
Tahun Anggaran 2015 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

674. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Triwulan VII Pengawasan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multiyears)
Tahun Anggaran 2015 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

675. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Triwulan VIl Pengawasan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (Multiyears)
Tahun Anggaran 2015 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

676. |1 (satu) bundel fotokopi buku Paket Pekerjaan Pengawasan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil (MY) Sumber
Dana APBD Tahun Anggaran 2013 - 2015 PT. Wesitan

Konsultasi Pembangunan;

677. | 1 (satu) bundel fotokopi buku Dokumen Penawaran Biaya Paket
Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —
Siak Kecil (MY) Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 —

2015 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

678. |1 (satu) bundel fotokopi buku Dokumen Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkar
Bukit Batu — Siak Kecil (MY) Sumber Dana APBD Tahun
Anggaran 2013 — 2015 PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan;

679. |1 (satu) bundel fotokopi buku Laporan Akhir Pengawasan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Bengkalis, Nama Project: Pengawasan Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil Multiyears PT. Wesitan Konsultasi
Pembangunan, Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015;

680. | 1(satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas
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nama PT. Syafaat Transmandiri dengan nomor akta 1 tanggal 4

Maret 2003 dengan notaris Darmo Susanto, S.H.;

681. |1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat atas nama PT.
Syafaat Transmandiri dengan nomor akta 02 tanggal 5 Maret
2008 dengan notaris Darmo Susanto, S.H.;

682. | 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat atas
nama PT. Syafaat Transmandiri dengan nomor akta 02 tanggal

07 Maret 2013 dengan notaris Darmo Susanto, S.H.;

683. |1 (satu) bundel fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat atas nama PT. Syafaat Transmandiri dengan nomor akta
128 tanggal 18 Juni 2015 dengan notaris Pranata Nusantara,
S.H,;

684. | 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Resmi Akta Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham dengan nomor akta 23 tanggal 14
Agustus 2018 dengan notaris Ny. Diah Anggraini, SH.Mhum.;
685. |1 (satu) bundel fotokopi Salinan Resmi Akta Hibah Saham
dengan nomor akta 24 tanggal 14 Agustus 2018 dengan notaris
Ny. Diah Anggraini, SH.Mhum.;

686. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama

PT. Syafaat Transmandiri dengan nomor rekening
1190002700027 periode Oktober 2014 - November 2015;

687. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama

PT. Syafaat Transmandiri dengan nomor  rekening
1250055885859 periode Januari 2012 - Maret 2016;

688. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama
SUPANGAT dengan nomor rekening 1250088888300 periode
Januari 2014 - Desember 2017,

689. | 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. Syafaat Transmandiri;

690. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan

PT. Syafaat Transmandiri;

691. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak PT. Syafaat Transmandiri;
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692. | 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan PT. Syafaat

Transmandiri;

693. |1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kecil PT. Syafaat Transmandiri;

694. |1 (satu) Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
tanggal 26 Nov 2013, No. seri: 44456806;

695. | 1 (satu) Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
tanggal 20 Mar 2015, No. seri 4031810;

696. |1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No: 001/SPK/ANN/
Bengkalis-MY/X1/2013;

697. |1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Sub
Kontraktor No: /SPKK/ANN/2014 yang ditandatangani oleh Melia

Boentaran dan Amirhan Harahap;

698. | 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Sub Kontraktor No:
021 /SPKK/ANN/2015, Selasa, tanggal 10 Bulan 02 tahun Sua
Ribu Lima Belas;

699. |1 (satu) lembar Slip Setoran tunai tanggal 05/08/20, Transfer
Rp45.000.000,00 ke REK KPK-PERKARA BENG No. Rek
8844201809020013;

700. | 1 (satu) bundel Dokumen Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP
Pekanbaru Panam Nomor Rekening 108-00-1165164-4 atas
nama IDRUS MAARIF periode 1 Juli 2014 s.d 6 Oktober 2014
halaman 7, 19, 21, 22, 24, dan 26;

701. |1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Tagihan CV. Agung
Permata Kampar atas OP SK.373 Tahun 2014 senilai
Rp141.698.200,00;

702. | 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan Urpil CV. Kohasima Jaya
atas OP 911, No. TTN 005177 senilai Rp147.009.800, tanggal 23
April 2015;

703. | 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan Supply Tanah Timbun CV.
Kohasima Jaya atas OP 908, No. TTN 005185 senilai
Rp91.561.360, tanggal 25 April 2015;
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704. | 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan Urpil CV. Kohasima Jaya
atas OP 1102, No. TTN 005284 senilai Rp119.304.550, tanggal 1
Mei 2015;

705. | 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan Urpil CV. Kohasima Jaya
atas OP 1034, No. TTN 005246 senilai Rp160.022.000, tanggal 7
Mei 2015;

706. | 1 (satu) bundel Dokumen Penagihan Supply Tanah Timbun CV.
Kohasima Jaya atas OP 975, No. TTN 005264 senilai
Rp94.754.880, tanggal 14 Mei 2015;

707. |1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor
Rekening 10800116544, atas nama IDRUS MAARIF, periode 1-
May-2014 - 30-May-2015;

708. |1 (satu) lembar Garansi Bank sebagai JAMINAN
PEMELIHARAAN Nomor: 2773/001 053/3994/3629, Penerima
Jaminan: Ir. H. M. NASIR, MP, MH, MT, yang dijamin: Arta Niaga
Nusantara, PT. Sejumlah Rp14.600.000.000,00 (Empat Belas
Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Dikeluarkan di Surabaya,

tanggal 31 Desember 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Cabang Utama Surabaya;

709. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/MY-
006/PPK/I/2016/01, tanggal 19 Januari 2016, kepada Direktur
Utama PT. Arta Niaga Nusantara, perihal: Pemeliharaan
Pekerjaan, ditandatangani oleh Ir. H. M. NASIR, MP, MH, MT;
710. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/PU/VI1/2016/276,
tanggal 14 Juli 2016, kepada Direktur Utama PT. Arta Niaga
Nusantara, perihal: Pemeriksaan dan Pemeliharaan Pekerjaan,
ditandatangani oleh TARMIZI, SP., M.Si;

711. | 4 (empat) lembar fotocopy PT. Arta Niaga Nusantara Nomor:
004/ANN/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, kepada Kuasa

Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat komitmen
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Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil, perihal:
Penyampaian Jadwal Pemeliharaan Pekerjaan, ditandatangani
oleh MELIA BOENTARAN;

712. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 01/PPTK-
BM/006/PU/2016, tanggal 24 Agustus 2016, kepada Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, perihal: Laporan
Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —
Siak Kecil (Multi Years), ditandatangani oleh ISLAM ISKANDAR,
SST;

713. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/PU/IX/2016/333,
tanggal 02 September 2016, kepada PT. Arta Niaga Nusantara,

perihal: Tindak Lanjut schedule Pemeliharaan Pekerjaan,
ditandatangani oleh TARMIZI, SP., M.Si;

714. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 02/PPTK-
BM/006/PU/2016, tanggal 10 November 2016, kepada Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, perihal: Laporan
Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu —
Siak Kecil (Multi Years), ditandatangani oleh ISLAM ISKANDAR,
SST,;

715. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/PU/X1/2016/451,
tanggal 14 November 2016, kepada PT. Arta Niaga Nusantara,

perihal:  Tindak Lanjut ke-2 schedule Pemeliharaan,
ditandatangani oleh TARMIZI, SP., M.Si;

716. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 03/PPTK-
BM/006/PU/2016, tanggal 19 Desember 2016, kepada Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, perihal: Laporan
Ke-3 Pemeliharaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit
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Batu — Siak Kecil (Multi Years), ditandatangani oleh ISLAM
ISKANDAR, SST.;

717. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 600/PU/XII/2016/627,
tanggal 19 Desember 2016, kepada PT. Arta Niaga Nusantara,

perihal:  Tindak Lanjut ke-3 schedule Pemeliharaan,
ditandatangani oleh TARMIZI, SP., M.Si.;

718. | 1 (satu) bundel Rekening Koran bank Mandiri, dengan nomor
rekening 1720000009862, atas nama IWAN, periode 1-Jul-2013
s/d 31-Dec-2014;

719. |1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Atas nama
KHAIRUL, Nomor Rekening 542401004168538, periode transaksi
01/01/15 - 31/12/15;

720. |1 (satu) bundel faktur penjualan sparepart kendaraan truck dari
toko Selamat Motor kepada PT. Arta Niaga Nusantara, periode
Juni — Desember 2014;

721. | 1 (satu) bundel rekapan penjualan sparepart kendaraan truck dari
toko Selamat Motor kepada PT. Arta Niaga Nusantara, periode
Juni — Desember 2014, yang diparaf oleh NICKS JORGHI;

722. |1 (satu) lembar faktur (cash sales) No. B00116 tanggal 19
Desember 2014 dengan pembeli IBU MELIA;

723. | 1 (satu) lembar Surat Jalan No. B10522 tanggal 19 Desember
2014 ditandatangani oleh ANDI;

724. | 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nasabah PT.
Yanmarindo Perkasa Nomor Rekening 0340788389 periode 30-
11-14 s/d 31-12-14;

725. |1 (satu) lembar faktur (cash sales) No. B00116 tanggal 25
Agustus 2015 dengan pembeli PT. Arta Niaga Nusantara;

726. | 1 (satu) lembar Surat Jalan No. B10656 tanggal 25 Agustus 2015
ditandatangani oleh MASYANTO;

727. |1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nasabah PT.
Yanmarindo Perkasa Nomor Rekening 0340788389 periode 31-
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07-15 s/d 31-08-15;

728. |1 (satu) bundel print out Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Nomor: 0024022/2/03/01/2015 tanggal 21 Januari 2015, dengan
Kreditur PT. Dipo Star Finance dan Debitur PT. Arta Niaga
Nusantara, beserta fotocopy tanda terima, fotocopy bilyet giro,
dan print out installment schedule;

729. |1 (satu) bundel print out Perjanjian Lease Nomor: 0018865/1/
03/02/2014 tanggal 27 Februari 2014, dengan Kreditur PT. Dipo

Star Finance dan Debitur PT. Arta Niaga Nusantara, beserta

fotocopy tanda terima, fofocopy bilyet giro, dan print out
installment schedule;

730. | 1 (satu) bundel print out Perjanjian Lease Nomor: 0018866/1/
03/02/2014 tanggal 27 Februari 2014, dengan Kreditur PT. Dipo

Star Finance dan Debitur PT. Arta Niaga Nusantara, beserta

fotocopy tanda terima, fotocopy bilyet giro, dan print out
installment schedule;

731. |1 (satu) bundel Surat Pesenan PT. Srikandi Diamond Indah
Motors No. 201 006196 dari pembeli PT. Arta Niaga Nusantara
dengan pesanan berupa 5 (lima) unit kendaraan Mitsubishi Colt
Diesel FE74HDV tahun 2014 beserta bukti penerimaan kas/bank,
bilyet giro BCA dan faktur kendaraan bermotor;

732. |1 (satu) bundel Surat Pesenan PT. Srikandi Diamond Indah
Motors No. 201 006199 dari pembeli PT. Arta Niaga Nusantara
dengan pesanan berupa 5 (lima) unit kendaraan Mitsubishi
FM517HS tahun 2014 beserta bukti penerimaan kas/bank, bilyet
giro BCA dan faktur kendaraan bermotor;

733. |1 (satu) bundel Surat Pesenan PT. Srikandi Diamond Indah
Motors No. 201 006885 dari pembeli PT. Arta Niaga Nusantara

dengan pesanan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi

Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2014 beserta bukti penerimaan
kas/bank, bilyet giro BCA dan faktur kendaraan bermotor;
734. | 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank BCA KCU Darmo
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Surabaya milik PT. Srikandi Diamond Indah Motors dengan
nomor rekening 0882767777 periode 31-01-14 s/d 28-02-14;
735. | 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank BCA KCU Darmo
Surabaya milik PT. Srikandi Diamond Indah Motors dengan
nomor rekening 0882767777 periode 31-11-14 s/d 31-01-15;
736. | 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank DBS cabang Jakarta

Mega Kuningan milik PT. Srikandi Diamond Indah Motors dengan
nomor rekening 0059113 periode 01-Mar-14 s/d 31-Mar-14;

737. | 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank DBS cabang Jakarta

Mega Kuningan milik PT. Srikandi Diamond Indah Motors dengan
nomor rekening 0059113 periode 01-Jan-15 s/d 31-Jan-15;

738. |2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 10046-
1403417 tanggal 17 Maret 2014 dari PT. Kawasaki Motor
Indonesia yang ditandatangani oleh Septa Lestari;

739. |2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 10046-
1403418 tanggal 17 Maret 2014 dari PT. Kawasaki Motor

Indonesia yang ditandatangani oleh Septa Lestari;

740. | 1 (satu) lembar print out Informasi Rekening - Mutasi Rekening
PT. Surapita Unitrans pada Bank BCA dengan Nomor Rekening
512-0375441, periode 08/03/2014-11/03/2014;

741. |1 (satu) lembar kuitansi PT. Surapita Unitrans Nomor 14-0569
untuk PT. Arta Niaga Nusantara tanggal 10 Maret 2014,

ditandatangani oleh Lenni;

742. | 2 (dua) lembar print out dokumen Nota Penjualan dan Surat Jalan
Panji Perkasa Perdana Motor tanggal penjualan: 08-03-2014
15:15 No. Penjualan: NP/M/14/01171, Sales: ANTOK,
Pemohon/BPKB: PT. Arta Niaga Nusantara Type: NF11T11C02
M/T OTR,;

743. | 1 (satu) bundel legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 13 Propinsi:
Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan: Bukit Batu, Desa/Kel:
Buruk Bakul, NIB. 00005. Dengan luas tanah 14.590 M2, nama
yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya MELIA
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BOENTARAN, ditandantangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bengkalis, tanggal 12-8-2014;

744. | 1 (satu) bundel legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 14 Propinsi:
Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan: Bukit Batu, Desa/Kel:
Buruk Bakul, NIB. 00006. Dengan luas tanah 20.000 M2, nama
yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya HANDOKO

SETIONO, ditandantangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bengkalis, tanggal 12-8-2014;

745. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Dumai
Sudirman dengan nomor rekening: 1080005483152, nama
JENNY, Periode: 1-Jan-2015 s/d 31-Des-2015;

746. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Dumai

Sudirman dengan nomor rekening: 1080005483152, nama
JENNY, Periode: 1-Jan-2016 s/d 31-Des-2016;
747. |1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Dumai

Sudirman dengan nomor rekening: 1080005483152, nama
JENNY, Periode: 1-Jan-2017 s/d 31-Des-2017;

748. | 1 (satu) bundel Faktur FUJI MANDIRI JI. Diponegoro Dumai Telp:
32028, yang didepannya bernomor Faktur ANN1512003, tanggal
16/12/15;

749. |1 (satu) bundel Laporan Penjualan Fuji Mandiri tahun 2015;

750. | 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dengan nilai Rp15.350.000,00

(ima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan
penerima H. Syamsurizal, diterima dari Handoko Setiono untuk
pembayaran biaya pengukuran & biaya pengurusan SKGR
Kades, RT & RW setempat (daftar terlampir), ditandatangani di
Surabaya tanggal 2 Juli 2019 oleh H. Syamsurizal dengan
meterai 6000;

751. | 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dengan nilai Rp550.000.000,00

(ima ratus lima puluh juta rupiah) dengan penerima H.

Syamsurizal, diterima dari Handoko Setiono untuk Uang

Pelunasan Jual Beli 3 (tiga) bidang tanah di desa Buruk Bakul
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Kec. Bukit Batu, Bengkalis, ditandatangani di Surabaya tanggal
13 Nopember 2019 oleh H. Syamsurizal dengan meterai 6000;
752. | 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dengan nilai Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dengan penerima H. Syamsurizal,

diterima dari Handoko Setiono untuk pembayaran DP kedua atas
pembelian sebidang tanah di Desa Buruk Bakul, Kec. Bukit Batu,
Bengkalis, ditandatangani di Surabaya tanggal 2 Juli 2019 oleh H.
Syamsurizal dengan meterai 6000;

753. | 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dengan nilai Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dengan penerima H. Syamsurizal,

diterima dari Handoko Setiono untuk Uang pembayaran sebagian
Jual Beli 3 (tiga) bidang tanah di desa Buruk Bakul Kec. Bukit
Batu, Bengkalis, ditandatangani di Surabaya tanggal 23 Oktober
2014 oleh H. Syamsurizal dengan meterai 6000;

754. | 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis kepada
Pimpinan PT. Arta Niaga Nusantara Nomor: 600/MY-006/PPK/
VII/2015/08 tanggal 29 Juli 2015 perihal: Keterlambatan Sertifikat

Bulan Mei, Juni, dan Juli;

755. | 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis kepada
Pimpinan PT. Arta Niaga Nusantara Nomor: 600/MY-006/PPK/
VIII/2015/10 tanggal 11 Agustus 2015 perihal: Tindak Lanjut
Keterlambatan Sertifikat Bulan Mei, Juni, dan Juli;

756. | 1 (satu) lembar asli Surat Dinas PU Kabupaten Bengkalis kepada
Pimpinan PT. Arta Niaga Nusantara Nomor: 600/MY-006/PPK/
XIl/2015/17 tanggal 4 Desember 2015 perihal: Keterlambatan
Sertifikat Bulan Mei s/d November 2015;

757. |1 (satu) bundel Rekening Koran bank Mandiri (persero) Tbk,
dengan nomor rekening 9000016716731, atas nama
SUPARLAN, periode 19-Jul-2015 s/d 8-Ags-2016;

758. | 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan
nasabah Taman Bukit Mas PT. Nomor Rekening 0342333999
periode 28-02-14 s/d 31-03-14, halaman 4/5;
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759. |1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan
nasabah Taman Bukit Mas PT. Nomor Rekening 0342333999
periode 31-05-14 s/d 30-06-14, halaman 2/5;

760. | 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank CIMB dengan
nasabah Taman Bukit Mas PT. Nomor Rekening 164-01-00238-
00-5 periode 01 Nov 2015 — 30 Nov 2015, halaman 2;

761. | 1 (satu) lembar fofocopy Laporan Transaksi Bank CIMB dengan
nasabah Taman Bukit Mas PT. Nomor Rekening 164-01-00238-
00-5 periode 01 Nov 2015 — 30 Nov 2015, halaman 4;

762. | 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 6070/INVTBM/ 1lI/ 2014,
tanggal 27 Maret 2014 dari PT. Taman Bukit Mas kepada PT.
Arta Niaga Nusantara;

763. | 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 3860/INV-TBM/VI/ 2014,
tanggal 06 Juni 2014 dari PT. Taman Bukit Mas kepada PT. Arta
Niaga Nusantara;

764. | 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 2613/INVTBM/ XI/ 2015,
tanggal 03 Nopember 2015 dari PT. Taman Bukit Mas kepada

PT. Arta Niaga Nusantara;
765. | 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 2667/INVTBM/ XI/ 2015,
tanggal 07 Nopember 2015 dari PT. Taman Bukit Mas kepada

PT. Arta Niaga Nusantara;
766. | 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Nomor 2697/INVTBM/X1/2015,
tanggal 10 Nopember 2015 dari PT. Taman Bukit Mas kepada

PT. Arta Niaga Nusantara;

767. | 1 (SATU) Bundel rekening koran dengan nomor rekening Bank
BRI atas nama JUFRI dengan nomor rekening
542601000096509, dengan periode 1 Februari 2015 s/d 31
desember 2015;

768. |1 (satu) bundel print out dokumen dengan keterangan tanda
terima 07/11-15 bayar tgl.13/11-15 total Rp73.941.000,00 beserta

lampirannya

769. | 1 (satu) bundel print out rekening koran BCA atas nama ABDUL
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KARIM ALHAS dengan nomor rekening 8085017825, dengan
periode 17 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015;
770. | 1 (satu) bundel print out rekap piutang Minipile tahap | dan tahap

II' PT. Arta Niaga Nusantara Proyek Buruk Bakul berserta
lampirannya;

771. | 1 (satu) bundel print out rekap piutang Minipile PO No. SK 806
PT. Arta Niaga Nusantara Proyek Sei Pakning berserta

lampirannya;

772. | 1 (satu) bundel print out rekap piutang PT. Arta Niaga Nusantara
dari tahun 2014 — tahun 2015 Proyek Sei Pakning;

773. |1 (satu) bundel print out rekening Bank BCA a.n. HENGKY
WIYAJA Nomor Rekening: 00341229234, periode: 04-2015 s.d.
12-15;

774. |1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri a.n. HENGKI
WIYAJA Nomor Rekening: 1080012228285; periode: 1-Apr-2015
s.d. 31-Dec-2015;

775. | 3 (tiga) lembar print out rekap tagihan sewa mobil Colt Diesel dari

Buruk Bakul — IV Bulan: Desember 2015 beserta lampiran;

776. | 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri a.n. JHOHAN. T.
Nomor Rekening: 1080011231942; periode: 1-Jan-2015 s.d. 31-
Dec-2015;

777. | 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama
JUNAIDI dengan Nomor Rekening 1080007318208 periode 1-
Jan-2015 s/d 31-Dec-15;

778. | Surat Keterangan Tanah Nomor 1/2021 tanggal 10 Maret 2021
untuk tanah seluas 44.077 m2 yang terletak di Kelurahan Buruk

Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang
berdasarkan kepada Surat Pernyataan Ganti Kerugian No.
037/SPGK/BB/VI/2014 tanggal 23-06-2014, beserta Peta
Lampiran Surat Keterangan Tanah Nomor 1/2021;

779. | Surat Keterangan Tanah Nomor 2/2021 tanggal 10 Maret 2021
untuk tanah seluas 24.342 m2 yang terletak di Kelurahan Buruk
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Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang
berdasarkan kepada Surat Pernyataan Ganti Kerugian No.
038/SPGK/BB/VI/2014 tanggal 23-06-2014, beserta Peta
Lampiran Surat Keterangan Tanah Nomor 2/2021;

780. | Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2021 tanggal 10 Maret 2021
untuk tanah seluas 52.676 m2 yang terletak di Kelurahan Buruk

Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang
berdasarkan kepada Surat Pernyataan Ganti Kerugian No.
036/SPGK/BB/VI/2014 tanggal 23-06-2014, beserta Peta
Lampiran Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2021;

781. |1 (satu) lembar asli Surat Keterangan a.n. SYAMSURIJAL
tertanggal 01 Maret yang menerangkan bahwa pembayaran jual
beli tanah seluas 134.940,5 m2 yang berada di RT/RW 02/01
Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis, dengan Bapak
HANDOKO telah lunas pada 13 Nopember 2019;

782. | 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Adendum Perjanjian antara
a.n. WIBIKSANA dan H. SYAMSURIJAL dengan HANDOKO
SETIONO terkait dengan pengikatan jual beli atas bidang tanah
seluas 111.968 m2;

783. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. WIBIKSANA dan
H. SYAMSURIJAL terkait dengan negoisasi pembayaran sisa

uang tanah yang belum diselesaikan oleh pihak pembeli
(HANDOKO SETIONO);

784. | 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tanda Terima a.n. HANDOKO
SETIONO dan H. SYAMSURIJAL terkait dengan penyerahan 1

(satu) lembar cek tunai nomor: CD167150 dengan jumlah

Rp316,888,000,00 untuk pembayaran uang muka 20% pembelian
tanah yang berada di RT/RW 02/01 Desa Buruk Bakul seluas
111.968 m2;

785. | 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli
tanah seluas 123.924 m2 an. WIBIKSANA dan H.
SYAMSURIJAL dengan HANDOKO SETIONO qq PT. Arta
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Sentosa Propertindo Surabaya;

786. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dengan pemberi kuasa a.n.
WIBIKSANA dan penerima kuasa a.n. H. SYAMSURIJAL guna
mengurus, menjual, serta melakukan negoisasi atas penjualan
tanah yang di Desa Buruk Bakul berdasarkan Akta Jual Beli Np.
64/V11/1988 tanggal 04 Juli 1988 dengan luas 71.236 m2;

787. | 1 (satu) lembar fofocopy Bilyet Giro Bank BCA No. CD 167150
dnegan jumlah Rp316.888.000,00 a.n. MELIA BOENTARAN
yang ditujukan ke Bank Mandiri a.n WIBIKSANA, Nomor
rekening: 108.000128435-6;

788. |5 (lima) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Kerugian

sebidang tanah di Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu seluas +-
23.452 m2 a.n. H. SYAMSURIJAL sebagai pihak pertama dan
BOEN MONIKA BOENTARAN selaku pihak kedua sebesar
Rp45.000.000,00 beserta lampirannya;

789. |5 (lima) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Kerugian
sebidang tanah di Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu seluas +-
40.953 m2 a.n. WIBIKSANA sebagai pihak pertama dan DEVINA
SETIONO selaku pihak kedua sebesar Rp60.000.000,00 beserta

lampirannya;

790. |5 (lima) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ganti Kerugian
sebidang tanah di Desa Buruk Bakul Kec. Bukit Batu seluas +-
47.563 m2 a.n. WIBIKSANA sebagai pihak pertama dan VANIA
SETIONO selaku pihak kedua sebesar Rp70.000.000,00 beserta

lampirannya;

791. |1 (satu) lembar foftocopy denah tanah untuk SKGR dimana
terdapat keterangan CERTIFICAT: a.n. HANDOKO SETIONO
dan MELIA BOENTARAN;

792. |1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Pernyataan terkait

dengan keinginan pembelian sebidang tanah berdasarkan
Sertifikat Hak Milik No: 13, tanggal 07 April 1999, Surat Ukur
No0.05/1998 tanggal 30 Oktober 1998, seluas 14.590 m2. antara
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HANDOKO SETIONO dengan SYARIFUFIN tanggal 18 Juni
2014;

793. |1 (satu) bundel dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor
Pertanahan Kab. Bengkalis Nomor 13 (05.02.06.09. 1. 00013);
Koreksi: fotokopi;

794. |1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Pernyataan terkait
dengan keinginan pembelian sebidang tanah berdasarkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 14, tanggal 07 April 1999, Surat Ukur
No. 06/1998 tanggal 30 Oktober 1998, seluas 20.000 m2 antara
HANDOKO SETIONO dengan SYARIFUFIN tanggal 18 Juni
2014;

795. |1 (satu) bundel dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor
Pertanahan Kab. Bengkalis Nomor 14 (05.02.06. 09.1. 00014);
Koreksi: fotokopi;

796. |5 (lima) lembar print out transfer dana ke rekening bank lain -
otorisasi transaksi (rekening koran) PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk, pemilik rekening; WIBIKSANA Nomor Rekening:
1080001284356;

797. |1 (satu) bundel print out rekening bank BRI a.n. MANGASI
MANURUNG No. Rekening: 542401010488536, Periode
Transaksi:01/01/14 — 31/12/14;

798. |1 (satu) bundel print out rekenin bank BRI a.n. MANGASI
MANURUNG No. Rekening: 542401010488536, Periode
Transaksi:01/01/15 — 31/12/15;

799. | 1 (SATU) Bundel dokumen fotocopy File Opname line clearing
STA 00 + 000 s/d STA 04 + 000;

800. | 1 (SATU) Bundel rekening koran Bank BCA atas nama AHMAD
ZULFANERI dengan nomor rekening 08325011625, dengan
periode 1 Januari 2015 s/d 31 desember 2015;

801. |1 (SATU) Bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama
ZULFIKRI dengan nomor rekening 1720000454381, dengan
periode 1 Januari 2015 s/d 31 desember 2015;
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802. |1 (SATU) Bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama
ZULFIKRI dengan nomor rekening 1720000429496, dengan
periode 1 Januari 2015 s/d 31 desember 2015;

803. |1 (satu) buah buku berwarna hijau dengan halaman depan
beruliskan "NOTES BOOK";
804. | 1 (satu) lembar print out dengan keterangan tulisan "HANDOKOQO"

pada bagian atas dan dibagian bawah terdapat tabel dengan

keterangan jenis harta dan harga perolehan;

805. | 2 (dua) lembar print out Serah Terima Pekerjaan Periode Mei
2016;

806. | 1 (satu) bundel print out BILL OF QUANTITY Proyek: Visit
Lapangan dan Sampling Lokasi Proyek Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu-Siak, Bengkalis;

807. |1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Arta Niaga

Nusantara Surabaya untuk tahun yang berakhir tanggal 31

Desember 2013 dan 2012 dengan Laporan Auditor Independen;

808. |1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Arta Niaga
Nusantara untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
dan 2013 beserta Laporan Auditor Independen;

809. |1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Arta Niaga
Nusantara untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015

dan 2014 beserta Laporan Auditor Independen;

810. |1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Arta Niaga
Nusantara untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016
dan 2015 beserta Laporan Auditor Independen;

811. | 4 (empat) lembar fotocopy Salinan Akta Hibah Saham Nomor: 02
tanggal 11 Mei 2020; HUSEN BASRI, S.H., M.Kn., NOTARIS -
PPAT Kabupaten Gresik;

812. | 5 (lima) lembar Berita Acara Rupat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT. Handaya Citraniaga berkedudukan di Surabaya
nomor: 01 tanggal 11 Mei 2020; HUSEN BASRI, S.H., M.Kn.,
NOTARIS-PPAT Kabupaten Gresik
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813. | 1 (satu) bundel map berwarna orange bertuliskan PT. Arta Niaga
Nusantara Rek. Perush 1480012792126, Bank Mandiri, Tarakan;

814. |1 (satu) buah map cokelat bertuliskan tangan dengan tanda

coretan silang Kepada: Ibu Viola Bank CCB Pucang, JIn. Pucang
Anom Timur No. 19 (sebelum Panasonic) Pengirim: Ana - PJM

Group;

815. |3 (tiga) lembar Surat Penawaran Harga Truck Scale model
Jembatan Timbang (Weigh-Bridges) model Atas Tanah (Pitless)
atau Semi Atas Tanah (Semi-Pitless) dari PT. Gewinn Gold
Hotama kepada Ibu Melia Boentaran PT. Arta Niaga Nusantara
tanggal 24 Oktober 2013 dengan Harga Nett Rp212.000.000,00
(Excl PPN 10%);

816. |3 (tiga) lembar Surat Penawaran Harga Truck Scale model

Jembatan Timbang (Weigh-Bridges) model Atas Tanah (Pitless)
atau Semi Atas Tanah (Semi-Pitless) - Revisi 1 dari PT. Gewinn
Gold Hotama kepada Ibu Melia Boentaran PT. Arta Niaga
Nusantara tanggal 28 Oktober 2013 dengan Harga Nett
Rp205.000.000,00 (Excl PPN 10%);

817. | 1 (satu) bundel print out Surat Perjanjian Jual Beli Jembatan
Timbang Nomor: 047 / SPJB / XI / 2013 tanggal 15 November
2013 antara PT. Arta Niaga Nusantara dengan PT. Gewinn Gold

Hotama;

818. |1 (satu) lembar Order Pembelian PT. Arta Niaga Nusantara
kepada pemasok Gewinn Gold Hotama No. PO: SK 013, tgl PO:
9 Nop 2013 dengan Total Pesan Rp205.000.000,00;

819. | 1 (satu) lembar Sales Order Toko Timbangan Gewinn kepada PT.
Arta Niaga Nusantara Nomor: 00257/RETAIL/XI/13, tanggal
Sales Order: 12 November 2013, jenis pembayaran: DP 50%
dengan Grand Total Pembayaran Rp102.500.000,00;

820. | 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Rekening Tahapan BCA

KCP Metro Jababeka atas nama JIMMY dengan nomor rekening:
05770391018, periode: 01-2013 s/d 12-2013 beserta bukti
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setoran BCA;

821. |1 (satu) lembar Sales Order SBY Toko Timbangan Gewinn
kepada PT. Arta Niaga Nusantara Nomor: 0008/RETAIL/IV/14,
tanggal Sales Order: 03 April 2014, jenis pembayaran: Tahap I
40% dengan Grand Total Pembayaran Rp82.000.000,00;

822. | 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Rekening Tahapan BCA

KCP Metro Jababeka atas nama JIMMY dengan nomor rekening:
08730335009, periode: 01-2014 s/d 12-2014 beserta Bilyet Giro
CB 953664 dan bukti setoran BCA;

823. |1 (satu) lembar Order Pembelian PT. Arta Niaga Nusantara
kepada pemasok Gewinn Gold Hotama No. PO: SK 020, tgl PO:
2 Mei 2014 dengan Total Pesan Rp8.000.000,00;

824. | 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Rekening Tahapan BCA

KCP Metro Jababeka atas nama JIMMY dengan nomor rekening:
08730335009, periode: 01-2014 s/d 12-2014 beserta bukti
setoran BCA;

825. | 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT. Arta Niaga Nusantara
kepada PT. Gewinn dengan Nomor: 026/SPB/V/2014 tanggal 02
Mei 2014;

826. |1 (satu) lembar Surat Jalan SBY PT. Gewinn Gold Hotama
kepada PT. Arta Niaga Nusantara Nomor: 0024/SJ-GGH-
SBY/V/14, tanggal surat jalan 05 Mei 2014 dengan alamat
pengiriman PT. Arta Niaga Nusantara Proyek Peningkatan Jalan
Lingkar Bukit Batu Siak Kecil (Multiyears) Desa Buruk Bakul Kec.
Bukit Batu, Kab. Bengkalis, Riau;

827. |4 (empat) lembar print out Invoice Talilo CV. No. 122014002
tanggal 24 Desember 2014;

828. |4 (empat) lembar print out Invoice Talilo CV. No. 012015004
tanggal 16 Januari 2015;

829. | 3 (tiga) lembar print out Invoice Talilo CV. No. 032015002 tanggal
26 Maret 2015;

830. | 2 (dua) lembar print out Invoice Talilo CV. No. 062015006 tanggal
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23 Juni 2015;

831.

2 (dua) lembar print out Invoice Talilo CV. No. 062015007 tanggal
03 Juli 2015;

832.

7 (tujuh) lembar print out Invoice Talilo CV. No. 01220150012
tanggal 02 Desember 2015;

833.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 0883000789, atas nama HANDOKO SETIONO, Periode
3 Januari 2011 s.d. 21 Oktober 2020;

834.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 0884580168, atas nama HANDOKO SETIONO, Periode
3 Januari 2011 s.d. 15 Oktober 2020;

835.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 5200188618, atas nama HANDOKO SETIONO, Periode
15 Januari 2011 s.d. 25 September 2020;

836.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 5200161531, atas nama MELIA BOENTARAN, Periode
21 Januari 2011 s.d. 22 Oktober 2020;

837.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 5200282801, atas nama MELIA BOENTARAN, Periode
28 Oktober 2013 s.d. 16 Oktober 2020;

838.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 5200300060, atas nama MELIA BOENTARAN, Periode
21 Juli 2011 s.d. 22 Oktober 2020;

839.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 5200595965, atas nama MELIA BOENTARAN, Periode
24 Juni 2019 s.d. 30 September 2020;

840.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 4681070693, atas nama BOEN MELIA BOENTARAN,
Periode 03 Januari 2011 s.d.15 Juni 2012;

841.

1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening BCA dengan nomor
rekening 5200143657, atas nama MELIA BOENTARAN, Periode
4 Januari 2011 s.d. 12 Mei 2016;
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842. |1 (satu) bundel co PT. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Arta Niaga Nusantara
berkedudukan di Surabaya Nomor 01 tanggal 04 Januari 2021;

843. |1 (satu) bundel Rekening Koran bank BRI, dengan nomor
rekening 018901002912532 a.n. PESTARIAN HOTMATILLA,
periode 01/11/14 s/d 01/05/15;

844. |1 (satu) bundel Rekening Koran bank Mandiri, dengan nomor
rekening 1080011527612 a.n. MUHAMMAD YUSUF, periode 1-
Apr-2014 s/d 31-Oct-2014;

845. | 1 (satu) bundel Rekening Koran bank Mandiri, dengan nomor
rekening 9000026965591 a.n. DARUL ASIKIN, periode 10-Oct-
2014 s/d 31-Des-2015;

846. |1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 36 dengan
RUDY EFFENDI, S.H. sebagai Notaris Surabaya;

847. |1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.

1263 Propinsi Jawa Timur Kotamadya Surabaya Kecamatan

Sukolilo Kelurahan Klampis Ngasem;

848. | 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.
1264 Propinsi Jawa Timur Kotamadya Surabaya Kecamatan

Sukolilo Kelurahan Klampis Ngasem;

849. |1 (satu) lembar print out warna Surat dari Bank BJB Cab.
Surabaya Nomor: 9/SUY-OKR/LUNAS/KOM/2020  perihal
Keterangan Pelunasan Kredit tertanggal 04 Januari 2019;

850. |1 (satu) lembar print out warna Surat dari bank BJB Cab.
Surabaya Nomor: 068/SUY-OKR/EKS/2020 perihal Roya Hak
tanggungan tertanggal 04 Januari 2019;

851. |1 (satu) lembar print out warna Surat dari bank BJB Cab.
Surabaya Nomor: 1034/SUY-OKR/EKS/2019 perihal Roya Hak
tanggungan tertanggal 20 Agustus 2019;

852. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Unit Apartemen Graha
Golf Tower Alexa, Lantai 1, Unit 106, atas nama HANDOKO
SETIONO;
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853. |1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepada PT. Sinar Cemerlang
Gemilang dari Handoko Setiono, tertanggal 22 April 2016;

854. | 1 (satu) lembar fofocopy Surat Pesanan Unit Apartemen Graha
Golf Tower Alexa, Lantai 1, Unit 106, atas nama PT. Handaya
Citraniaga;

855. | 1 (satu) bundel fotocopy Perincian pembayaran Unit Apartemen
Graha Golf Tower Alexa, Lantai 1, Unit 106;

856. | 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank CIMB atas nama
Sumber Karya dengan Nomor Rekening 9510100222009 periode
Jul-Des 2015;

857. | Buku Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

858. | Buku Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
859. |1 (satu) bundel Rekening koran PT. Bank China Construction
Bank Indonesia (CCBI) Nomor Rekening 1001875066 atas nama
MELIA BOENTARAN periode 17 April 2014 s/d 11 Januari 2021;

860. |1 (satu) bundel Rekening koran PT. Bank China Construction
Bank Indonesia (CCBI) Nomor Rekening 1001875888 atas nama
PT. Arta Niaga Nusantara periode 17 April 2014 s/d 17 Desember
2020;

861. | 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran oleh MELIA BOENTARAN
kepada PT. Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI)
pada Nomor Rekening 1001875066 atas nama MELIA
BOENTARAN periode tahun 2014 s/d tahun 2020;

862. | 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran oleh PT. ANN kepada PT.
Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI) pada Nomor
Rekening 1001875888 atas nama PT. Arta Niaga Nusantara
periode tahun 2014 s/d tahun 2020;

863. | 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Buku Tanah, Hak Milik, Nomor

2478, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
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864. | 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Buku Tanah, Hak Milik, Nomor
2479, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

865. | 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Buku Tanah, Hak Milik, Nomor
2480, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

866. | 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Buku Tanah, Hak Milik, Nomor
2481, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

867. | 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Buku Tanah, Hak Milik, Nomor
2482, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

868. | 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Nomor: 900/KEU/PPKD/173 tanggal 27 Desember
2011, Hal: Pembukaan Rekening Cadangan Pemerintah

Kabupaten Bengkalis;

869. |1 (satu) lembar Surat Perintah Pembukaan Rekening Dana
Cadangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 900/KEU/
PPKD/02 tanggal 28 Desember 2011;

870. |1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor:
900/KEU/PPKD/02 tanggal 21 Juni 2013 beserta lampiran Nota
Debet Bank Riau Kepri No. Rekening 108-02-00180 Nama
Rekening: Rekening Kas Umum Daerah Kab. Bengkalis tanggal
25-Jun-13 sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah);

871. | 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Bank Riau cabang
Bengkalis atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis No.
Rekening 10-83-00001-7 tanggal 25 Juni 2013 dengan jangka
waktu 1 bulan (jatuh tempo 25 Juli 2013) sejumlah
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) beserta Nota
Debet Bank Riau Kepri No. rekening 108.02.12345, Nama

rekening: Dana Cadangan Pemerintah Kab. Bengkalis tanggal
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25-Jun-13;

872.

1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Nomor: 900/KEU/PPKD-BUD/97 tanggal 18 Desember
2013 beserta lampiran Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri
Cabang Bengkalis ke No. Rekening: 108.02.12345, Nama: Dana
Cadangan Pemerintah Kab. Bengkalis tanggal 27 Des 2013
sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

873.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor:
900/KEU/PPKD/05 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran
Nota Debet Bank Riau Kepri No. Rekening 1080212345 Nama
Rekening: Dana Cadangan Pemerintah Kab. Bengkalis tanggal
30 Des 2013 sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar
rupiah);

874.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor:
900/KEU/PPKD/07 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran
Nota Debet Bank Riau Kepri No. Rekening 1080200180 Nama
Rekening: Rekening Kas Umum Daerah Kab. Bengkalis tanggal
31-Des-2013 sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar
rupiah);

875.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor:
900/KEU/PPKD-BUD/01 tanggal 27 Januari 2014 beserta
lampiran Nota Debet Bank Riau Kepri No. Rekening 108-02-
12345 Nama Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kab.
Bengkalis tanggal 30-Jan-2014 sejumlah Rp500.000.000.000,00
(lima ratus miliar rupiah), Formulir Kiriman Uang dan
Pemindahbukuan Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis tanggal 30-
Jan-14, dan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 573/KPTS/XII/
2013 tanggal 23 Desember 2013;

876.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor:
900/KEU/PPKD/Q7 tanggal 29 Desember 2014 beserta lampiran
Nota Debet Bank Riau Kepri No. Rekening 108-02-12345 Nama

Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kab. Bengkalis tanggal
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30-Jan-2014 sejumlah Rp160.618.859.940,00 (seratus enam
puluh miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus lima

puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

877. |1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor:
900/KEU/PPKD/02 tanggal 03 Februari 2015;
878. |1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Bank Riau cabang

Bengkalis atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis No.
Rekening 10-83-00002-7 tanggal 05 Februari 2015 dengan
jangka waktu 1 bulan (jatuh tempo 05 Maret 2015) sejumlah
Rp307.788.374.800,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus delapan
puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus

rupiah);

879. | 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bengkalis Nomor: 900/KEU/PPKD/61 tanggal 14 Desember 2015
Hal: Pencairan Deposito beserta lampiran Bukti Pencairan
No.rekening 108.30.00027 Nama pemilik rekening: Pemerintah
Kab. Bengkalis tanggal 14/12/15 sejumlah
Rp307.788.374.800,00;

880. |1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor:
900/KEU/PPKD/10 tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran
Nota Debet Bank Riau Kepri No. Rekening 108-02-12345 Nama
Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kab. Bengkalis tanggal 21
Desember 2015 sejumlah Rp307.788.374.800,00 (tiga ratus tujuh
miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh

empat ribu delapan ratus rupiah);

881. |1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindahbukuan Nomor:
900/KEU/PPKD/11 tanggal 30 Desember 2015 beserta lampiran
Nota Debet Bank Riau Kepri No. Rekening 108-02-12345 Nama
Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kab. Bengkalis tanggal 30
Desember 2015 sejumlah Rp567.216.727.946,00 (lima ratus
enam puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua

puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 139 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139



882.

1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 487/KPTS/
XI1/2014 tanggal 29 Desember 2014;

883.

1 (satu) lembar print out Perincian Tunggakan dan Denda Unit
Apartemen Graha Golf Tower Alexa, Unit 106, atas nama PT.
Handaya Citraniaga;

884.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 22 Juni 2013 dengan jumlah 499.750.000 dan 1 lembar
fotokopi buku tabungan;

885.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 29 Oktober 2013 dengan jumlah 499.725.000 dan 1
lembar fotokopi buku tabungan;

886.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 2 Desember 2013 dengan jumlah 298.125.000 dan 1

lembar fotokopi buku tabungan;

887.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 2 Desember 2013 dengan jumlah 380.000.000 dan 1

lembar fotokopi buku tabungan;

888.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 7 Januari 2014 dengan jumlah 949.560.320 dan 1 lembar
fotokopi buku tabungan;

889.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 7 Januari 2014 dengan jumlah 1.414.261.500 dan 2

lembar fotokopi buku tabungan;

890.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 10 Januari 2014 dengan jumlah 1.937.000.000 dan 1

lembar fotokopi buku tabungan;

891.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 20 Januari 2014 dengan jumlah 956.500.000 dan 1

lembar fotokopi buku tabungan;

892.

1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 2 September 2014 dengan jumlah 203.310.250 dan 1
lembar fotokopi buku tabungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Halaman 140 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

893. |1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 25 September 2014 dengan jumlah 120.796.000 dan 1

lembar fotokopi buku tabungan;

894. | 1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 14 Januari 2015 dengan jumlah 2.525.000.000 dan 2
lembar fotokopi buku tabungan;

895. |1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 31 Maret 2015 dengan jumlah 655.500.000 dan 1 lembar
fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. Tri

Tunggal Devalas;

896. |1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 2 April 2015 dengan jumlah 443.360.000 dan 1 lembar
fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. Tri

Tunggal Devalas;

897. |1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 9 April 2015 dengan jumlah 499.987.310 dan 1 lembar
fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. Tri

Tunggal Devalas;

898. |1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 1 Juli 2015 dengan jumlah 999.980.885 dan 1 lembar
fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. Tri

Tunggal Devalas;

899. |1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 3 Juli 2015 dengan jumlah 180.225.000 dan 1 lembar
fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. Tri

Tunggal Devalas;

900. |1 (satu) bundel Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 27 Juli 2015 dengan jumlah 845.744.900

901. |1 (satu) lembar Nota Penjualan Tri Tunggal Money Changer
tanggal 23 Maret 2016 dengan jumlah 48.500.000 dan 1 lembar
fotokopi rekening koran BCA No. Rek 0703037965 a.n. PT. Tri

Tunggal Devalas;
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902. |1 (satu) lembar fofocopy dokumen Laporan Tunggakan Pinjaman
Bank CCB Indonesia, Tbk, Kode Cabang: ID0010034 - KCP
Darmo Square tanggal 30 Mar 2021 / 08:16:10, Mata Uang:
(Semua), Produk: (Semua), Halaman: 1 atas nama MELIA
BOENTARAN dengan Grand Total sebesar 14.250.846.599;

903. | 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Laporan Tunggakan Pinjaman
Bank CCB Indonesia, Tbk, Kode Cabang: ID0010034 - KCP
Darmo Square tanggal 30 Mar 2021 / 08:16:10, Mata Uang:
(Semua), Produk: (Semua), Halaman: 1 atas nama Arta Niaga
Nusantara PT. dengan Grand Total sebesar 23.416.627.444;

904. | 1 (satu) bundel print out dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak)
Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor
12.01.22.01.3.02797;

905. | 1 (satu) bundel print out dokumen Sertipikat (Tanda Bukti Hak)
Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor
12.01.22.01.3.02807;

906. |1 (satu) bundel print out dokumen Sertipikat Hak Tanggungan
Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il Nomor 12.39.0000.6.03165;
907. | 1 (satu) bundel print out dokumen Sertipikat Hak Tanggungan
Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il Nomor 12.39.0000.6.05330;
908. |1 (satu) bundel print out Rekening Nomor 1001875888 a.n. Arta
Niaga Nusantara PT. pada cabang ID0010034 KC DARMO SQR
SURABAYA periode tahun 2014 s.d. 2020;

909. |1 (satu) bundel print out Rekening Nomor 1001875066 a.n.
MELIA BOENTARAN pada cabang 1D0010034 KC DARMO SQR
SURABAYA periode tahun 2014 s.d. 2020;

910. | 1 (satu) bundel copy Rekap transaksi PT. Arta Niaga Nusantara

tahun 2014,

911. | 1 (satu) bundel copy Rekap transaksi PT. Arta Niaga Nusantara
tahun 2015;

912. | 1 (satu) bundel copy Rekap transaksi PT. Arta Niaga Nusantara
tahun 2016;
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913. | 1 (satu) bundel copy Rekap transaksi PT. Arta Niaga Nusantara

tahun 2017;

914. | 1 (satu) bundel copy Rekap transaksi PT. Arta Niaga Nusantara
tahun 2018;

915. | 1 (satu) bundel copy Rekap transaksi PT. Arta Niaga Nusantara
tahun 2019;

916. | 1 (satu) bundel copy Rekap transaksi PT. Arta Niaga Nusantara
tahun 2020;

917. |1 (satu) bundel print out Rekening Nomor 1000980688 a.n.
Handaya Citraniaga PT. pada cabang ID0010034 KC DARMO
SQR SURABAYA periode tahun 2013 s.d. Maret 2021;

918. | 1 (satu) bundel print out Copy of Invoice kamar Menara Peninsula
Hotel a.n. HERLIYAN SALEH melalui Kaha Tour & Travel pada
tanggal 27-01-13, 16-02-13, 20-03-13, 10-06-13, 02-11-13, 03-
08-14, 23-10-14, 02-02-15;

919. | 1 (satu) bundel print out Copy of Invoice kamar Menara Peninsula
Hotel a.n. HERLIYAN SALEH pada tanggal 08-12-13, 10-02-14,
20-06-14, 22-09-14, 23-09-14, 26-09-14, 17-11-14, 03-05-15, 02-
06-15;

920. | 1 (satu) bundel print out Copy of Invoice kamar Menara Peninsula
Hotel a.n. SYARIFUDDIN melalui Kaha Tour & Travel tanggal 25-
07-13 (kamar 1202, 1316, 1216, 2014, 1209, 1215);

921. | 1 (satu) bundel print out Copy of Invoice kamar Menara Peninsula
Hotel a.n. RIBUT SUSANTO melalui Kaha Tour & Travel pada
tanggal 17-05-14, 22-07-15, 09-08-15, 20-09-15;

922. | 1 (satu) bundel print out Copy of Invoice kamar Menara Peninsula
Hotel a.n. HERLIYAN SALEH melalui Traveloka.com pada
tanggal 23-06-15, 24-06-15, 05-07-15, 23-07-15, 06-05-15, 02-
06-15, 04-06-15, 18-06-15, 24-07-15, dan 12-02-16;

923. | 1 (satu) lembar print out Copy of Invoice kamar Menara Peninsula
Hotel a.n. HERLIYAN SALEH melalui Jasri Amin pada tanggal
22-09-14 s/d 24-09-14;
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924. | 1 (satu) lembar print out Copy of Invoice kamar Menara Peninsula
Hotel a.n. HERLIYAN SALEH melalui Expedia pada tanggal 02-
03-15 s/d 03-03-15;

925. | 1 (satu) lembar print out Copy of Invoice kamar Menara Peninsula
Hotel a.n. HERLIYAN SALEH melalui Agoda.com pada tanggal
03-05-15;

926. | 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli 100C5KIJVI16
PT. Handaya Citraniaga & PT. Grahabuana Cikarang (Kavling
Industri/ C5);

927. | 1 (satu) lembar Perincian atas nama PT. Handaya Citraniaga;
Type: Kav Industri; Alamat: KIJ tahap 6 blok C5; Luas Tanah:
3.367 m2; Harga Jual+PPN: Rp9.259.250.000 yang dibuat oleh
NURJATY (Collection PT. Grahabuana Cikarang) dan diketahui
oleh SEVERINA LESTARI (Keuangan PT. Grahabuana
Cikarang);

928. |1 (satu) bundel Proforma Invoice Nomor 472/Bill-
Coll/HC/X11/2016; Nama: PT. Handaya Citraniaga, AlLamat:
Kawasan Industri Jababeka Tahap 6 Kav C5 Cikarang-Bekasi,

tanggal 6 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SUYATNI
(Billing & Collection Manager);

929. |1 (satu) bundel Rekening koran Bank OCBC NISP Nomor
Rekening 101010730015 atas nama PT. Graha Buana Cikarang
periode 23 Desember 2015 s/d 23 Desember 2016;

930. | 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening:
156-00-0141838-5 atas nama PT. Graha Buana Cikarang periode
21 Maret 2017 s/d 24 Maret 2017;

931. | 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Permata; Periode Laporan
01 Juni 2016-30 Juni 2016; tanggal Laporan: 01 Juli 2016; No.
CIF: K541678;

932. |1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-
7487 HT.01.01.Th.93 tanggal 23 Agustus 1993 vyang

Memutuskan; Memberikan persetujuan atas akta pendirian
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Perseroan Terbatas PT. Handaya Citraniaga, NPWP:
1.599.783.6-606, beserta lampiran;

933. | 1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening

Giro Bank BCA atas nama PT. Handaya Citraniaga dengan
Nomor Rekening 5200871288 periode 30 Juni 2016 s/d 31
Desember 2020;

934. |1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening

Bank BCA atas nama PT. Handaya Citraniaga dengan Nomor
Rekening 5200871288 periode 31 Agustus 2013 s/d 30 Juni
2016, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama

pemohon PT. Handaya Citraniaga;

935. | 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 60 pada
tanggal pada tanggal 15 Juli 2010;

936. |1 (satu) bundel copy dokumen Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor: 2059/PPK/5200/2011 tanggal 13 Juli 2011;

937. |1 (satu) bundel copy dokumen Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor: 2167/PPK/5200/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
938. |1 (satu) bundel copy dokumen Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor:0351/PPK/5200/2013 tanggal 14 Februari 2013;
939. |1 (satu) bundel copy dokumen perubahan Perjanjian Kredit
Nomor:3395/PPK/5200/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
940. |1 (satu) bundel copy dokumen perubahan Perjanjian Kredit
Nomor:3060/PPK/5200/2014 tanggal 08 Agustus 2014;
941. |1 (satu) bundel copy dokumen Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor: 3140/PPK/5200/2015 tanggal 18 Agustus 2015;

942. |1 (satu) bundel copy dokumen perubahan Perjanjian Kredit
Nomor: 2546/PPK/5200/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
943. |1 (satu) bundel copy dokumen perubahan Perjanjian Kredit
Nomor: 2689/PPK/5200/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
944. |1 (satu) bundel copy dokumen perubahan Perjanjian Kredit
Nomor: 0272/PPK/5200/2019 tanggal 22 Januari 2019;

945. |1 (satu) bundel copy dokumen Perubahan Perjanjian Kredit
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Nomor: 2273/PPK/5200/2019 tanggal 24 Juli 2019;

946. |1 (satu) bundel copy dokumen Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor: 0211/PPK/KW3/2021 tanggal 26 Januari 2021

947. | 1 (satu) lembar print out Eksposur kredit (Per Debitur), pada

tanggal 1 April 2021, Nama debitur Arta Niaga Nusantara PT,
Susunan pengurus VANIA SETIONO (KOMISARIS) dan MELIA
BOENTARAN (DIREKTUR);

948. |1 (satu) bundel copy sertifikat Hak Milik nomor 838 a.n.
HANDOKO SETIONO seluas 60 M2 yang terletak di komplek

ruko klampis megah B-9, kelurahan Klampisngasem, Kecamatan

Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

949. | 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor
284/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

950. |1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening

Giro Bank BCA atas nama PT. Arta Niaga Nusantara dengan
Nomor Rekening 5200201568 periode 30 Juni 2016 s/d 29
Februari 2020;

951. | 1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening

Giro Bank BCA atas nama PT. Arta Niaga Nusantara dengan
Nomor Rekening 5200720808 periode 17 Januari 2019 s/d 31
Desember 2020;

952. | 1 (satu) bundel print out legalisir Laporan Transaksi Rekening

Giro Bank BCA dengan nomor rekening 5200300060, atas nama
MELIA BOENTARAN, Periode 30 Juni 2016 s.d. 31 Desember
2020;

953. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor
1420007288581 a.n. MELIA BOENTARAN periode 31/Dec/2010
s/d 31/Mar/2019 dan periode 06-04-2019 s/d 12-10-2020;

954. |1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri nomor
1420011478640 a.n. Arta Niaga Nusantara periode 31/Aug/2013
s/d 30/Jun/2016;

955. | 1 (satu) bundel print out rekening koran China Construction Bank
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Indonesia nomor 1001875066 cabang ID0010034 KC DARMO
SQR SURABAYA a.n. MELIA BOENTARAN periode 17-Apr-14
s/d 26-Oct-20;

956. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin KCP HR
Muhammad nomor 4472018008 a.n. MELIA BOENTARAN
periode 15.04.16 s/d 16.11.20;

957. | 1 (satu) bundel print out rekening Giro Bank BCA KCP Klampis
nomor 5200201568 a.n. Arta Niaga Nusantara PT. periode 31-08-
13 s/d 30-06-16;

958. | 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BTN Cabang
Surabaya nomor 0000000201501464206 a.n. HANDOKO
SETIONO periode 1/01/01 - 27/10/20;

959. | 1 (satu) bundel print out Saving Account Statement Bank Bukopin
No. tabungan 3701005889 a.n. HANDOKO SETIONO periode
Januari 2011 - Desember 2012 dan periode Januari 2014 -
Oktober 2020;

960. | 2 (dua) lembar print out rekening koran China Construction Bank
Indonesia nomor 1000176032 cabang ID0010034 KC DARMO
SQR SURABAYA a.n. HANDOKO SETIONO periode 31-Jul-11
s/d 01-Dec-13;

961. | 1 (satu) bundel print out rekening koran China Construction Bank
Indonesia nomor 1000225416 cabang ID0010034 KC DARMO
SQR SURABAYA a.n. HANDOKO SETIONO periode 01 Januari
2011 - 31 Desember 2015;

962. | 1 (satu) bundel print out rekening koran China Construction Bank
Indonesia nomor 1002882187 cabang |ID0010034 KC DARMO
SQR SURABAYA a.n. HANDOKO SETIONO periode 22-May-15
s/d 05-Nov-20;

963. |1 (satu) bundel print out rekening koran Bank MNC Cabang
Surabaya-Kertajaya nomor 201-01-000022668-4 a.n. HANDOKO
SETIONO periode 8/02/08 s/d 2/11/20;

964. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank OCBC NISP nomor
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558810022290 a.n. HANDOKO SETIONO periode 01-Apr-2014
s/d 25-Oct-2020;

965.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank OCBC NISP nomor
558810058815 a.n. HANDOKO SETIONO periode 01-Aug-2015
s/d 25-Oct-2020;

966.

1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin KCP HR
Muhammad nomor 4472019888 a.n. HANDOKO SETIONO
periode 15.04.16 s/d 16.11.20;

967.

1 (satu) bundel print out rekening Giro IDR Bank Panin KCP HR
Muhammad nomor 4475001899 a.n. HANDOKO SETIONO
periode 1.01.11 s/d 1.10.20;

968.

1 (satu) bundel print out rekening Pan Dollar Bank Panin KCP
A.R Hakim nomor 4104002057 a.n. HANDOKO SETIONO
periode 1.01.11 s/d 31.10.20;

969.

1 (satu) bundel print out rekening Tabungan BSM KC Surabaya
Darmo nomor 7001159504 a.n. HANDOKO SETIONO periode
2012 - 2014 dan periode 2016 — 2020;

970.

1 (satu) bundel print out Tagihan Visa Platinum Bank UOB nomor
kartu 4219-2020-0031-3438 a.n. HANDOKO SETIONO periode
Jan 2011 s/d Jul 2016;

971.

1 (satu) lembar print out rekap rekening Bank Commonwealth
cabang Panglima Sudirman Surabaya a.n. HANDOKO SETIONO
nomor CIF 00170154;

972.

1 (satu) lembar print out rekening AUD (Australian Dollar) Bank
Commonwealth cabang Panglima Sudirman Surabaya a.n.
HANDOKO SETIONO nomor CIF 00170154 nomor rekening
1004228569 periode tahun 2015;

973.

1 (satu) lembar print out rekening AUD (Australian Dollar) Bank
Commonwealth cabang Panglima Sudirman Surabaya a.n.
HANDOKO SETIONO nomor CIF 00170154 nomor rekening
2500001076 periode 30/7/2015 s/d 31/10/2017;

974.

1 (satu) bundel print out rekening IDR Bank Commonwealth
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cabang Panglima Sudirman Surabaya a.n. HANDOKO SETIONO
nomor CIF 00170154 nomor rekening 2500001075 periode
6/7/2015 s/d 27/10/2020;

975. | 1 (satu) bundel print out rekening IDR Bank Commonwealth
cabang Panglima Sudirman Surabaya a.n. HANDOKO SETIONO
nomor CIF 00170154 nomor rekening 1066902188 periode
1/5/2015 s/d 27/10/2020;

976. |1 (satu) bundel print out rekening USD Bank Commonwealth
cabang Panglima Sudirman Surabaya a.n. HANDOKO SETIONO
nomor CIF 00170154 nomor rekening 1066901582 periode
1/5/2015 s/d 27/10/2020;

977. | 1 (satu) lembar print out rekening AUD (Australian Dollar) Bank

Commonwealth cabang Panglima Sudirman Surabaya a.n.
HANDOKO SETIONO nomor CslF 00170154 nomor rekening
1066901683 periode 1/5/2015 s/d 31/10/2017;

Barang bukti nomor urut 1 s/d 977, dikembalikan kepada Penuntut Umum

untuk dipergunakan dalama perkara lain ;

978. | Uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang
telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Nomor Rek: 0378
01000168 30 6 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta
rupiah) atas nama penyetor H. MALIKI;

979. | Uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 1
(satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 18
September 2017 ke Nomor Rekening 0378-01-000168-30-8,
Nama: KPK, Penyetor: SYARIFUDDIN, Ket: Pengembalian uang

perkara Bengkalis;

Barang bukti nomor urut 978 s/d 979, telah dipertimbangkan dan diputus
dalam perkara atas nama Terdakwa MAKMUR alias AAN;
980. | Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta

1 (satu) lembar print out formulir multi pembayaran Bank Mandiri

Branch Pekanbaru Sudirman Atas, tanggal 04 September 2018,
jam 1:45:50, penerima Nomor Rek: 88812011809020013, atas
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nama KPK, untuk setoran uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), penyetor atas nama ARDIANSYAH, Bengkalis,
08117065559, tujuan transaksi Pengembalian;

981.

Uang sejumlah Rp100,000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1
(satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri
tertanggal 17-10-2018; Nama Penerima: KPK-Perkara Bengkalis;
No. Pelanggan: 8881201809020013; Penyetor: ARDIANSYAH
ST.MT; No Telepon: 08117065559; Jumlah: Rp100.000.000,00;

Terbilang: seratus juta rupiah;

982.

Uang sejumlah Rp50,000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta
1 (satu) lembar tindisan formulir multi pembayaran Bank Mandiri
tertanggal 28-01-2019; Nama Penerima: KPK-Perkara Bengkalis;
No. Pelanggan: 8881201809020013; Penyetor: ARDIANSYAH
ST.MT; No Telepon: 08117065559; Jumlah: Rp50,000.000,00;
Terbilang: lima puluh juta rupiah;

Barang bukti nomor urut 980 s/d 982, telah dipertimbangkan dan diputus
dalam perkara atas nama Terdakwa AMRIL MUKMININ;

983.

Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
beserta 1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:07; No. Rekord
1859; Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama
Penerima: Rek KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah Rp9.000.000,00;

984.

Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) beserta
1 (satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:09; No. Rekord 1867;
Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek
KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah Rp8.000.000,00;

985.

Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1
(satu) lembar resi ATM BNI 19/02/19 12:10; No. Rekord 1870;
Nama Pengirim: Bpk MUHAMMAD NASIR; Nama Penerima: Rek
KPK-Perkara Bengkalis; Jumlah Rp1.000.000,00;

Barang bukti nomor urut 983 s/d 985, telah dipertimbangkan dan diputus
dalam perkara atas nama Terdakwa MAKMUR alias AAN;
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986. |1 (satu) lembar tindisan setoran tunai Bank BNI tanggal 20
September 2018 disetor ke nomor rekening 8844201809020013
a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis sejumlah Rp19.500.000,00
(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), penyetor MALIKI,
Berita 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis;

987. | 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai tanggal 20 September 2018
disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-
Perkara Bengkalis sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta
lima ratus ribu rupiah), penyetor EDI KURNIAWAN, KTP
1403021606820001, Berita 8844201809020013 a.n. Rek KPK-
Perkara Bengkalis;

988. | Uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar
slip setoran Bank Mandiri, atas nama penyetor ADY CHANDRA

ke rekening KPK dengan nomor virtual account
8881201809020013;

989. |1 (satu) Ilembar tindisan formulir kiriman wuang dan

pemindahbukuan tanggal 24 September 2018 nama pengirim
ISLAM ISKANDAR, dari nomor rekening 1082114376 disetor ke
nomor rekening 8844201809020013 a.n. Rek KPK-Perkara
Bengkalis sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh
dua juta rupiah), KTP 1403012607710002;

Barang bukti nomor urut 986 s/d 989, dirampas untuk Negara;

990. | Uang tunai sejumlah Rp300,000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
dan beserta satu lembar asli formulir pembayaran beserta
tindasan Bank Mandiri tertanggal 09/07/2019, Penerima: KPK No.
Rekening: 8881201809020013; Penyetor: ARDIANSYAH ST,
PKU, 08117065559; Tujuan Transaksi: Rek KPK — Perkara
Bengkalis; Jumlah Rp300,000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

991. | Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah);

992. | Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Barang bukti nomor urut 990 s/d 992, telah dipertimbangkan dan diputus
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dalam perkara atas nama Terdakwa AMRIL MUKMININ;
993. | Uang Tunai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta
rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli formulir multi pembayaran

(multi payment form) Bank Mandiri tanggal 02/09/19 Dengan
penerima KPK, nomor rekening: 8881201809020013, dengan
penyetor: ARDIANSYAH ST.MT. dengan jumlah:
Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

994. | Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

995. | 1 (satu) lembar Tindasan Setoran Tunai BNI, tanggal 10/04/2019,
Nomor Rekening Penerima 8844 2018 0902 0013, atas nama
Rek KPK-Perkara Bengkalis, IDR Rp6.000.000,00 (enam juta
rupiah), Penyetor: MALIKI;

996. | Uang yang sejumlah Rp16.000.000,00 yang disetorkan ke Bank
BNI No. Rekening 884420180920013 a.n. Rek KPK-Perkara
Bengkalis;

997. | Slip SETORAN TUNAI Bank BNI sejumlah Rp16.000.000,00
yang disetorkan ke Bank BNI No. Rekening 884420180920013
a.n. Rek KPK-Perkara Bengkalis;

998. | Uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
beserta 1 lebar asli tindisan setoran tunai Bank BNI tanggal
11/12/2019 IDR Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) a.n.
MALIKI ke Rekening BNI 8844201809020013 Rek KPK-Perkara
Bengkalis;

999. | Uang yang sejumlah Rp10.000.000,00 yang disetorkan ke Bank
BNI Rek Penampungan KPK — Perkara Bukit Batu Siak Kecil No.
Rekening: 8844202009020030;

1000. | 1 (satu) lembar Resi (print out dan fotokopi) No. 206692 tanggal
06/08/20 Jam 15:13:12 transfer antar Bank ATM 10802 — KTR
BUPATI BKS BANK RIAU KEPRI sejumlah Uang
Rp10.000.000,00 vyang disetorkan ke Bank BNI Rek
Penampungan KPK - Perkara Bukit Batu Siak Kecil No.
Rekening: 8844202009020030, Nama Pengirim Islam Iskandar,
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Bank Asal Riau Kepri;

1001. | Uang yang sejumlah Rp6.000.000,00 yang disetorkan ke Bank
BNI Rek Penampungan KPK — Perkara Bukit Batu Siak Kecil No.
Rekening: 8844202009020030;

1002. | 1 (satu) lembar Resi (print out dan fotokopi) No. 097344 tanggal
01/10/20 Jam 20:58:28 transfer antar Bank ATM 10802 — KTR
BUPATI BKS BANK RIAU KEPRI sejumlah Uang Rp6.000.000,00
yang disetorkan ke Bank BNI Rek Penampungan KPK — Perkara
Bukit Batu Siak Kecil No. Rekening: 8844202009020030, Nama
Pengirim Islam Iskandar, Bank Asal Riau Kepri;

1003. | Uang yang sejumlah Rp10.000.000,00 yang disetorkan ke Bank
Mandiri Rek Penampungan KPK - Perkara Bengkalis No.
Rekening: 8881201809020013;

1004. | 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 09/30/19, terminal
S1ADKJH6 Lokasi PBR PB Rawamangun 01, Record No. 2069,
Transfer Rp10.000.000,00 dari Tabungan Rek. No.
10800050XXXXX ke REK KPK-PERKARA BENG No. Rek
8881201809020013;

1005. | Uang yang sejumlah Rp10.000.000,00 yang disetorkan ke Bank
Mandiri Rek Penampungan KPK - Perkara Bengkalis No.
Rekening: 8881201809020013;

1006. | 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 09/30/19, terminal
S1ADKJHG6 Lokasi PBR PB Rawamangun 01, Record No. 2071,
Transfer  Rp10.000.000,00 dari Tabungan Rek. No.
10800050XXXXX ke REK KPK-PERKARA BENG, Rek. No.
8881201809020013;

1007. | Uang yang sejumlah Rp10.000.000,00 yang disetorkan ke Bank
Mandiri Rek Penampungan KPK - Perkara Bengkalis No.
Rekening: 8881201809020013;

1008. | 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 03/06/20, terminal
S1AW1JR9 Lokasi BKN CB HARAPANRAYA 01, Record No.
2746, Transfer Rp10.000.000,00 dari Tabungan Rek. No.
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10800050XXXXX ke REK KPKPERKARA BENGK, Rek. No.
8881201809020013;

1009. | Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetorkan
ke Bank BNl Rek KPK-Perkara Bengkalis No. Rek
8844201809020013;

1010. | 1 (satu) lembar Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 07/12/19, IDR
Rp5.000.000,00 penyetor: YUDIANTO, Rek No.
1408120710700001, Berita 8844201809020013 Rek KPK-

Perkara Bengkalis;

1011. | Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disetorkan
ke Bank BNI Rek Penampungan KPK-Perkara Bukit Batu Siak
Kecil Nomor Rekening 8844202009020030;

1012. | 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM BRI tanggal 25 Sep 2020,
Bank: Bank Riau, Nama YUDIANTO, No Rek: 01082122313
Jumlah: Rp3.000.000,00, tujuan Rek Penampungan KPK -
Perkara, NoRek 8844202009020030;

1013. | Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disetorkan
ke Bank BNI Rek Penampungan KPK-Perkara Bukit Batu Siak
Kecil Nomor Rekening 8844202009020030;

1014. | 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM BRI tanggal 07 Dec 2020,
Bank: Bank Riau, Nama YUDIANTO, No Rek: 01082122313
Jumlah: Rp3.000.000,00, tujuan Rek Penampungan KPK -
Perkara, NoRek 8844202009020030;

1015. | Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disetorkan
ke Bank BNI Rek Penampungan KPK-Perkara Bukit Batu Siak
Kecil Nomor Rekening 8844202009020030;

1016. | 1 (satu) lembar tindisan SETORAN TUNAI Bank BNI sejumlah
Rp2.000.000,00, terbilang: dua juta rupiah, tertanggal 11/12/2020
pukul 09:34:33 dari Penyetor: MUHAMMAD RAFI yang
disetorkan ke Bank BNI No. Rekening 8844202009020030 a.n.
Rek. Penampungan KPK - Perkara Bukit Batu-Siak Kecil;

1017. | Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta yang
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disetorkan ke Bank BNI Rek Penampungan KPK-Perkara Bukit
Batu Siak Kecil Nomor Rekening 8844202009020030;

1018. | 1 (satu) lembar tindisan SETORAN TUNAI Bank BNI sejumlah
Rp2.000.000,00, terbilang: dua juta rupiah, tertanggal 11/12/2020
pukul 09:35:11 dari Penyetor: MUHAMMAD RAFI / SAFARI yang
disetorkan ke Bank BNI No. Rekening 8844202009020030 a.n.
Rek. Penampungan KPK - Perkara Bukit Batu-Siak Kecil;

1019. | Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta yang
disetorkan ke Bank BNI Rek Penampungan KPK-Perkara Bukit
Batu Siak Kecil Nomor Rekening 8844202009020030;

1020. | 1 (satu) lembar tindisan SETORAN TUNAI Bank BNI sejumlah
Rp2.000.000,00, terbilang: dua juta rupiah, tertanggal 11/12/2020
pukul 09:35:35 dari Penyetor: MUHAMMAD RAFI / AGUS
SYUKRI vyang disetorkan ke Bank BNI No. Rekening
8844202009020030 a.n. Rek. Penampungan KPK - Perkara Bukit
Batu-Siak Kecil;

1021. | Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang
disetorkan ke Bank BNI Rek Penampungan KPK - Perkara Bukit
Batu Siak Kecil Nomor Rekening 8844202009020030;

1022. | 1 (satu) lembar asli resi TRANSFER ANTAR BANK sejumlah
Rp4.000.000,00, tertanggal 22/01/21 pukul 22:08:21 di
ATM10802-KTR BUPATI BKS, transfer dari Bank Asal: Riau
Kepri, Nama Pengirim: ISLAM ISKANDAR ke Bank Tujuan: BNI,
Nama Rekening: Rek. Penampungan KPK, No. Rekening
8844202009020030;

1023. | Uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
yang disetorkan ke Bank BNI Rek KPK - Perkara Bengkalis
Nomor Rekening 8844201809020013;

1024. | 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Slip Setor Tunai Bank BNI
tanggal 14/03/2019, IDR 75.000.000,00 penyetor: TARMIZI, Rek
No. 8844201809020013, Rek KPK - Perkara Bengkalis;

1025. | Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetorkan
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ke Bank BNI Rek KPK - Perkara Bengkalis, nomor virtual account
8881201809020013;

1026. | 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri tanggal 18-02-2021 penyetor: ADY CANDRA jumlah
setoran: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), penerima: KPK —
Perkara Bengkalis, nomor virtual account 8881201809020013;
1027. | Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disetorkan
ke Bank BNI Rek Penampungan KPK - Perkara Bukit Batu Siak
Kecil Nomor Rekening 8844202009020030;

1028. | 1 (satu) lembar Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 23/02/2021,
IDR  2.000.000,00 penyetor: AGUS SH, Rek No.
8844202009020030, Rek Penampungan KPK - Perkara Bukit
Batu Siak Kecil;

Barang bukti nomor urut 993 s/d 1028, dirampas untuk Negara;

1029. | 1 (satu) unit tablet warna putih merek: Samsung, type: Galaxy
Tab S, Nomor Model: SM-T705, Nomor Serial: RF2F70K4ESY,
IMEI: 354204060373719, di dalamnya terdapat SIM Provider
Telkomsel dengan nomor kartu: 6210 0673 6212 8694 02 , Kartu
Memori Micro SD merek: Sandisk, Kapasitas: 16 GB dengan
nomor kode: 4265PGA01 OHX, dan cover warna hitam merek:
Samsung Galaxy Tab S;

1030. | 1 (Satu) media penyimpanan data digital Hard Disk merek
Seagate, Momentus 5400.5, ST9160310AS, S/n: 5SV42362,
kapasitas 160GB, yang diperoleh dari Laptop AXIO, Series:
NEON, MOdel: MNc, S/n: NK740SAC9A05865 dari Laptop Sdr.

Dian;

1031. | 1 (Satu) media penyimpanan data digital Hard Disk merek
Seagate, Baracuda 7200.12, ST3320418AS, S/n: 6VMBL6JW,
kapasitas 320GB, yang diperoleh Ruang Kadis PU, yang
digunakan oleh Staff Kadis PU;

1032. | 1 (Satu) media penyimpanan data digital FlashDisk USB, merek
HP, v210w USB Device Mass Storage, dengan S/N:
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0400000000011316 (USBDeview v1.05), kapasitas 8GB warna
silver. Bagian keuangan;

1033. | 1 (satu) unit Hardisk merek: Seagate Barracuda 7200.7, model:
ST340014A, S/N: 5JVPC2T5, kapasitas: 40 GB;

1034. | 1 (satu) media penyimpanan data digital DVD-R Verbatim warna
silver, S/n: MAPAO2RC25200566 5, kapasitas 4.7GB, dengan
tulisan tangan “Data Folder Downloads” yang ditandatangani oleh
Ratna Juwita, 9 Agutus 2017;

1035. | 1 (satu) unit handphone dengan merek: LENOVO, Nomor S/N:
HNCO8M7E (51), IMEI 1: 861101037027855, IME 2:
861101037027863, warna hitam yang di dalamnya terdapat kartu
SIM Telkomsel dengan nomor kode: 621005644279293101 dan
kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode: 621008696284725902,
Micro SD merek V-GEN: A 17892058 dan Softcasi bening;

1036. | 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim yang bertuliskan
2017.18-36 dengan nomor SN MFP682UL27153339 4;

1037. | 1 (satu) unit media penyimpanan data digital Hard Disk Eksternal
merek HP, SimpleSave Model No. hp sd320a P/N:
HPBAAC3200ABK-00 S/N: WX10A89F4986, kapasitas 297GB;
1038. | 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merek
Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N: B3127RE03220777LH, yang
bertuliskan Iva Mu’aliyah, 7 Mei 2018, beserta paraf;

1039. | 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, merek
Seagate, kapasitas 250 GB, S/N: 5VY8DLWE, model:
ST3250318AS;

1040. | 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merek
Verbatim, kapasitas 700 MB, S/N: C3127RE03231599LH, yang
bertuliskan Kristin W Rekapitulasi Pembelian, 07/05/2018,
beserta paraf;

1041. | 1 (satu) laptop, merek Apple, model A1286, S/N: W8933J627XJ,

dalam kondisi mati, tidak terdapat charger, dengan kondisi fisik

port lan bengkok, serta kondisi kedua sudut laptop dalam
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kedaaan penyok;

1042. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone merek: Apple,
Warna: Gold, Model: MG492LL/A, S/N: F1GP52SUG5MQ, IMEI:
358360069419360, yang di dalamnya terdapat kartu SIM
Operator: Telkomsel dengan No Kode: 6210 0665 4200 0028 00,
serta Back Cover warna hitam;

1043. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25174808 3, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD1-AGS-1-1, 30 Apr '15
— 31 Mei ’'15%;

1044. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100584 4, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD2-AGS-1-2, 1 Jun ’'15
— 26 Jun '157%

1045. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100710 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD3-GUN 1, 2 Feb ’15 —
31 Mar '15%;

1046. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25130324 1, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD4-HOB1-1, 27 Mar
15 - 15 Apr ’157;

1047. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100714 4, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD5-HOB1-2, 16 Apr '15
— 30 Apr ’15%;

1048. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA04RD24110720 1, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD6-HOB1-3, 1 Mei '15
— 31 Mei '157;

1049. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25173580 3, dengan tulisan
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"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD7-HOB1-4, 1 Jun 15
—30 Jun’15%

1050. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA04RD24110607 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD8-HOB1-5, 1 Jul '15 —
31 Jul’157;

1051. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25190812 3, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD9-HOB1-6, 1 Agu '15
—7 Sep ’'157;

1052. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100692 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD10-HOB2-1, 16 Apr
15— 30 Jun ’157;

1053. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100826 4, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD11-HOB2-2, 1 Jul '15
—31 Agu 157

1054. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25012441 2, dengan tulisan
’KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD12-HOB2-3, 1 Sep
15 — 31 Okt '157;

1055. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25093899 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD13-HOB2-4, 1 Nov
15 —-15 Nov '15”;

1056. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25063346 1, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD14-WYN1-1, 19 Feb
15— 6 Apr’15”;

1057. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25181005 4, dengan tulisan
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"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD15-WYN1-2, 7 Apr '15
— 30 Apr ’15%

1058. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25174801 2, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD16-WYN1-3, 1 Mei '15
— 25 Mei '157;

1059. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100827 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD17-WYN1-4, 26 Mei
’15- 30 Jun ’15%;

1060. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25141267 2, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD18-WYN1-5, 1 Jul '15
—25 Agu ’157;

1061. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA04RD23185045 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD19-WYN1-6, 26 Agu
15 - 30 Sep '157;

1062. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25040489 2, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD20-WYN1-7, 1 Okt ’15
— 15 Nov ’'157;

1063. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25121500 4, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD21-SUK1-1, 26 Mar
'15- 15 Apr ’15%;

1064. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD24225357 4, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD22-SUK1-2, 16 Apr
’15- 5 Mei 157

1065. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25003951 6, dengan tulisan
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"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD23-HRI 17;
1066. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25035529 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD24-HRI 17;
1067. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25153772 1, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD25-HSA1”;
1068. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD24224749 4, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD26-HSA2”;
1069. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25202526 1, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD27-HSA2”;
1070. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25131311 2, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD28-HSA2”;
1071. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100691 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD29-NAS2”;
1072. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25035759 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD30-NAS2”;
1073. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25131290 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD31-NAS2”;
1074. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25012436 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD32-NAS2”;
1075. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD24231556 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD33-NAS2”;
1076. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
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berwarna putih, SN: MAPA02RD25173714 1, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD34-NAS2”;

1077. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD24225236 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD35-NAS2”;

1078. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25202646 3, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD36-NAS2”;

1079. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25115912 4, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD37-NAS2”;

1080. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25010624 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD38-NAS2”;

1081. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD21553765 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD39-NAS2”;

1082. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA04RD2410491 1, dengan tulisan "KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD40-NAS1”;

1083. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25052997 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD41-NAS3”;

1084. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100589 3, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD42-JFA17;

1085. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25172590 5, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD43-MAL1”;

1086. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD24224627 2, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD44-MAL1”;
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1087. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25052997 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD44-HSA3”;

1088. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25012445 4, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD46-JDR11”;

1089. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25020828 3, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD47-JDR11, 1 Jun ’15-
18 Jun '15%;

1090. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25100600 2, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD48-JDR11, 8 Apr ’15-
20 Apr’157;

1091. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25052906 1, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD49-JDR11, 21 Apr
’15- 10 Mei ’15%;

1092. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25162394 1, dengan tulisan
’KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD50-JDR11, 11 Mei 15-
31 Mei 157

1093. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD24224493 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD51-RAS1”;

1094. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25013413 6, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD52-RAS1”;

1095. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25194091 2, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD53-RAS1”;

1096. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
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berwarna putih, SN: MAPA02RD25100723 1, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD54-RAS1”;

1097. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R,
berwarna putih, SN: MAPA02RD25200344 3, dengan tulisan
"KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi DVD55-RAS1”;

1098. | 1 (satu) buah USB berwarna hitam dan merah bertuliskan
SanDisk Cruzer Blade 8GB dengan seri SDCZ50-008G
B1180125682B yang berisi 1 (satu) softcopy folder dengan nama

“data untuk KPK”, yang berisikan:

a. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “Data duri timur”;

b. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “data lingkar barat duri”;

c. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “Data Lingkar bengkalis”;

d. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “FOTO lingkar Duri
BARAT DAN TIMUR?;

e. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “Pakning-siak kecil”;

1099. | 1 (satu) buah media penyimpanan jenis flashdisk berwarna hitam
dan bertuliskan hp 8GB, yang berisikan:
1 (satu) softcopy folder dengan nama “Access Log”;

1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 58161”;

1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 61161”;

)

)

1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 62161”;

1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 63161”;
)

1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 64161”;

S e e e oo

1100. (satu) buah media penyimpanan jenis flashdisk berwarna
merah dan bertuliskan Vandisk 4GB, yang berisikan 1 (satu)
softcopy folder dengan nama “yg kirim ke 2”, yang berisikan:

. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 58161”;

. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 611617;

a
b

c. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 62161”;
d. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 63161”;
e

. 1 (satu) softcopy folder dengan nama “paket 64161”;

1101. | Telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik

Halaman 164 dari 180 hal. Put. Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah DVD-R Verbatim yang didalamnya terdapat
data:

a. Folder BQ LINGKAR BARAT DURI;

b. Folder BQ LINGKAR TIMUR DURI;

c. Folder BQ DURI — SEI. PAKNING;

d. Folder BQ SIAK KECIL — BUKTI BATU;

e. Folder BQ BENGKALIS;

f. Folder BQ RUPAT Spesifikasi Umum dan Khusus untuk MY;
1102. | 1 (satu) buah USB berwarna merah/hitam bertuliskan SANDISK
16 GB dengan kode BL191126176Z yang berisi 20 (dua puluh)

Folder terkait dokumentasi berupa photo dan video Pekerjaan

dan Pemeliharaan Jalan Lingkar Bukit Batu — Siak Kecil;

Barang bukti nomor urut 1029 s/d 1102, dikembalikan kepada Penuntut

Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

1103. | 1 (satu) unit Apartement Grand Permata, Tower B Lantai 17
Nomor: 02 (1702) dengan luas: 139,98 M?;
Barang bukti nomor urut 1103, telah dipertimbangkan dan diputus dalam
perkara atas nama Terdakwa MAKMUR alias AAN;

1104. | 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada

di dalam Komplek Abinaya Residence Blok C No. 5 yang terletak
di Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau;

1105. | 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada
di dalam Komplek Abinaya Residence Blok F No. 5 yang terletak
di Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau;

1106. | 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa rumah yang berada
di dalam Komplek Abinaya Residence Blok | No. 10 yang terletak
di Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau;

Barang bukti nomor urut 1104 s/d 1106, dirampas untuk Negara;
1107. | Tanah seluas 44.077 M? yang terletak di Kelurahan Buruk Bakul,
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Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sesuai dengan
Surat Keterangan Tanah Nomor 1/2021 tanggal 10 Maret 2021;
1108. | Tanah seluas 24.342 M? yang terletak di Kelurahan Buruk Bakul,
Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sesuai dengan
Surat Keterangan Tanah Nomor 2/2021 tanggal 10 Maret 2021;
1109. | Tanah seluas 52.676 M? yang terletak di Kelurahan Buruk Bakul,
Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sesuai dengan
Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2021 tanggal 10 Maret 2021;
1110. | 1 bidang tanah seluas 14.590 M? yang terletak di Desa Buruk

Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis milik Melia
Boentaran, sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 13, Propinsi
Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Desa/Kel
Buruk Baku, NIB. 00005

1111. | 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M? yang terletak di Desa

Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis milik

Handoko Setiono, sesuai dengan buku tanah Hak Milik No. 14
Propinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu,
Desa/Kelurahan Buruk Bakul, NIB. 00006;

1112. | Apartemen Graha Golf Tower Alexa, Lantai 1, Unit 106, Pradah
Kali Kendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

1113. | Tanah yang terletak di Kavling Industri Blok C-5, Cikarang,
Jababeka;

Barang bukti nomor urut 1107 s/d 1113, dirampas untuk menutupi

hukuman tambahan pembayaran uang pengganti;

7. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PN Pbr tanggal
19 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN dan Terdakwa Il
HANDOKO SETIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
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bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam
dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN dan Terdakwa II.
HANDOKO SETIONO dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN dan Terdakwa Il
HANDOKO SETIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan
berlanjut” sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa |. MELIA BOENTARAN oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi
selama Terdakwa | berada dalam tahanan dan denda sejumlah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa |Il. HANDOKO SETIONO oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama
Terdakwa |l berada dalam tahanan dan denda sejumlah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan;

6. Menghukum Terdakwa | untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp10.504.483.239,43 (sepuluh miliar lima ratus empat juta empat ratus
delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah empat tiga
sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya
disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang
pengganti tersebut dengan ketentuan apabilaTerpidana tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
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9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1113,
selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

10. Barang bukti berupa:

1) Ruko Klampis Jaya No. B-9, Surabaya, atas nama Handoko Setiono;

2) Ruko Klampis Jaya No. 68, Surabaya, atas nama Handoko Setiono;

3) Ruko Klampis Jaya No. 70, Surabaya, atas nama Handoko Setiono;

4) Rumah Dharmahusada Permai DR 106, Surabaya, atas nama
Handoko Setiono;

5) Rumah Dharmahusada Permai DR 107, Surabaya, atas nama
Handoko Setiono;

6) Tanah Dharmahusada Blok U No. 110, Surabaya, atas nama
Handoko Setiono;

7) Rumah Villa Melati Mas C-2 No. 6, Serpong, Tangerang, atas nama
Handoko Setiono;

8) Tanah Margorejo Indah JI. Margorejo Indah D-523, dengan 6 SHM:
No. 2478,2479,2480,2481,2482,6652, atas nama Handoko Setiono;

9) Apartemen Thamrin Residence Tower E unit 37 EK atas nama
Handoko Setiono;

10) Tanah Citraland A4 No. 6, SHGB No. 495 atas nama PT. Subur
Hijau Jaya Makmur;

11) Rumah Mojokerto JI. Sawonggaling No. 1 Mojokerto dengan nomor
Seritifkat Kantor Pertanahan Kota Mojokerto No.
12.02.02.04.1.00600 atas nama Handoko Setiono;

12) Tanah Pakuwon City Westwood Villa A1-35 dengan luas (450 m?)
atas nama Handoko Setiono;

Diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokirnya;

11. Membebankan kepada Terdakwa | dan Terdakwa |l membayar biaya
perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus

rupiah);
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Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT. PBR
tanggal 21 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

e Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;

e Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2021 Nomor
25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut,
sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I.
MELIA BOENTARAN, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN dan Terdakwa II.
HANDOKO SETIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam
dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN dan Terdakwa IlI.
HANDOKO SETIONO dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN dan Terdakwa II.
HANDOKO SETIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama
dan berlanjut” sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa |. MELIA BOENTARAN oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama
3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Il. HANDOKO SETIONO oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama
3 (tiga) bulan;

6. Menghukum Terdakwa | untuk membayar uang pengganti sebesar

Rp10.504.483.239,43 (sepuluh miliar lima ratus empat juta empat
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ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah
empat tiga sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta
bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk
menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila
Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka
dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1113,
selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
25/PID.SUS-TPK/2021/PN Pbr tanggal 19 Oktober 2021;

10. Barang bukti berupa:

1) Ruko Klampis Jaya No. B-9, Surabaya, atas nama Handoko
Setiono;

2) Ruko Klampis Jaya No. 68, Surabaya, atas nama Handoko
Setiono;

3) Ruko Klampis Jaya No. 70, Surabaya, atas nama Handoko
Setiono;

4) Rumah Dharmahusada Permai DR 106, Surabaya, atas nama
Handoko Setiono;

5) Rumah Dharmahusada Permai DR 107, Surabaya, atas nama
Handoko Setiono;

6) Tanah Dharmahusada Blok U No. 110, Surabaya, atas nama
Handoko Setiono;

7) Rumah Villa Melati Mas C-2 No. 6, Serpong, Tangerang, atas
nama Handoko Setiono;

8) Tanah Margorejo Indah JI. Margorejo Indah D-523, dengan 6
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SHM: No. 2478,2479,2480,2481,2482,6652, atas nama Handoko
Setiono;

9) Apartemen Thamrin Residence Tower E unit 37 EK atas nama
Handoko Setiono;

10) Tanah Citraland A4 No. 6, SHGB No. 495 atas nama PT. Subur
Hijau Jaya Makmur;

11) Rumah Mojokerto JI. Sawonggaling No. 1 Mojokerto dengan
Nomor Seritifkat Kantor Pertanahan Kota Mojokerto No.
12.02.02.04.1.00600 atas nama Handoko Setiono;

12) Tanah Pakuwon City Westwood Villa A1-35 dengan luas (450
m?) atas nama Handoko Setiono;

Diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka

blokirnya;

11. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua
tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding masing-masing
sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-
TPK/2022/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 18 Januari 2022, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2022 dari Penuntut
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 12 Januari 2022
dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

18 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
tanggal 31 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan judex
facti yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana
dalam dakwaan Primair, dan membebaskan Para Terdakwa dari
dakwaan Primair tersebut, telah salah menerapkan hukum atau
menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan unsur
“‘melawan hukum” dalam dakwaan primair tidak terbukti, merupakan
pertimbangan hukum yang salah dan tidak dapat dibenarkan menurut
hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara vyuridis
sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, terbukti
fakta Terdakwa |. MELIA BOENTARAN selaku Pemilik Perusahaan
dengan jabatan Direktur PT. Arta Niaga Nusantara yang telah
menandatangani Kontrak atas proyek Peningkatan Jalan Bukit Batu-
Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun Anggran 2013-2015 (Multi
Years) yang faktanya Proyek tersebut tidak sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam kontrak dimana volume pekerjaan yang
terpasang tidak sesuai dengan prestasi pembayaran serta proyek
tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam

kontrak walupun sudah dilakukan lima kali addendum;
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2. Bahwa Terdakwa |Il. HANDOKO SOETIONO selaku pemilik
perusahaan PT. Arta Niaga Nusantara dan selaku suami Terdakwa |
telah membantu Terdakwa | dengan cara melakukan lobby-lobby
kepada pihak terkait sehingga mendapatkan Proyek Peningkatan
Jalan Bukit Batu Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2013-2015 (Multi Years);

3. Bahwa sebagai peruahaan PT. Arta Niaga Nusantara tidak layak
sebagai pemenang lelang karena tidak memenuhi persyaratan
sebagai pemenang, namun berkat loby-loby dan pemberian uang
oleh Terdakwa Il kepada pejabat Pemda Bengkalis terkait, dan
menerima uang pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi
pekerjaannya sehingga terdapat kelebihan pembayaran merupakan
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1)
juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dan perubahan terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun
2010, selaku hukum formil tertulis) yang harus dipatuhi oleh semua
pihak (stakeholders) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
instansi pemerintah yang dibiayai dari anggaran (keuangan)
negara/daerah, diantaranya melanggar ketentuan Pasal 5 mengenai
prinsip-prinsip pengadaan, Pasal 6 mengenai etika pengadaan,
Pasal 56 dan Pasal 57 mengenai pembuktian kualifikasi oleh
kelompok kerja ULP, Pasal 87 mengenai pelaksanaan kontrak, Pasal
89 mengenai pembayaran harus sesuai dengan prestasi pekerjaan,
Pasal 93 mengenai pemutusan kontrak, dan Pasal 95 mengenai B.1
.h2 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan pada lampiran
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Bab VIA1.22, Bab VI.C.52.1.B dan Bab VI.C.64.2-64.7 peraturan
LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagai aturan pelaksanaan dari Perpres
Nomor 54 Tahun 2010;

- Bahwa demikian pula putusan judex facti yang menyatakan kerugian
Negara yang diakibatkan perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar
Rp10.504.483.239,43 (sepuluh miliar lima ratus empat juta empat ratus
delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah empat tiga
sen), tidak tepat karena hanya didasarkan perhitungan Hasil Temuan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Riau
yang dihitung atas dasar Audit Independen UIR dengan alasan
pemeriksaan TIM Teknis UIR dilakukan tidak berapa lama setelah proyek
tersebut dilaksanakan;

- Bahwa alasan dan pertimbangan judex facti tersebut tidak tepat, oleh
karena dalam rangka penyidikan perkara a quo telah dilakuan Audit
Invetigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana Laporan
Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Kegiatan
Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Multi Years) Tahun
Anggaran 2013-2015 Nomor: 08/LHP/XXI/06/2021 tanggal 3 Juni 2021
ditemukan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar
Rp114.594.000.180,83 (seratus empat belas miliar lima ratus sembilan
puluh empat juta seratus delapan puluh rupiah delapan puluh tiga sen).
Oleh karena Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya
kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
maka dalam menentukan jumlah kerugian keuangan Negara seharusnya
judex facti menggunakan hasil perhitungan BPK tersebut;

- Bahwa oleh karena jumlah kerugian keuangan Negara sebesar
Rp114.594.000.180,83 (seratus empat belas miliar lima ratus sembilan
puluh empat juta seratus delapan puluh rupiah delapan puluh tiga sen)
tersebut jumlah yang sangat besar di tahun 2012 yang merupakan selisih

dari Rekapitulasi Nilai Pembayaran Bersih SP2D dengan Rekapitulasi
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Nilai Prestasi Pekerjaan Terpasang, yang ditelah diterima oleh Terdakwa |
selaku Direktur PT. Arta Niaga Nusantara, maka telah tepat
pertimbangan judex facti yang menjatuhkan pidana tambahan uang
pengganti kepada Terdakwa |. Namun mengenai besarnya uang
pengganti adalah sebesar kerugian keuangan Negara hasil perhitungan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai telah dipertimbangkan
diatas sebesar Rp114.594.000.180,83 (seratus empat belas miliar lima
ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh rupiah delapan
puluh tiga sen).

- Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa agar
memerintahkan Penuntut Umum untuk membuka blokir terhadap barang
bukti berupa beberapa sertifikat tanah sebagaimana dalam pledoi
Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan
karena tidak beralasan hukum, juga karena barang bukti tersebut
diperlukan sebagai jaminan pelaksanaan pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan
Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana
didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut
telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT. PBR
tanggal 21 Desember 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 25/PID.SUS-
TPK/2021/PN Pbr tanggal 19 Oktober 2021, untuk kemudian Mahkamah
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Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana

yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting
opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan
sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim
Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

— Bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah termasuk dalam ruang lingkup
"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair
dengan pertimbangan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN selaku Pemilik
Perusahaan dengan jabatan Direktur PT. Arta Niaga Nusantara yang
telah menandatangani Kontrak atas Proyek Peningkatan Jalan Bukit
Batu-Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 (Multi
Years). Dengan bertandatangannya Terdakwa | dalam kontrak tersebut
maka Terdakwa | diberi hak dan kewajiban untuk melaksanakan hal-hal
yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut sehingga dengan demikian
Terdakwa | memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan kontrak
sebagaimana diperjanjikan. Sebab bila tidak memiliki tugas dan
wewenang maka tentunya Terdakwa | mustahil untuk melaksanakan
kontrak tersebut. Meskipun pada faktanya Proyek tersebut tidak sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak dimana volume pekerjaan
yang terpasang tidak sesuai dengan prestasi pembayaran serta Proyek
tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam
kontrak walaupun sudah dilakukan lima kali adendum dan Terdakwa II.
HANDOKO SETIONO selaku pemilik perusahaan PT. ANN dan selaku
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suami Terdakwa | yang telah membantu Terdakwa | dengan cara
melakukan lobby-lobby kepada pihak terkait sehingga mendapatkan
Proyek Peningkatan Jalan Bukit Batu Siak Kecil Kabupaten
BengkalisTahun Anggaran 2013-2015 (Multy Years). Dengan tidak
dilaksanakan kontrak sebagaimana diperjanjikan maka dengan demikian
Terdakwa | telah terbukti menyalahi tugas dan wewenang selaku pihak
yang diberi kewajiban untuk melaksanakan kontrak tersebut. Ini berarti
Terdakwa | telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya pihak
dalam kontrak proyek Peningkatan Jalan Bukit Batu-Siak Kecil,
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 (Multy Years)
tersebut;

- Bahwa di Pengadilan Negeri/tingkat pertama Terdakwa | dijatuhi pidana
selama 4 tahun dan Terdakwa Il dijatuhi pidana selama 2 tahun.
Ditingkat Pengadilan Tinggi/Banding, Terdakwa | dipidana selama 2
tahun dan Terdakwa Il dipidana selama 2 tahun pula. Mengingat
Terdakwa | dan Terdakwa Il merupakan pasangan suami istri yang tentu
tidak bisa dilepaskan hubungannya dalam saling bantu membantu dan
saling pengaruh mempengaruhi dalam melakukan penyalahgunaan
wewenang dalam perkara a quo sehingga adil bila pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa | sama dengan pidana yang dijatuhkan
kepada Terdakwa ll;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah
memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Ayat jo Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam
putusan judex facti maka oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti

bersalah dan dijatuhi pidana, namun pidana yang dikenakan kepada
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Terdakwa | haruslah sama dengan pidana yang dikenakan kepada
Terdakwa l;
Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani
untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Jjuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT. PBR
tanggal 21 Desember 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
25/PID.SUS-TPK/2021/PN Pbr tanggal 19 Oktober 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa |. MELIA BOENTARAN dan Terdakwa Il
HANDOKO SETIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”,
sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana

denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
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dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka
diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa | untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp114.594.000.180,83 (seratus empat belas miliar
lima ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh rupiah
delapan puluh tiga sen), jika Terpidana | tidak membayar uang pengganti
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dalam hal Terpidana | tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1113,
selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.SUS-
TPK/2021/PT. PBR tanggal 21 Desember 2021;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. dan Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI,
S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU
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WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH,SH.,.MHUM.
NIP : 19611010 198612 2 001
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